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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah AWT, karena
atas rahmat dan ridho-Nya, Buku Dokumen Rencana Strategis
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ini
dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung ini
merupakan dasar penyusunan program, kegiatan dan anggaran
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019-2024.

Dokumen Renstra ini menggambarkan visi, misi, strategi,
program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan
kabupaten/kota secara menyeluruh serta mendeskripsikan secara
mendalam dan menyeluruh tentang potensi dan kondisi pertanian
tanaman pangan dan hortikultura serta ketahanan pangan Provinsi
Lampung saat ini.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan
masukan sehingga Renstra ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat
bermanfaat sebagai informasi bagi semua pihak dan stakeholder
terkait dan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan APBD

tahunan Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019 - 2024.

Bandar Lampung,

Kepala Dinas,

Ir. KUSNARDI,M.Agr.Ec.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631123 198803 1 005
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat
perundangan lainnya merupakan upaya pemerintah dalam
merencanakan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan
akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis
dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan
praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan
oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah bersama dengan seluruh
pemangku kepentingan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai
dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,
tantangan dan hambatan yang timbul. Penyusunan rencana kerja
sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat
daerah sesuai tugas dan fungsinya dilaksanakan sesuai amanah
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1
menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat
Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
pembangunan 5 (lima) tahun sesuai tahapan dan tatacara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat

indikatif". Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal

1| 1
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1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD
sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang
berorientasi pada peningkatan kemampuan petani untuk menuju
kemandirian sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya
semakin meningkat. Pembangunan pertanian di Provinsi Lampung
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan
ekonomi, menciptakan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan
masyratakat dan pengentasan kemiskinan.

Sektor pertanian memiliki konstribusi yang besar dalam
pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi
Lampung. Sektor pertanian ini adalah  sektor utama yang
menyokong PDRB diikuti sektor industri pengolahan, serta sektor
pertambangan dan penggalian.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor
pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga
kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga
kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan
kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan
bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau buruh tani,
sehingga output di sektor ini secara tidak langsung akan
meningkatkan pendapatan keluarga petani penggarap. Oleh karena
itu, perkembangan sektor pertanian ke depan harus lebih di
tingkatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD
Provinsi Lampung yang dalam proses penetapan menjadi peraturan
daerah dan Dbersifat indikatif yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan urusan pertanian, meliputi sub bidang
ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur
kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang
tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung,
diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan pertanian di Provinsi Lampung. Dokumen menjadi
acuan utama perencanaan pembangunan sektor petanian setiap
tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta
menunjang pencapaian sasaran visi dan misi pembangunan di

Provinsi Lampung tahun 2019-2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024, didasarkan pada beberapa aturan hukum

sebagai berikut:
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

S e ]

©
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

15
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006
tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 33) ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/0T.140/
10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

1 7
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun
2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Lampung;

S e ]

©



RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

39. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
Selanjutnya diperbaharui dua kali yaitu melalui Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan
Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;

40. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Dinas Ketahanan Pangan; dan

41. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2019-2024 adalah memberikan arah pembangunan Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pangan untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019 -
2024 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar
pengendalian dan evaluasi. Renstra ini juga dijadikan pedoman
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Lampung Tahun 2020-2024 sebagai acuan kerja bagi pimpinan,

1] 9




RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

staf dan karyawan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura dalam :

a. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dengan
visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2020-
2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

b. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan
sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam
pembangunan ketahanan pangan,;

c. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan
pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5
(lima) tahun;

d. Menjadi alat untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen Rencana Strategi sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah terbagi dalam 8 (delapan) bab yang
masing-masing merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling
terikat.

Rincian isi dokumen Rencana Strategi Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:
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Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab Vv

PENDAHULUAN; mengemukakan secara ringkas
mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, dan kegunaan, serta sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN
PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI LAMPUNG; mengemukakan tentang tugas
pokok, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya
perangkat daerah; kinerja pelayanan, serta tantangan
dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Lampung.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI; mengemukakan
identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan
Renstra Kementerian Pertanian RI; Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis; serta Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Lampung.

TUJUAN DAN SASARAN; mengemukakan Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

beserta indikator kinerjanya.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; mengemukakan
relevansi dan konsistensi antar visi dan misi RPJMD
dengan tujuan, sasaran, sasaran, strategi dan arah
Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Lampung.
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Bab VI

Bab VII:

Bab VIII:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF; mengemukakan Rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun
mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
mengemukakan kinerja yang akan dicapai Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
dalam lima tahun mendatang yang memuat indikator
kinerja yang mengacu Kepada Tujuan dan sasaran

RPJMD.

PENUTUP; memuat nama urusan, nama daerah, nama
OPD dan periode Rencana strategis serta memuat
kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung, penguatan peran
stakeholders dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi
dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima
tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Lampung.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
atau Dinas Pertanian pada mulanya merupakan bagian Provinsi
Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1959 dengan nomenklatur Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Rakyat Kabupaten Dati II Lampung.

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1964 Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1964 maka dibentuklah Dati I Lampung
yang terdiri dari Dati II Lampung Tengah, Dati II Lampung Selatan,
Dati II Lampung Utara dan Kota Madya Tanjung Karang Teluk
Betung. Oleh karena itu maka status Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Rakyat Kabupaten Dati II Lampung meningkat menjadi
Dinas Pertanian Rakyat Lampung dengan struktur organisasi
sebagai berikut yaitu Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian
Tata Usaha, Bagian Teknik, Bagian Sosial, Bagian Produksi, Bagian
Penyuluhan, Bagian Bina Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah
Atas dan Sekolah Usaha Tani Pekalongan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan mengacu kepada
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
maka organisasi perangkat daerah mengalami perubahan
kewenangan sehingga nomenklatur maupun struktur organisasi
perangkat daerah perlu disesuaikan.

Perubahan itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan

Gubernur Lampung Nomor 82 tahun 2016 tentang Kedudukan,
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Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 tahun 2017
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Pada tahun 2019, dengan memperhatikan hasil evaluasi
perangkat daerah maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
dan Dinas Ketahanan Pangan bergabung menjadi satu dinas
dengan nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat
Daerah Provinsi Lampung.

Selengkapnya Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawabhi :
a. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
c. Seksi Kerawanan Pangan.
d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
a. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal;
b. Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
dan
c. Seksi Keamanan Pangan.
e. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
a. Seksi Serealia;

b. Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
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c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
f. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi :

a. Seksi Buah dan Florikultura;

b. Seksi Sayuran dan Tamanan Obat; dan

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
g. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :

a. Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan;

b. Seksi Pengelolaan Air dan Pembiayaan; dan

c. Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rancangan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung disajikan

berikut ini :
STRUKTUR ORGANISASI
DIMAS KETAHAMAN PANGAN, _

TANAMALN PANGAN. AN HORTIKLLTURS

| EAEPEI TR FPRT FRCTHIT TS SR L
UMIT PELAKSANAN | SERETARIAT
TEKHIE DINAS (UPTD)
L BAT . —_
3 - i ey Sph s lmen | Soko s sn K e Uh B2 oh
FUNGSIONAL san Kepgaalar e Fefead di
] 7 ]
it Ksterasd dn Eddang Ko imsldan Bdenp Tasanan e ‘Arlanp Prassrana
‘Hum Elu'ih:iﬁm ‘ B e S Fuegen Eidanp Fartkilira an &y Fatankn
Sks Aok dadn cany b K ranie i tiza | hur B
TF Lihagpan Pagpn I'":WWE.:T Fagan 1 el Bl Forbadia Freafiraungat ixhan |
G | e el Sihal Fionizc dm R L g T Faa e Sapuiar e & ool et KR e
Harga Fargas —_— Ié::::&.lﬁt::ﬂ = RETH Az il | i e
Sod Poagelatardad ok Pengolohan don & FIOL
1 3"";::'.‘::,. Szl Kramanar Sangn —1 Mt Hod Taarwearnr il — 1,::"".‘.‘ :‘"“'
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Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
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Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang yang
bersangkutan. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan
Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior
sebagai ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Selain Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 Tanggal 8 Mei 2019
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka
UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. UPTD Balai Pengawasan Dan Kemanan Pangan;

2. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Tanaman
Pangan dan Hortikultura;

3. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
(BPTPH);
UPTD Balai Benih Induk (BBI) Tanaman Pangan Dan Alsintan
UPTD Balai Benih Induk (BBI) Tanaman Hortikultura dan
Pengembangan Lahan Kering; dan

6. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
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Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah
daerah bidang ketahanan pangan dan pertanian yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Lampung.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta TataKerja Perangkat Daerah Provinsi
Lampung maka Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan,

tanaman pangan dan hortikultura.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan

dan Hortikultura mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan prasarana dan sarana, tanaman
pangan dan hortikultura, penyuluhan pertanian serta

ketahanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana, tanaman
pangan dan hortikultura, penyuluhan pertanian serta

ketahanan pangan;

c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan dan hortikultura, penyuluhan pertanian serta

ketahanan pangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang prasarana
dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura,

penyuluhan pertanian serta ketahanan pangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan sebagai

berikut :

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksaan tugas Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam
menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi (desentralisasi) di
bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang
menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta
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e
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tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan ketahanan pangan, prasarana dan
sarana, tanaman pangan dan hortikultura serta penyuluhan
pertanian;

b. Pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, prasarana dan
sarana, tanaman pangan dan hortikultura serta penyuluhan
pertanian;

c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ketahanan pangan, prasarana dan sarana,
tanaman pangan dan hortikultura serta penyuluhan
pertanian;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan,
prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura
serta penyuluhan pertanian; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan
anggaran di bidang produksi tanaman pangan,
hortikultura, penyuluhan pertanian, dan ketahanan

pangan;
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b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi;

c. Penataan organisasi dan tatalaksana;

d. Pengkoordinasian dan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP).

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

f. Pemberian pelayanan informasi publik; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha,
rumah tangga, kerjasama, kehumasan, dan protokol serta

ketatalaksanaan.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan,
pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan

perpustakaan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan
perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan,
usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian
penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai
(E-Kinerja), Daftar Usulan Kepangkatan, sumpah/janji
aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan,

mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, wujian
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dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin
pegawai, menyusun standart kompetensi pegawai,
tenaga teknis dan fungsional, menyelenggarakan

pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan tata

usaha kepegawaian;

Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang
hubungan masyarakat dan pelayanan informasi
publik;

Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

Melakukan telaahan dan menyiapkan penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

Melakukan penyebarluasan informasi, dokumentasi,
dan publikasi kinerja pembangunan ketahanan pangan,

tanaman pangan dan hortikultura;

Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
(RPBU);

Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan
inventarisasi Barang  Milik Daerah/Barang Milik
Negara;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan
kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung
kegiatan satuan kerja dan melaksanakan pemeliharaan

sarana dan prasarana;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan
administrasi perlengkapan, barang-barang inventaris
dan pengelolaan aset/kekayaan milik negara di

lingkungan satuan kerja;

Melakukan penyiapan, pengadaan, penyaluran,

1|9



b LT

RENCANA STRATEGIS ===
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA [
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

'.F-

' 3

el 3
18

penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik

Daerah /Negara;

m. Melakukan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan,
perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan,
inventarisasi dan pelaporan akuntansi keuangan Barang

Milik Negara dan Barang Milik Daerah.
Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah
sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Sub

Bagian Keuangan dan Aset;
b. Melakukan urusan gaji pegawai dan tunjangan daerah;

c. Melaksanakan verifikasi (uji formal) Surat Perintah

Membayar (SPM) Belanja;
d. Melaksanakan administrasi keuangan;

e. Melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, pengelolaan aset daerah dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP);

f. Melaksanakan penatausahaan Belanja Langsung
dan Belanja Tidak Langsung pada dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

g. Melakukan penyiapan  pertanggungjawaban dan
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pengelolaan dokumen keuangan;
Menyusun laporan akuntansi keuangan;
Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

Menyiapkan bahan Laporan Keuangan yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas

dan Catatan atas Laporan Keuangan;

Menginput belanja barang/jasa ke dalam sistem aplikasi

rekon dan Simda;

Menyusun administrasi rekapitulasi belanja hibah

Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara;

Menyusun administrasi pelaporan barang pakai habis;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan

laporan neraca aset;

Mengkoordinasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan
rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan menyusun

Laporan Mutasi Barang Milik Daerah;

Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk

pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan

anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan,

tanaman pangan dan hortikultura.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai

berikut:

a.

Melakukan penyiapan rencana dan anggaran Dinas
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Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Melakukan penyiapan  bahan koordinasi dan
penyusunan rencana, program tanaman pangan,
hortikultura, penyuluhan pertanian, dan ketahanan
pangan;

Melakukan penyiapan  bahan koordinasi dan
penyusunan anggaran tanaman pangan, hortikultura,

penyuluhan pertanian, dan ketahanan pangan;

Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman
teknis pelaksanaan kegiatan tahunan tanaman pangan,
hortikultura, penyuluhan pertanian, dan ketahanan
pangan;

Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya,
daftar isian  pelaksanaan  anggaran, petunjuk

operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data dan statistik tanaman pangan, hortikultura,

penyuluhan pertanian, dan ketahanan pangan;
Melakukan penyiapan kebijakan pengembangan
kawasan tanaman pangan dan hortikultura;

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tanaman pangan, hortikultura,

penyuluhan pertanian, dan ketahanan pangan;

Melakukan penyusunan laporan kinerja tanaman
pangan, hortikultura, penyuluhan pertanian, dan

ketahanan pangan;

Melakukan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan

dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
mempunyai fungsi:

a. Penyiapan  pelaksanaan  koordinasi di bidang
ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan

harga serta penanganan kerawanan pangan;

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang ketersediaan dan cadangan pangan,
distribusi dan harga serta penanganan kerawanan
pangan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan

harga serta penanganan kerawanan pangan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan

harga serta penanganan kerawanan pangan;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan
dan cadangan pangan, distribusi dan harga serta

penanganan kerawanan pangan;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan,
distribusi dan harga serta penanganan kerawanan
pangan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
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(a) Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan

evaluasi di bidang ketersediaan dan cadangan pangan.

Rincian tugas Ketersediaan dan Cadangan Pangan,

adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

ketersediaan dan cadangan pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan
pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar

Keagamaan Nasional (HBKN);
c. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang

ketersediaan dan cadangan pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan
cadangan pangan;

e. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian

ketersediaan dan cadangan pangan daerah;

f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk
penyusunan Neraca  Bahan Makanan (NBM) dan
penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan
pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan
informasi ketersediaan dan cadangan pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di

bidang ketersediaan dan cadangan pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,
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supervisi dan  pelaporan kegiatan di bidang

ketersediaan dan cadangan pangan; dan

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(b) Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang

distribusi dan harga pangan.

Rincian tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan

adalah sebagai sebagai berikut:

a.

Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang
distribusi dan harga pangan dalam rangka stabilisasi

pasokan dan harga pangan;

Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di
bidang distribusi dan harga pangan;

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan
harga pangan;

Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok
dan jaringan distribusi dan harga pangan;

Melakukan penyiapan bahan pengembangan
kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan

akses masyarakat terhadap pangan;

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang distribusi pangan;

Melakukan penyiapan bahan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi

dan harga pangan; dan
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h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(c) Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan  kebijakan, pemantapan, serta pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang

kerawanan pangan.
Rincian tugas Seksi Kerawanan Pangan adalah sebagai
berikut:

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan

kerawanan pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian

penanganan kerawanan pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan
pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan
pangan;

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis

sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

f. Melakukan penanganan kerawanan pangan yang
mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota

dalam1 (satu) provinsi.

g. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan

dan ketahanan pangan Provinsi;

h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang kerawanan pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi
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dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;

dan

j- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
mempunyai fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi
pangan, promosi dan pengembangan pangan lokal,
penganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan
pangan;

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang konsumsi pangan, promosi dan
pengembangan pangan lokal, penganekaragaman

konsumsi pangan serta keamanan pangan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi
pangan, promosi dan pengembangan pangan lokal,
penganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan
pangan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
konsumsi pangan, promosi dan pengembangan pangan
lokal, penganekaragaman konsumsi pangan serta

keamanan pangan;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi
pangan, promosi dan pengembangan pangan lokal,

penganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan
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pangan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi dan
pengembangan pangan lokal, penganekaragaman

konsumsi pangan serta keamanan pangan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(a) Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal
mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan

pengembangan pangan lokal.
Rincian tugas Seksi Konsumsi dan Pengembangan
Pangan Lokal, adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang

konsumsi dan pengembangan pangan lokal,;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di

bidang konsumsi dan pengembangan pangan lokal;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan

pengembangan pangan lokal;

d. Melakukanpenyiapan penghitungan angka konsumsi

pangan per komoditas per kapita per tahun;

e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi
energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;

f. Melakukan penyiapan penghitungan pola pangan
harapan (PPH) tingkat konsumsi;

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola
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konsumsi pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang konsumsi dan pengembangan

pangan lokal;

i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi

dan pengembangan pangan lokal; dan

j- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(b) Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan

Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan mempunyai  tugas melakukan  penyiapan
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, dan evaluasi di bidang promosi dan

penganekaragaman konsumsi pangan.

Rincian tugas Seksi Promosi dan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan, adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka

promosi dan penganekaragaman konsumsi pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam
rangka promosi dan penganekaragaman konsumsi
pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi dan

penganekaragaman konsumsi pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi
pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

(B2SA) berbasis sumber daya lokal;
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e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan

konsumsi pangan non beras dan non terigu;

f. Penyiapan  pelaksanaan komunikasi, informasi,
edukasi, promosi dan penganekaragaman konsumsi
pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan

pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

h. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber

daya lokal;

i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
supervisi dalam rangka promosi dan

penganekaragaman konsumsi pangan;

j- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi dan

penganekaragaman konsumsi pangan; dan

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(c) Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

keamanan pangan.

Rincian Tugas Seksi Keamanan Pangan adalah sebagai

berikut:

a. Penyiapan  pelaksanaan  koordinasi di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan

pangan;
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b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan,
pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan

informasi keamanan pangan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan
pangan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan

pangan;
e. Penyiapan pemantapan program di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan

pangan;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan,
pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan

informasi keamanan pangan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan

evaluasi di bidang tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis budidaya, pasca panen,
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pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

Pelaksanaan koordinasi teknis budidaya, pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

Pelaksanaan kebijakan teknis budidaya, pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

Penetapan sasaran luas tanam, luas panen,

produktivitas, dan produksi tanaman pangan;
Penyusunan kebijakan teknis perbenihan tanaman
pangan;

Pelaksanaan pembinaan, budidaya, pasca panen,
pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil tanaman pangan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Serealia

Seksi Serealia mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang

produksi tanaman serealia.

Rincian tugas Seksi Serealia, adalah sebagai berikut:
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan peningkatan produksi komoditas serealia;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan
teknis, pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan
koordinasi dalam peningkatan produksi komoditas

serealia;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan

penetapan sasaran produksi komoditas serealia wilayah
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provinsi;
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan

penetapan sentra komoditas serealia wilayah provinsi;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dalam
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas

serealia;

f. Melaksanakan dan menyiapkan laporan serta

pendokumentasian kegiatan Seksi Serealia;

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan

rencana dan anggaran Seksi Serealia; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(b) Seksi Aneka Kacang dan Umbi

Seksi Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman

aneka kacang dan umbi.

Rincian tugas Seksi Kacang dan Umbi, adalah sebagai

berikut:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan  peningkatan produksi komoditas aneka
kacang dan umbi;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan
teknis, pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan
koordinasi dalam peningkatan produksi komoditas
aneka kacang dan umbi;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan

penetapan sasaran produksi komoditas aneka kacang
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dan umbi wilayah provinsi;

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
penetapan sentra komoditas aneka kacang dan umbi
wilayah provinsi;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dalam
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas

aneka kacang dan umbi;

f. Melaksanakan dan menyiapkan laporan  serta
pendokumentasian kegiatan Seksi Aneka Kacang dan
Umbi;

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Aneka Kacang dan Umbi;

dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan

Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan, adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil tanaman pangan;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
kebijakan teknis pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman pangan;
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c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
pedoman teknis pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman pangan;

d. Menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan
peralatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
pangan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan
teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil tanaman pangan;

f. Menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis
penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman pangan;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi
pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
pangan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(6) Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
koordinasi dalam bidang buah dan florikultura, sayuran dan
tanaman obat, serta pengolahan dan pemasaran hasil

hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis budidaya, pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

b. Pelaksanaan koordinasi teknis budidaya, pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
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c. Pelaksanaan kebijakan teknis budidaya, pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

d. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen,

produktivitas, dan produksi hortikultura;
e. Penyusunan kebijakan teknis perbenihan hortikultura;

f. Pelaksanaan pembinaan budidaya, pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil hortikultura; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(a) Seksi Buah dan Florikultura

Seksi Buah dan Florikultura mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan koordinasi dalam bidang buah

dan florikultura.

Rincian tugas Seksi Buah dan Florikultura, adalah

sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan peningkatan produksi komoditas buah

florikultura;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan
teknis, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi dalam peningkatan produksi komoditas

buah dan florikultura;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
penetapan sasaran produksi komoditas buah dan

florikultura wilayah provinsi;
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d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
penetapan sentra komoditas buah dan florikultura
wilayah provinsi;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dalan
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas

buah dan florikultura;

f. Melakanakan dan menyiapkan laporan serta
pendokumentasian  kegiatan Seksi  Buah dan

Florikultura;

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan

rencana dan anggaran seksi buah dan florikultura; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(b) Seksi Sayuran dan Tanaman Obat

Seksi Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan koordinasi dalam bidang

sayuran dan tanaman obat.

Rincian tugas Seksi Sayuran dan Tanaman Obat, adalah

sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan peningkatan produksi komoditas sayuran

dan tanaman obat;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan
teknis, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi dalam peningkatan produksi komoditas

sayuran dan tanaman obat;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan

penetapan sasaran produksi komoditas sayuran dan
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tanaman obat wilayah provinsi;

d. Melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
penetapan sentra komoditas sayuran dan tanaman obat
wilayah provinsi;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dalam
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas

sayuran dan tanaman obat;

f. Melaksanakan dan menyiapkan laporan serta
pendokumentasian kegiatan Seksi Sayuran dan

Tanaman Obat;

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Sayuran dan Tanaman

Obat; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis
dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan

pemasaran hasil hortikultura.

Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura, adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
kebijakan teknis pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil hortikultura;
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c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
pedoman teknis pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil hortikultura;

d. Menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan
peralatan pengolahan dan pemasaran hasil

hortikultura;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan
teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil hortikultura;

f. Menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis
penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil hortikulutra;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi
pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil

hortikultura; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(7) Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai
tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan penyediaan dan pengawasan prasarana dan

sarana tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
mempunyai fungsi:

a. Penyusunan  kebijakan  teknis perluasan dan
perlindungan lahan, pengelolaan air, fasilitasi
pembiayaan, penyediaan pupuk, dan alat mesin

pertanian pra panen tanaman pangan dan hortikultura;
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b. Pelaksanaan koordinasi perluasan dan perlindungan
lahan, pengelolaan air, fasilitasi pembiayaan,
penyediaan pupuk, dan alat mesin pertanian pra

panen tanaman pangan dan hortikultura;

c. Pelaksanaan kebijakan perluasan dan perlindungan
lahan, pengelolaan air, fasilitasi pembiayaan,
penyediaan pupuk, dan alat mesin pertanian pra

panen tanaman pangan dan hortikultura;

d. Pelaksanaan pembinaan perluasan dan perlindungan
lahan, pengelolaan  air, fasilitasi pembiayaan,
penyediaan pupuk, dan alat mesin pertanian pra

panen tanaman pangan dan hortikultura;

e. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan  perluasan dan  perlindungan lahan,
pengelolaan air, fasilitasi pembiyaan, penyediaan
pupuk, dan alat mesin pertanian pra panen tanaman

pangan dan hortikultura; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(a) Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan

Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan,
pengendalian, koordinasi dalam pelaksanaan

program/kegiatan perluasan dan perlindungan lahan.
Rincian tugas Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan,
adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan

konservasi lahan tanaman pangan dan hortikultura;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
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koordinasi pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi

lahan tanaman pangan dan hortikultura;

c. Melaksanakan dan menyiapkan penyusunan pedoman
teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi

lahan tanaman pangan dan hortikultura;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi,
optimalisasi, rehabilitasi serta konservasi lahan

tanaman pangan dan hortikultura;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan
teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi

lahan tanaman pangan dan hortikultura;

f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pendayagunaan lahan tanaman pangan dan

hortikultura; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(b) Seksi Pengelolaan Air dan Pembiayaan

Seksi Pengelolaan Air dan Pembiayaan mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan,
pengendalian, koordinasi dalam pelaksanaan
program/kegiatan pengelolaan air dan fasilitasi pembiayaan

tanaman pangan dan hortikultura.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Air dan Pembiayaan,
adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis pengelolaan air, rehabilitasi jaringan
tersier, kelembagaan pengelolaan air irigasi, dan
fasilitasi pembiayaan tanaman pangan dan

hortikultura;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
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fasilitasi pengelolaan air, rehabilitasi jaringan tersier,
kelembagaan pengelolaan air irigasi dan fasilitasi

pembiayaan tanaman pangan dan hortikultura;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
pedoman teknis fasilitasi pengelolaan air, rehabilitasi
jaringan tersier, kelembagaan pengelolaan air irigasi,
dan fasilitasi pembiayaan tanaman pangan dan

hortikultura;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi
fasilitasi pengelolaan air, rehabilitasi jaringan tersier,
kelembagaan pengelolaan air irigasi, dan fasilitasi

pembiayaan tanaman pangan dan hortikultura;

e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis
pengelolaan air, rehabilitasi  jaringan tersier,
kelembagaan pengelolaan air irigasi, dan fasilitasi

pembiayaan tanaman pangan dan hortikultura;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan fasilitasi pengelolaan air, rehabilitasi
jaringan tersier, kelembagaan pengelolaan air irigasi,
dan fasilitasi pembiayaan tanaman pangan dan

hortikultura; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(c) Pupuk dan Alat Mesin Pertanian

Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan,
pengendalian, koordinasi dalam pelaksanaan

program/kegiatan pupuk dan alat mesin pertanian.

Rincian tugas Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian,

adalah sebagai berikut:
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a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan teknis pupuk dan alat mesin pra panen
pertanian pra panen tanaman pangan dan

hortikultura;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
pupuk dan alat mesin pertanian pra panen tanaman

pangan dan hortikultura;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
pedoman teknis penyaluran pupuk dan alat mesin

pertanian pra panen tanaman pangan dan hortikultura;

d. Menyiapkan bahan penetapan alokasi pupuk dan
penyediaan alat mesin pertanian pra panen tanaman

pangan dan hortikultura;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan
teknis pupuk dan alat mesin pertanian pra panen

tanaman pangan dan hortikultura;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan pupuk dan alat
mesin pertanian pra panen tanaman pangan dan

hortikultura; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala
dinas sesuai dengan bidang wurusan Pemerintahan yang
diselenggarakan. Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun
2019 Tanggal 8 Mei 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah

Provinsi Lampung 2019 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
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teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat
pelaksanaan di bidang pengawasan sertifikasi benih tanaman
pangan dan hortikultura, dibidang perlindungan tanaman pangan
dan hortikultura, di bidang penyuluhan pertanian, di bidang
pengembangan dan produksi benih tanaman pangan dan alsintan,
dibidang pengembangan dan produksi benih tanaman hortikultura
dan pengembangan lahan kering, dibidang perkuata modal usaha

pertanian serta di bidang Sertifikasi Produk Pangan Segar.
Uraian Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu :

(8.1) UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar
UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar Pada Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mempunyai tugas:

a. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan
administrasi di bidang sertifikasi mutu dan keamanan pangan
produk hasil pertanian secara terpadu dengan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan

dan kepastian; dan

b. Melaksanakan tugas Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaku usaha produk pertanian serta
memberikan sertifikat pada produk pangan segar hasil
pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu

dan keamanan hasil pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
a. Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar

hasil pertanian;

b. Pelayanan sertifikasi dan labelisasi produk pangan segar

hasil pertanian;
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c. Pelayanan pendaftaran produk pangan segar hasil

pertanian yang beredar;

d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
sertifikasi dan pendaftaran produk pangan segar hasil
pertanian yang beredar sesuai dengan rencana strategis

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

e. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan
sertifikasi dan pendaftaran produk pangan segar hasil
pertanian yang beredar;

f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(a) Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Produk Pangan
Segar, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk;
d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Produk; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh
seorang kepala seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
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(4)

(9)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Bagan Organisasi UPTD Sertifikasi Produk Pangan
Segar Pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

(b) Uraian Tugas

(1)

(2)

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyusun
program pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan surat-
menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan
dinas;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi
kepegawaian;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan keuangan
dan perbendaharaan;

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
dan menyusun pelaksanaan perencanaan dan

pelaporan;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan
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aturan yang berkaitan dengan pelayanan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaduan

masyarakat berkaitan dengan pelayanan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan

data dan proses sertifikasi;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan

program yang berkaitan dengan sertifikasi;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan

pengendalian sistem pelayanan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan peraturan
perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian, sertifikasi,
labelisasi, dan pendaftaran produk pangan segar

tumbuhan yang beredar;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
kepala UPTD yang terkait dengan tugas sub bagian

tata usaha;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian

tata usaha; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk mempunyai

tugas:

a.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan
pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian
yang beredar;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penerimaan
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permohonan pelayanan sertifikasi dan pendaftaran
pangan segar hasil pertanian yang beredar, dan
mengecek  kelengkapan  pengajuan  sertifikasi
dan pendaftaran, serta audit kecukupan;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan

rekomendasi dalam pelayanan teknis;

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
terhadap penerimaan retribusi dan atau biaya
sertifikasi dan pendaftaran produk pangan segar hasil

pertanian yang beredar;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyerahan
dokumen sertifikat, nomor pendaftaran produk
pangan segar hasil pertanian yang beredar kepada

pemohon;

f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
kepala UPTD yang terkait dengan tugas seksi

pelayanan teknis sertifikasi produk; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Produk mempunyai tugas:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengolahan

administrasi dan Menyusun program kerja Seksi
Pengujian dan Sertifikasi Produk;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan

prasarana untuk mendukung pelayanan di bidang

pengujian, sertifikasi, dan pendaftaran produk

pangan segar hasil pertanian;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi

pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pengujian,
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standardisasi, sertifikasi, dan pendaftaran produk

pangan segar hasil pertanian yang beredar;

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan
data dan analisa terhadap penyelenggaraan di
bidang pelayanan sertifikasi, dan pendaftaran produk

pangan segar hasil pertanian;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan
pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang
pelayanan pengujian, standardisasi, sertifikasi,
labelisasi, dan pendaftaran produk pangan segar hasil

pertanian;

f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan

pelayanan di bidang pelayanan sertifikasi, dan
pendaftaran produk pangan segar hasil
pertanian;

g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan hasil analisa
sertifikasi produk pangan hasil pertanian sebagai
dasar dalam rangka penerbitan sertifikat, label,
nomor pendaftaran produk pangan segar hasil

pertanian yang beredar;

h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Seksi
Pengujian dan Sertifikasi Produk; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(8.2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan Dan Hortikultura

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas sertifikasi,
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pengawasan peredaran benih, penyusunan perencanaan,
pembinaan, penilaian serta uji adaptasi/observasi varietas

tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengawasan produksi dan peredaran benih

tanaman pangan dan hortikultura;

b. pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan

dan hortikultura;

c. pelaksanaan pengujian dalam rangka pelepasan varietas

tanaman pangan dan hortikultura; dan

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

(a) Susunan Organisasi
(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura,
terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Sertifikasi dan Kultivar
Seksi Pengelolaan Laboratorium dan
Pengawasan Benih, dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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(4)

(9)

huruf ¢ dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVa yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(b) Uraian Tugas

(1)

(2)

(3)

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan  dan mengkoordinasikan pelaksanan
tugas UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Sub  Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, perencanaan, rumah tangga, inventarisasi

dan pengamanan aset UPTD.

Seksi Sertifikasi dan Kultivar mempunyai tugas:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman

sertifikasi benih dan penilaian kultivar;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan
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(4)

prasarana sertifikasi benih penilaian kultivar;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi

sertifikasi benih dan penilaian kultivar;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan
pengembangan metode  sertifikasi benih dan

penilaian kultivar;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan
dan pengolahan data sertifikasi benih dan penilaian

kultivar;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan sertifikasi

produk;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan
pengembangan sumber daya manusia perbenihan;
dan

Melaksanakan publikasi dan dokumentasi sertifikasi

benih.

Seksi Pengelolaan Laboratorium dan Pengawasan Benih,

mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan
pedoman/juknis analisa mutu benih dan pengawasan

pemasaran benih;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan

prasarana laboratorium benih;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan

penerapan sistem mutu laboratorium;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi

analisa standar mutu benih, analisa metode;

Membantu penyelesaian kasus pelanggaran
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peraturan perbenihan; dan

f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan sistem

informasi perbenihan, publikasi dan dokumentasi.

(8.3) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai tugas pengamatan, peramalan, pengkajian dan
penerapan teknik pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) tanaman pangan dan hortikultura serta melaksanakan
pengawasan dan pemantauan dampak pestisida dan pupuk pada

tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai fungsi:

a. Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

tanaman pangan dan hortikultura;

b. Peramalan OPT tanaman pangan dan hortikultura secara

spesifik lokasi;

c. Pemberian rekomendasi pengendalian OPT tanaman

pangan dan hortikultura;

d. Pengkajian dan penerapan teknik pengendalian OPT

tanaman pangan dan hortikultura; dan

e. Pengawasan dan pemantauan dampak residu pestisida

dan pupuk pada Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(a) Susunan Organisasi
(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:

a. Kepala;
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b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengelolaan OPT dan DPI;

d. Seksi Pengendalian dan Laboratorium; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional senior yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVb yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

(b) Uraian Tugas

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta ketentuan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.
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(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugasmelaksanakan
urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
perencanaan, rumah tangga, inventarisasi dan
pengamanan aset UPTD.

(3) Seksi Pengelolaan OPT dan DPI mempunyai tugas:

a. Melaksanakan inventarisasi, idenifikasi, dan pelaporan
perkembangan serangan OPT dan DPI pada Tanaman
Pangan dan Hortikultura;

b. Melaksanakan surveillance OPT Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

c. Melakukan peramalan OPT Tanaman Pangan dan
Hortikultura spesifik lokasi;

d. Melakukan pemetaan terhadap daerah endemis
serangan OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

e. Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis kepada
Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
(POPT);

f. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap
kelembagaan perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

g. Melakukan pengelolaan informasi, menyiapkan
dokumentasi, dan publikasi OPT dan DPI pada Tanaman
Pangan dan Hortikultura; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pengendalian dan Laboratorium mempunyai tugas:
a. Menyusun rekomendasi pengendalian OPT dan DPI
pada Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Melakukan bimbingan dan  pembinaan teknis
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pengendalian OPT;

c. Melaksanakan pengendalian OPT Tanaman Pangan
dan Hortikultura, dan mengevaluasi serta melaporkan
hasil kegiatan pengendalian;

d. Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis terhadap
Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Regu Pengendali
Hama (RPH);

e. Melakukan inventarisasi, identifikasi, perencanaan,
pembinaan, dan pemanfaatan alat pengendali OPT
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

f. Melakukan inventarisasi, identifikasi, perencanaan,
pembinaan, dan pemanfaatan bahan pengendali OPT
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

g. Melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengembangan
Laboratorium Proteksi Tanaman;

h. Melakukan pengawasan dan pemantauan dampak
residu pestisida dan pupuk pada Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(8.4) UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin
Pertanian
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin
Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan benih
sumber dan benih bermutu tanaman pangan dan prototype alat
mesin pertanian.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat

mesin Pertanian mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kebutuhan kelas benih dasar dan pokok
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benih tanaman pangan;

b. Perbanyakan benih dasar dan benih pokok tanaman
pangan;

c. Pengelolaan produksi benih dasar benih pokok tanaman
pangan;

d. Penyediaan data dan informasi terkait perbenihan

tanaman pangan

e. Penyelenggaraan tempat belajar/magang petani, pelajar

dan penangkar tanaman pangan;

f. Pembinaan produsen benih secara teknis dan

pengawasan internal benih bermutu;

g. Melakukan koordinasi dengan bidang p3h dalam

rangka masarkan produksi benih;

h. Melayani permintaan bantuan benih kepada  kelompok
tani/penangkar/masyarakat sesuai dengan prosedur

yang berlaku;
i. Perencanaan dan pengembangan alat mesin pertanian;

j- Pelaksanaan identifikasi dan investarisasi kebutuhan

alat mesin pertanian; dan

k. Pembinaan serta pengawasan penerapan standar

mutu alat mesin pertanian;

l. Penyedian sewa gedung, asrama, dan alat mesin
pertanian dalam pemenuhan target pendapatan asli

daerah;dan

m. Pelaksanaan ketatausahaan.

(a) Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Tanaman
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Pangan dan Alat Mesin Pertanian, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Benih Tanaman Pangan;

d. Seksi Mekanisasi dan Alat Mesin Pertanian; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat
fungsional senior yang Dberada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Tanaman
Pangan dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVc yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(b) Uraian Tugas
(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin

Pertanian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala
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Dinas Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian serta

ketentuan peraturan perundang-perundang yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan,

rumah inventarisasi dan pengamanan aset UPTD.

(3) Seksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas:

a.

f.

Menyiapkan bahan perencanaan, memperbanyak,
mengevaluasi kebutuhan kelas benih dasar dan benih

pokok tanaman pangan;

menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengawasi
perbanyakan benih dasar dan benih pokok tanaman
pangan;

menyiapkan bahan bimbingan perbanyakan benih

tanaman panganmn;

mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan

kegiatan Seksi Benih Tanaman Pangan;

mengadakan promosi dan pemasaran benih agar dapat

langsung tersalur kemasyarakat petani; dan

melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Mekanisasi dan Alat Mesin Pertanian mempunyai

tugas:

a.

Menyiapkan bahan identifikasi dan investarisasi

kebutuhan alat-alat mesin pertanian;

Merencanakan dan mengembangkan alat mesin

pertanian;
Modifikasi alat mesin pertanian spesifik lokasi;

Menyiapkan bahan pembinaan penerapan standar

mutu alat mesin pertanian;
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e. Melaksanakan pengawasan terhadap alat mesin
pertanian produk bengkel pengrajin;
f. Melaksanakan pelatihan dan workshop alat mesin

pertanian;

g. Melaksanakan sewa gedung, asrama, dan alat
mesin pertanian dan pemenuhan target Pendapatan
Asli Daerah;

h. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi
Mekanisasi dan Alat Mesin Pertanian; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(8.5) UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura

dan Pengembangan Lahan Kering

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan
Pengembangan Lahan Kering mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan benih sumber dan benih bermutu hortikultura
serta melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan
dan pengembangan teknis budidaya lahan kering.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan

Pengembangan Lahan Kering mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kebutuhan kelas benih;
b. Perbanyakan benih dasar dan benih sebar;

c. Pengelolaan produksi benih dasar, benih pokok

dan benih sebar hortikultura;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada balai benih utama
dan balai benih pembantu hortikultura di
kabupaten/kota dan penangkar benih yang menjadi

binaan UPTD;
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e. Memproduksi, mempromosikan dan memasarkan

perbanyakan benih unggul bermutu dan bersertifikat;

f. Penyediaan data dan informasi terkait pembenihan

hortikultura;

g. Pengelolaan kebun koleksi varietas unggul hortikultura

serta tanaman langka;

h. Penyelenggaraan tempat belajar/magang petani, pelajar

dan penangkar hortikultura;

i. Pembinaan produsen benih secara teknis dan

pengawasan internal benih bermutu;
j- Pendataan potensi dan pengelolaan lahan kering;

k. Pemberian arahan dan petunjuk perencanaan adaptasi

teknologi spesifik lokasi lahan kering;
1. Pengenalan/inovasi teknologi spesifik lokasi lahan kering;

m. Pengujian, percobaan, dan percontohan teknologi

spesifik lokasi lahan kering; dan

n. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

(a) Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Tanaman
Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering terdiri
dari:

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Benih Tanaman Hortikultura;
d. Seksi Pengembangan Lahan Kering; dan e. Kelompok
Jabatan Fungsional.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
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Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang
pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Tanaman
Hortikultura dan Pengembangan Lahan  Kering
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVd yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(b) Uraian Tugas

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan
Pengembangan Lahan Kering sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, perencanaan, rumah tangga, inventarisasi

dan pengamanan aset UPTD.

(3) Seksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas:
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(4)

a. Menyiapkan bahan perencanaan, memperbanyak,
mengevaluasi kebutuhan kelas benih penjenis (Breeder

Seed) hortikultura;

b. Menyiapkan bahan bimbingan perbanyakan benih

dasar, benih pokok dan benih sebar hortikultura;

c. Memproduksi, mempromosikan dan memasarkan
perbanyakan benih unggul bermutu dan bersertifikat;

d. Menyiapkan bahan  bimbingan, pembinaan,
monitoring, evaluasi, penumbuhan, penangkaran

benih hortikultura;

e. Mempromosikan dan memasarkan hasil
perbanyakan tanaman pangan;
a. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Benih Tanaman Hortikultura; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Lahan Kering mempunyai tugas:
a. Memberikan arahan dan petunjuk perencanaan adaptasi

teknologi spesifik lokasi lahan kering;

b. Mengenalkan/inovasi teknologi spesifik lokasi lahan
kering;

c. Melaksanakan pengujian, percobaan dan percontohan
teknologi spesifik lokasi lahan kering;

d. Mempublikasikan hasil-hasil pengujian, percobaan

teknologi spesifik lokasi lahan kering;

e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi
pengembangan lahan kering; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(8.6) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian
UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai

tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi, meliputi:

a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas
sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat
dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi

terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;

b. Merumuskan serta mengkoordinasikan  kebijakan
dan program penyuluhan dan pengembangan sumber
daya manusia pertanian dinas tanaman pangan dan
hortikultura provinsi lampung yang sejalan dengan

kebijakan dan program penyuluhan nasional;

c. Mengembangkan kelembagaan dan forum masyarakat
bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk
mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik
kepada pemerintah provinsi melalui dinas tanaman

pangan dan hortikultura provinsi lampung;

d. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan dan dan
pengembangan sumber daya manusia pertanian,
pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi

penyuluhan pertanian;

e. Melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber
daya manusia pertanian, koordinasi, penyeliaan,
pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi

sumberdaya penyuluh pertanian;

f. Melaksanakan kerjasama penyuluhan provinsi,

nasional, regional dan internasional; dan

g. Meningkatkan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara

(asn), swadaya dan swasta.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1,) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi

penyuluhan lintas sektor;

b. Peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dan
penyuluhan;

c. Pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan
melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instansi terkait,

perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;

d. Penyusunan kebijakan penyuluhan dan pengembangan
sumber daya manusia;

e. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia pertanian provinsi
yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan

nasional;

f. Penyusunan satuan administrasi pangkal (satminkal)
penyuluh pertanian, aparatur sipil negara (asn) yang

bertugas pada tingkat provinsi;
g. Pelaksanaan penyuluhan;

Pengelolaan pembiayaan penyuluhan dan pengembangan
sumber daya manusia pertanian;

i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia pertanian,;

j- Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku

usaha untuk mengembangkan usaha tani;
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k. Pengembangan forum masyarakat untuk
mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan
balik kepada pemerintah daerah; dan

l. Peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil,

swadaya dan swasta.

(a) Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi UPTD Pelatihan dan Penyuluhan

Pertanian, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan;
d. Seksi Metode dan Informasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD;

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikoordinir oleh
seorang koordinator penyuluh  pertanian (jabatan
fungsional) yang dipilih dan mempunyai
kemampuan, yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
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(5)

Bagan Organisasi UPTD Pelatihan dan Penyuluhan
Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran xve

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(b) Uraian Tugas

(1)

(2)

Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian
mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
mengawasi  serta  mengkoordinasikan, melaporkan
pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
dalam menyelenggarakan tugas sebagian kewenangan
UPTD dalam bidang penyuluhan dan pengembangan
sumber daya manusia pertanian yang menjadi
kewenangan, tugas serta tugas lain sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan

Pertanian mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan dan atau fasilitasi, koordinasi,
integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor,
optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan
pertanian, advokasi masyarakat dalam penyuluhan
dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instansi
terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;

b. penyelenggraan perumusan dan koordinasi kebijakan
penyuluhan Provinsi/Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung yang sejalan dengan

kebijakan penyuluhan provinsi dan penyuluhan
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nasional;

c. penyelenggaraan perumusan dan koordinasi program
penyuluhan Provinsi/Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung yang sejalan dengan
kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan

penyuluhan nasional;

d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, penyeliaan dan evaluasi penyuluhan dan

pengembangan sumber daya manusia pertanian;

e. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan
kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku
utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan
usahanya dan memberikan umpan balik kepada
pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Lampung;

f. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama penyuluhan
provinsi, nasional, regional dan internasional;

g. penyelenggaraan pengelolaan pembiayaan penyuluhan
provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Lampung;

h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi penyuluh
yang bertugas pada tingkat provinsi melalui Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;

i. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian,

pengawasan dan koordinasi; dan

j- penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan

rumah tangga UPTD Penyuluhan Pertanian.

(3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan

11|58



b LT

RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

e
-f-l#li- -
!

pembinaan, pemantauan, pengedalian dan koordinasi

dalam bidang perencanaan, keuangan, umum dan

kepegawaian UPTD, meliputi:

a. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan,
pengendalian dan koordinasi pengelolaan
administrasi, surat menyurat kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, tata laksana, dan perundang-

undangan pada UPTD;

b. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan,
pengendaian dan koordinasi pengelolaan administasi

keuangan UPTD;

c. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan,
pengendalian dan koordinasi pada penyusunan
program dan anggaran, analisa serta penyajian data
dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program UPTD;

d. menyelenggrakan fasilitasi sarana dan prasarana
UPTD dan penyelenggaraan penyuluhan UPTD;

e. menyelenggarakan bahan telaahan staf sebagai
pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

f. melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

(4) Seksi  Kelembagaan dan  Ketenagaan Penyuluhan
mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi,
pembinaan, pemantauan, pengendalian kelembagaan

penyelengaraan penyuluhan, meliputi:

a. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, pembinaan,
pemantauan dan pengendalian dan koordinasi serta

bahan pedoman pelaksanaan dan pengembangan
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bidang kelembagaan penyuluhan dan pengembangan

sumber daya manusia pertanian.

b. melaksanakan bahan fasilitasi, koordinasi,
pembinaan, pemantauan dan pengendalian pedoman
pelaksanaan dan pengembangan kelembagaan petani;

c. menyelenggarakan penyiapan bahan pedoman
pelaksanaan kegiatan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, pengendalian, koordinasi pengembangan
ketenagaan penyuluhan dan pengembangan sumber

daya manusia pertanian;

d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, pembinaan,
koordinasi dan pengendalian pengembangan sarana

dan prasarana penyuluhan; dan

e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi,
pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia

Penyuluhan.

(5) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan,
pemantauan, pengendalian, fasilitasi, koordinasi metode

dan informasi penyuluh, meliputi:

a. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan,
pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi
program dan metode penyuluhan dan pengembangan

sumber daya manusia pertanian;

b. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan,
pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi
pengembangan metode dan materi penyuluhan dan

pengembangan sumber daya manusia pertanian;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi,
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pembinaan dan pengendalian kerjasama penyuluhan
dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

dan

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi,

pembinaan dan pengendalian kemitrausahaan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia lingkup Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung berjumlah
504 orang, terdiri dari 442 orang PNS dan 62 orang tenaga honorer
tersebar pada Dinas dan UPTD lingkup Dinas. Dari sejumlah 442
PNS terdistribusi per golongan yaitu Golongan I sebanyak 3
pegawai (0,6 %), Golongan II sebanyak 71 pegawai (16,06 %),
Golongan III sebanyak 284 pegawai (64,25 %) dan Golongan IV
sebanyak 84 pegawai (19,01 %).

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Provinsi Lampung Berdasarkan Golongan

Ruang
GOLONGAN CPNS PNS JUMLAH

I/a 0 0 0
1/b 0 0 0
I/c 0 0 0
1/d 0 3 3
II/a 0 9 9
1I/b 0 6 6
I/c 0 39 39
1/d 0 17 17
1I/a 0 56 56
1I/b 0 56 56
III/c 0 70 70
11/d 0 102 102
IV/a 0 50 50
IV/b 0 22 22
IV/c 0 9 9
v/d 0 3 3
IV/e 0 0 0

Jumlah 442
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Tabel 2. Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Dinas Ketahanan
Hortikultura Provinsi Lampung Berdasarkan Jabatan

Pangan,

Tanaman

Pangan Dan

JABATAN CPNS PNS JUMLAH
Eselon I.b 0 0 0
Eselon Il.a 0 1 1
Eselon II.b 0 0 0
Eselon IIl.a 0 10 10
Eselon IIl.b 0 5 5
Eselon IV.a 0 42 42
Fungsional 0 119 119
Pelaksana 0 0 0

Jumlah 177

Tabel 3. Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Dinas Ketahanan
Hortikultura Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan

Pangan,

Tanaman

Pangan Dan

PENDIDIKAN CPNS PNS JUMLAH

SD SEDERAJAT 0 10 10
SLTP UMUM 0 10 11
SLTP KEJURUAN 0 0 0
SLTA UMUM 0 07 80
SLTA KEJURUAN 0 46 30
SLTA KEGURUAN 0 1 1
SLTA KEJURUAN 4 TH 0 0 0
DIPLOMA 1 0 33 33
DIPLOMA I 0 0 0
DIPLOMA 11 0 0 0
SARJANA MUDA 0 1 1
DIPLOMA III 0 1 2
DIPLOMA 1III 0 24 28
DIPLOMA 1III 0 1 1
DIPLOMA IV 0 0 0
SARJANA 0 140 180
AKTA 1V PENDIDIKAN 0 1 1
SPESIALIS I 0 0 0
PASCA SARJANA 0 32 44
DOKTOR 0 0 0

Jumlah 442
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Tabel 4. Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Provinsi Lampung Berdasarkan Usia

21-25 Tahun 0 0 0
26-30 Tahun 0 4 5
31-35 Tahun 0 27 36
36-40 Tahun 0 42 59
41-45 Tahun 0 40 51
46-50 Tahun 0 73 82
51-55 Tahun 0 116 133
56-58 Tahun 0 58 69
59-60 Tahun 0 5 5

> 61 Tahun 0 0 0

Tabel 5. Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Provinsi Lampung Berdasarkan Agama

ISLAM

PROTESTAN
KATHOLIK

HINDU

BUDHA
KEPERCAYAAN THD
TUHAN YME

345 416

o |O|0|0|0|0o

10 12
7 8
5 6
0 0
0] 0

Tabel 6. Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin

LAKI-LAKI 0 205 240
PEREMPUAN 0 162 202
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b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Lampung, dalam rangka mendukung

kelancaran kegiatan berupa barang bergerak dan barang tidak

bergerak, seperti berikut ini :

1. Gedung, terdiri kantor dinas, rumah dinas, gudang dan
asrama berjumlah 113 unit.

2. Tanah milik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung berupa tanah lapang, sawah dan perkebunan
tersebar di beberapa kabupaten.

3. Kendaraan untuk operasional dinas berjumlah 572 unit, terdiri
dari 13 unit kendaraan roda 4 dan 559 unit kendaraan roda 2.

4. Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 7. Keragaan Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2019

KONDISI
NO %ﬁ‘gpﬁfﬁf JUMLAH oA | KURANG | KET.
BAIK
2 3 4 S 6

Gedung kantor 113 113 -

2 | Kendaraan
a. Roda 4 13 13 -
b. Roda 2 559 559 -

3 | Peralatan kantor
a. Meja 215 215 -
b. Kursi 242 242 -
c. Almari kayu 24 24 -
d. Filing cabinet 42 42 -
e. Mesin tik 21 18 3
f. Computer/PC 18 18 -
g. Note book 28 28 -
h. Rak kayu 6 6 -
i. kursi rapat 80 80 -
j. Printer 30 25 5
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SARANA DAN SOMID el
NO | prasarana | JUMLAH | o« | KURANG| KET.
BAIK
1 2 3 4 5 6
k. Mesin potong 19 12 ]
rumput
1. Faximilie 4 4 -
m. Jam dinding 11 11 -
n. Kamera 8 8 _
o. Brangkas 3 3 _
p. Air Conditioner 24 24 R

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung berdasarkan
sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja
pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti
MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dapat
dijabarkan dalam tabel T.C.23. sebagai berikut :
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Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Indikator Kinerja sesuai - Target Target Renstra Perangkat Dagrah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO | Tugas dan Fungsi NSPK Target IKK| Indikator
Het Lemnya | g5 216 017 18 019 N5 216 N7 018 09| w5 | 2016 [ oo | 208 | 2019
! 2 3 4 5 b 7 § 9 10 1l 12 13 14 15 16 7 18 19 0
I |Kinerja Produksi
Tanaman Pangan :
Padi (Ton GKG) 4003.330[  4.372.958 4414742 4456945  4499.509] 3641895  4.020.420p  4248977]  4.343.586 9097 [ 9194 9625 9746
Jagung (Ton PK) 200L107)  2.100.276(  2.169.464f 2234548  2.301.584f 1502800  L720.096[ 2518895  2.449.016 71399 | 8LOT[ 11611| 109,60
Kedelai (Ton BK) 11.835 14474 14.908 15.336 15.816 9815 9.960 8.027 70012 893 6881 5384 4559
I |Kinetja Produksi
Hortikultura :
Cabai Besar (Ton) 36.929 38.332 39.789 41.301 47.649 31272 34.788 50.203 45.380 8408 9075 126,17 109,88
Bawang Merah (Ton) 985 104 1,065 1.108 3.897 1.986 2574 2821 3.608 0062 251271 26479 325,63
Manggis (Ton) 4493 4637 4785 4,938 3.020 5418 2478 3.381 2932 1050 53440 T4 9937
Pisang (Ton) 1499.062(  1532.041  1.565.746) 1600193  1467.320f  L93T.348f 1517004 1462423  1438.5%8 12924 9021 9340 899
Nanas (Ton) 503324  6IL14] 629457  o48.341 635.338 534.04 453811 633.095 622.880 90,03(  T42( 10058 96,07

II| 66




RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

Komoditas tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai
dari tahun 2014-2018 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini
dikarenakan pemerintah yang begitu konsern dengan program
peningkatan produksi baik tanaman pangan maupun hortikultura
mulai dari bantuan benih, sarana prasarana penunjang sampai
pada monitoring dan evaluasi kegiatan dilapangan

Upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan
peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi, jagung dan
kedelai melalui alokasi bantuan untuk pengadaan benih bersubsidi
yang bersertifikat dan bermutu sangat memberikan kontribusi yang
cukup tinggi bagi peningkatan produksi Provinsi Lampung,
sehingga mampu membantu mewujudkan swasembada pangan
berkelanjutan khususnya di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi sentra
produksi padi di Indonesia, capaian produksi padi Lampung selama
5 tahun terakhir sebagai berikut: Tahun 2013 sebesar 3.207.002
Ton GKG, Tahun 2014 sebesar 3.320.064 Ton GKG, Tahun 2015
sebesar 3.641.895 Ton GKG, Tahun 2016 sebesar 4.020.420 Ton
GKG, Tahun 2017 sebesar 4.248.977 Ton GKG dan Tahun 2018
sebesar 4.343.586 Ton GKG. Peningkatan rata-rata selama lima
tahun mencapai 7,00 %.

Secara terinci, produksi Padi berdasarkan Atap tahun 2015
mengalami pengembang (trend) 9,69 % dari Atap 2014, hal ini
karena peningkatan areal panen seluas 67.477 Ha (11,09%) di lahan
sawah dengan rincian Lampung Timur 20.271 Ha (22,43%), Mesuji
12.476 Ha (43,88%), Lampung Selatan 11.715Ha (14,97%),
Tanggamus 7.249 Ha (17,53%). Terjadi peningkatan areal
tanam/panen di lahan sawah sebagai dampak dari kebijakan
Pemerintah Provinsi Lampung yang menata kembali pengaturan air

di Daerah Irigasi (DI) Sekampung dan DI Way Rarem.
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Produksi Padi berdasarkan ATAP 2016 mengalami trend
kenaikan sebesar 10,39% karena adanya peningkatan luas tanam
76.673 ha pada periode Oktober 2015 - Agustus 2016 jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 dan perkiraan
tanam September seluas 39.900 ha yang diperkirakan dapat
berkontribusi terhadap tahun 2016 sehingga meningkatkan luas
panen 103.322 ha atau 14,61%. Peningkatan areal tanam
dikarenakan adanya penataan kembali pengaturan air di wilayah
irigasi sekampung system mendukung pengembangan Gadu Model
seluas 31.368 ha di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur
dan Kota Metro serta peningkatan IP seperti di Kabupaten
Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran dan pringsewu.

Tahun 2017, trend Perkembangan produksi padi naik sebesar
0,71% karena adanya percepatan tanam di awal musim rendeng
sehingga standing crop diakhir desember seluas 290.741 ha
ditambah dengan sebagian yang tanam di bulan Januari sehingga
menyebabkan LP SR I menjadi 317.535,6 ha. Demikian pula
peningkatan Luas Panen di Subround II dan III diakibatkan adanya
peningkatan Luas tanam terutama di Kabupaten Lampung Timur.

Tahun 2018, padi sawah mengalami trend kenaikan sebesar
0,39% akibat adanya bantuan Program tahun 2018 seluas 24.625
ha mulai di tanam pada Bulan Mei- awal September 2018 sehingga
akan berpengaruh sangat signifikan pada peningkatan luas panen
dan produksi subround III (September - Desember). Sedangkan padi
ladang mengalami trend kenaikan yang cukup signifikan sebesar
49,66%. Peningkatan terjadi karena adanya bantuan padi gogo di
Subround I (Jan-April) seluas 15.533 ha dan penanaman swadaya
petani yang berpengaruh terhadap perkiraan panen subround II
seluas 22.562 ha. Selain itu LTT Subround Mei-Juni seluas 11.617

ha ditambah bantuan benih yang di tanam di bulan Juli -
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September seluas 39.811 ha akan berpengaruh terhadap panen
subround III menjadi 39.688 ha. Secara keseluruhan, pada tahun
2018 padi ladang mengalami peningkatan luas panen 25.830 ha
atau (49,66%) dari tahun 2017.

Untuk Komoditas Jagung, produksi tahun 2015 secara umum
mengalami trend penurunan sebesar 12,6 % yang disebabkan
dampak dari optimalisasi lahan sawah untuk komoditi padi dan
minat petani yang cenderung turun karena harga yang kurang
kompetitif dibandingkan jagung dan ubi kayu. Hal ini ngeakibatkan
terjadi penurunan areal panen di seluruh kabupaten/kota terutama
di kabupaten sentra seperti Lampung Selatan 11.784 Ha (9,66%),
Lampung Timur 16.820 Ha (16,99%), dan Lampung Tengah 5.982
Ha (11,55%).

Tahun 2016, jagung kembali mengalami trend kenaikan
13,66%, meningkat ke produksi sebagaimana tahun 2014
dikarenakan kondisi air jika dibandingkan tahun 2015 lebih
mecukupi untuk penanaman di MT. Gadu. Demikian juga pada
tahun 2017, jagung kembali mengalami kenaikan sebesar 46,40%,
Peningkatan produksi jagung pada tahun 2017 ini karena
dukungan pelaksanaan kegiatan pengembangan jagung pada bulan
Januari-September 2017 seluas 187.270 ha melalui Peningkatan
Areal Tanam Jagung (PATJ). Peningkatan terjadi diseluruh wilayah
lampung terutama di kabupaten Lampung timur, Lampung Tengah,
Lampung Utara dan Lampung Selatan yang berkontribusi sebesar
76,16% dari peningkatan luas panen Jagung di Lampung.

Namun demikian pada 2018, jagung mengalami trend
penurunan sebesar 2,77%. Penurunan produksi ini terjadi karena
adanya penurunan luas panen di subrund II dan subround III.
Penurunan luas panen tahun 2018 ha lebih rendah daripada tahun

2017 sebesar -28.942 ha. Penurunan mulai terjadi pada subround
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II karena pada periode tersebut kondisi air masih baik maka fokus
pertanaman dikonsentrasikan pada komoditas padi baik padi
sawah maupun gogo. Selain itu sebagian petani beralih menanam
ubi kayu karena harga ubikayu membaik.

Untuk komoditas Kedelai, pada tahun 2015 mengalami trend
penurunan sebesar 28,76 % yang disebabkan dampak dari
optimalisasi lahan sawah untuk komoditi padi dan minat petani
yang cenderung turun karena harga yang kurang kompetitif
dibandingkan jagung dan ubi kayu. Terjadi penurunan areal yang
cukup besar di kabupaten Lampung Utara seluas 20.367 Ha akibat
dari musim kemarau yang panjang sehingga di lahan kering tidak
memungkinkan petani melakukan aktifitas budidaya.

Tahun 2016, kedelai kembali mengalami trend kenaikan
sebesar 4,46% dikarenakan banyaknya program bantuan kedelai
yang dioptimalkan penanamannya pada MH. 1 sehingga
berpengaruh terhadapan peningkatan luas panen pada Subround I
(Januari - April) sebesar 2.924 ha atau 499,86 % dibanding tahun
lalu. Tahun 2017, kembali kedelai mengalami trend penurunan
sebesar 20,02%, realisasi produksi mengalami penurunan sebesar
1.994 ton. Hal ini disebabkan menurunnya luas panen terutama di
subround 1 yaitu sebesar 69,93% atau seluas 2.454 ha. Pada SR 2
dan 3 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016,
namun secara total luas panen lampung mengalami penurunan
seluas 2.281 ha atau 27,89% dari tahun 2016. Menurunnya luas
panen kedelai dikarenakan rendahnya harga ditingkat petani.
Penurunan areal pertanaman terutama terjadi di Pesisir Barat,
Tanggamus dan Mesuji.

Tahun 2018, kedelai mengalami trend kenaikan yang luar bisa
hingga menyentuh angka 772,21%, Peningkatan produksi

dikarenakan adanya peningkatan luas tanam dan panen di setiap
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subroundnya. Bantuan Program melalui APBNP pada periode
Oktober - Desember 2017 seluas 25.798 ha memberikan kontribusi
pada luas panen di bulan Januari - April 2018 sehingga terjadi
peningkatan panen pada subround I seluas 25.600 ha. (2.426,4%)
dari tahun sebelumnya. Peningkatan Luas panen tahun 2018
dibanding tahun 2017 seluas 47.609 ha disebabkan karena adanya
bantuan program peningkatan produksi kedelai yang digulirkan
sepanjang tahun ini.

Produksi cabai dan bawang merah mengalami peningkatan
dari tahun 2014 sampai tahun 2018 hal ini dikarenakan dukungan
pemerintah terhadap peningkatan produksi khususnya di Provinsi
Lampung sangat tinggi. Selain sayuran, buah-buahan seperti
pisang dan nanas juga merupakan komoditas sentra untuk provinsi
lampung yang banyak memberikan kontribusi terhadap
peningkatan produksi pisang dan nanas adalah perusahaan GGP
yang merupakan perusahaan pengekspor pisang dan nanas
terbesar di Indonesia.

Ketersediaan benih tanaman hortikultura terutama buah dan
sayur merupakan kontribusi program peningkatan produksi
melalui kegiatan pengembangan bibit hortikultura di UPB
pekalongan dan UPB sekincau baik yang bersumber dari APBD
maupun APBN.

Untuk komoditas Bawang merah selama lima tahun
menunjukkan trend kenaikan yang sangat signifikan yaitu
101,22%, hal ini dikarenakan adanya pengembangan bawang
merah seluas 200 hektar yang tersebar di kabupaten lampung
selatan (kecamatan ketapang dan penegngahan), lampung tengah
(kecamatan seputih raman dan kota gajah), tanggamus, pringsewu
dan metro.

Luas penanaman meningkat akan tetapi karena kondisi iklim
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dan lahan yang kurang sesuai dengan tanaman bawang merah yang
sebagian besar petani bawang merah menanam dilahan sawah
sehingga produktivitas yang dihasilkan kurang maksimal. (mei-juli
kondisi cuaca kering sehingga petani menanam bawang). Kemudian
pada tahun 2018, dilakukan pengembangan bawang merah kembali
seluas 210 hektar yang tersebar di kabupaten lampung selatan 20
ha, lampung tengah 20 ha, tanggamus 20 ha, Lampung Barat 75 ha
dan Lampung Timur 20 ha. Sehingga luas panen dan produksi
meningkat. Produktivitas sedikit turun dikarenakan cuaca yang
kering sehingga berpengaruh pada produktivitas.

Sedangkan untuk komoditas Cabai Besar cukup stabil dengan
trend kenaikan sebesar 5,97 %. Pengembangan kawasan cabai
merah seluas 710 hektar (APBN) dan 6 hektar (APBD) di 11
kabupaten (kecuali kabupaten way kanan, Tulang Bawang Barat,
Bandar Lampung dan Metro). Pada tahun 2018 dilaksanakan
pengembangan cabai merah seluas 600 hektar (APBN) di 15
kabupaten/kota. Luas panen meningkat akibat dari Luas panen
belum habis yang tinggi dikarenakan petani mengubah pola tanam
dibulan November-Desember sehingga diperkirakan produksi
meningkat produksi meningkat dibulan februari-maret yang
berdampak pada harga cabai anjlok akibat panen melimpah.

Untuk komoditas Nenas, mengalami trend penurunan 0,85 %.
Mengalami peningkatan jumlah tanaman menghasilkan dan
produksi di perusahaan GGP (Kecamatan terbanggi besar) dan
petani swadaya (kecamatan punggur). Adanya tambahan/pupulasi
tanaman dari PT GGPC sebanyak 172.268 pohon. Sehingga
meskipun terdapat peningkatan jumlah tanaman menghasilkan
namun  produksi turun. Peningkatan jumlah tanaman
menghasilkan dan produksi di kecamatan punggur kabupaten

lampung tengah tetapi karena perawatan yang kurang intensif
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sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Untuk komoditas Pisang, selama kurun waktu 2014-2018
mengalami pengembangan sebesar 11,20 %, Peningkatan Tanaman
dari perusahaan GGP kabupaten lampung tengah sedangkan
kabupaten sentra pesawaran mengalami penurunan akibat alih
fungsi ke coklat dan agrowisata (ada revisi produksi di pesawaran).
Pada tahun 2018 meskipun terjadi penurunan di kabupaten
lampung tengah karena data dari GGP untuk pisang tahun 2018
tidak ada. Pada tahun 2017 produksi 714.924 kuintal. Namun di
Kbaupaten Tanggamus mulai dikembangkan Kawasan pisang
sebagai binaan GGP untuk komoditas pisang mas.

Tingkat capaian kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung berdasarkan sasaran/target
Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura periode

sebelumnya, dapat dijabarkan dalam tabel T.C.24. sebagai berikut
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Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

URUSAN : PILIHAN

Pertanian

03.03.17 | 1  Peningkatan peran 70.000.000 66.854.000 | 53.000.000 | 100.000.000 52.640.000 66.141.400 66.637.200 | 38.739.500 98.476.000 | 52.458.000 | 94,49 99,68 [73,09 98,48 | 99,65 4,03 3,69
22 kelembagaan Usaha
Agribisnis Tanaman Pangan
dan Hortikultura.

03.03.17 | 2 Perkuatan Revitalisasi

.25 Penggilingan Padi - 211.446.00 180.000.0 165.000.00 - - 210.819.20 178.671.0 163.707.00 - - 99,70 99,2 99,22 - (30,80) (25,12
Berbasis 0 00 0 0 00 0 6 )
Kelompok/Gapoktan

mendukung Swasembada
Beras Berkelanjutan.
03.03.17 | 3  Pendampingan Pilot

.26 Program (APBN) - 132.098.00 | 49.502.00 - - - 131.545.40 | 38.628.00 160.364.50 | - - 99,58 78,0 - - (40,63) | (30,41
mendukung 0 0 0 0 0 3 )
Pengembangan

Pengolahan Hortikultura
di Perdesaan.

4 Pembinaan penerapan
SIMKP (Sistem Mutu dan 65.000.000 | - - - - 63.962.800 | - - - - 98,4 - - - - (25,00) | (25,00
Keamanan Pangan) 0 )
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s T

.
1

03.03.17 Fasilitasi Lampung Fair

.30 dan dukungan promosi 150.000.00 241.654.00 125.000.0 161.400.00 187.240.00 149.375.40 | 240.927.20 63.225.00 186.438.2 99,5 99,70 50,5 99,57 | 14,49 (37,29
lainnya. 0 0 00 0 0 0 0 0 00 8 8 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

03.03.17 Dukungan kerjasama

31 penyediaan kebutuhan 50.000.000 112.809.00 61.155.60 - 49.496.800 | 110.904.08 58.368.60 - 98,9 98,31 95,4 - (5,04) (25,90
pangan dengan provinsi 0 0 0 0 9 4 )
DKl Jakarta dan FKD-
MPU.

03.03.17 Fasilitasi pengembangan

.32 akses permodalan petani 50.000.000 70.784.000 45.500.00 - 49.828.600 | 70.687.600 40.940.00 - 99,6 99,86 89,9 - (23,54) | (27,42
melalui BLM-PUAP dan 0 0 6 8 )
sumber pembiayaan
lainnya.

03.03.17 Sosialisasi dan pembinaan

.34 sistem pertanian organik - 123.012.00 70.000.00 - 16.380.000 - 120.046.50 49.974.00 16.312.00 | - 97,59 71,3 - (35,77) | (31,71
dan penerapan mutu 0 0 0 0 0 9 )
produk tanaman pangan
dan hortikultura.

03.03.17 Pengembangan

.35 kerjasama pemasaran - 240.208.00 - - - - 239.477.20 - - - 99,70 - - (25,00) (25,00
dan distribusi produk TPH 0 0 )
melalui UPPG/BUMP/STA
dan Fasilitasi SRG.

03.03.17 Fasilitasi dukungan

.36 operasional terminal 1.100.000.0 | - - - - 1.096.401.1 | 50.000.000 - - 99,6 - - - (25,00) | (25,00
agribisnis. 00 00 7 )

03.03.17 Pengembangan terminal

.37 agribisnis/sub terminal 17.645.800 - - - - 17.645.800 | - - - 100, - - - (25,00) | (25,00
agribisnis. 00 )

03.03.17 Fasilitasi, kerjasama

.38 investasi, dan temu bisnis - 50.000.000 - - - - 50.000.000 - - - 100,00 - - (25,00) (25,00
bidang pertanian. )
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03.03.18 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi 4.591.359. 14.465.637 9.506.730. | 14.040.082 6.392.320. 4.516.425. 13.648.292 8.452.187. | 12.648.750 6.372.877. | 98,3 94,35 88,9 90,09 | 99,70 | 43,50 0,53
Pertanian/Perkebunan. 200 .100 800 .300 500 570 .880 400 517 926 7 1
03.03.18 | 1 Pemasyarakatan benih 146.144.000 | 71.685.300 | 62.000.000 50.000.000
.01 hortikultura bermutu. - - 143.334.85 66.113.00 61.174.800 49.639.80 - 98,08 92,2 98,67 | 99,28 | (20,95) | 0,41
0 0 0 3
03.03.18 2 Penguatan dan
.09 pemberdayaan 50.000.000 544.760.50 551.137.0 950.000.00 150.000.00 50.000.000 | 493.654.40 550.247.5 943.837.00 149.744.0 100, 90,62 99,8 99,35 | 99,83 | 244,71 | 0,20
kelembagaan 0 00 0 0 0 00 0 00 00 4
P3A/GP3A/IP3A.
03.03.18 3 Fasilitasi pengembangan
21 SPP Unggulan Terpadu di 450.000.00 771.904.25 758.796.0 6.117.875.0 | 595.230.00 443.386.15 718.130.95 6.011.603.3 | 594.281.3 98,5 93,03 - 98,26 | 99,84 | 171,46 (25,99
Tegineneng. 0 0 00 00 0 0 0 92 76 3 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.03.18 4 Koordinasi penyusunan
.29 pupuk bersubsidi, - 176.871.20 182.088.0 196.400.00 131.250.00 - 176.768.20 142.609.0 195.336.00 129.942.0 - 99,94 78,3 99,46 | 99,00 | (5,59) 1,22
pengawasan,verifikasi 0 00 0 0 0 00 0 00 2
dan validasi penyaluran
pupuk bersubsidi.
03.03.18 5 Penerapan GAP bagi
.38 petani buah dan sayuran 50.000.000 149.731.55 335.000.0 95.820.000 - 49.765.970 | 149.616.14 334.799.0 95.639.500 - 99,5 99,92 99,9 99,81 | - 37,95 (24,93
di kawasan 0 00 0 00 3 4 )
pengembangan dan
kawasan sentra.
03.03.18 6  Pengelolaan Horti Park.
40 100.000.00 398.417.25 728.400.0 415.800.00 300.825.00 96.115.000 | 397.756.72 681.370.8 415.477.00 300.713.0 96,1 99,83 93,5 99,92 | 99,96 | 77,67 1,11
0 0 00 0 0 8 00 0 00 2 4
03.03.18 7  Pengembangan jaringan
.53 irigasi pertanian di lahan 1.893.939.0 | 773.740.70 713.905.3 28.266.750 - 1.879.263.8 | 703.767.75 680.627.6 28.266.750 - 99,2 90,96 95,3 100,0 | - (65,73) | (24,66
sawah (JIDES, JITUT). 50 0 50 50 0 00 3 4 0 )
03.03.18 8 Penumbuhan sentra
.54 produksi padi di lahan - 762.761.90 26.815.25 - - - 650.089.35 26.815.25 - - - 85,23 100, - - (49,12) | (20,67
rawa (TAM). 0 0 0 0 00 )
03.03.18 9  Konservasi air di lahan
.56 kering. 21.755.000 1.243.020.4 | 533.669.2 2.727.775.2 | 4.111.032.1 | 21.755.000 1.186.241.8 | 511.469.9 2.684.983.5 | 4.100.873. 100, 95,43 95,8 98,43 | 99,75 1.504, (0,02)
00 00 50 00 00 50 50 400 00 4 63
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03.03.18 Pengembangan budidaya
.57 padi organik dalam 55.919.850 - - - - 50.495.500 - - - - 90,30 - - - (25,00) | (25,00
rangka mendukung )
peningkatan kualitas
produksi padi.
03.03.18 Optimalisasi #DIV/
.58 pemanfataan lahan 130.594.90 173.094.0 - - - 130.473.70 170.139.0 - - - 99,91 98,2 o! - (16,86) | (0,40)
kering berbasis ubi kayu. 0 00 0 00 9
03.03.18 Penerapan Good
.59 Handling Practices 204.030.00 - - - - 190.175.32 - - - - 93,21 - - - (25,00) | (25,00
(GHP)/Jagung. 0 5 )
03.03.18 Gerakan pengembangan
.60 pengelolaan tanaman 2.787.734.0 | 2.601.500. | 369.474.00 - - 2.775.960.0 | 2.545.644. | 367.536.80 - - 99,58 97,8 99,48 | - (48,12) | (25,02
terpadu (GP-PTT) 00 000 0 00 500 0 5 )
berbasis padi hibrida dan
aplikasi transplanter, jajar
legowo.
Pelatihan penangkar
benih. 64.439.400 - - - - 64.439.400 - - - - 100,00 - - - (25,00) | (25,00
)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.03.18 Pengawasan mutu dan
.62 monitoring peredaraan 117.275.00 69.500.00 54.000.000 159.600.00 - 117.275.00 69.124.00 54.000.000 157.910.4 - 100,00 99,4 100,0 | 98,94 | 33,13 (0,26)
benih/bibit. 0 0 0 0 0 00 6 0
03.03.18 Pengembangan Budidaya
.63 Tanaman Pangan dengan 203.752.20 143.836.0 170.366.00 157.482.00 - 200.171.34 130.656.2 167.795.82 154.702.6 - 98,24 90,8 98,49 | 98,24 | (4,63) 0,16
pola tanam ganda (kebun 0 00 0 0 0 50 5 50 4
percontohan di
Pekalongan).
03.03.18 Penerapan Teknologi
.64 Budidaya Hortikultura 123.087.60 49.180.00 60.970.000 31.564.000 - 120.437.00 49.042.00 60.970.000 31.537.00 - 97,85 99,7 100,0 | 99,91 | (21,08) | 0,53
Secara Optimal pada 0 0 0 0 0 2 0
lahan kering.
03.03.18 Pengawasan dan
.68 monitoring penerapan 114.696.20 - - 112.500.00 - 114.566.20 - - 111.690.0 - 99,89 - - 99,28 | (25,00) | (25,00
LP2B Provinsi di 0 0 0 00 )
Kabupaten/kota.
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03.03.18 1 Pembinaan, peningkatan
.69 9  penggunaan pupuk - 262.336.00 115.000.0 100.000.00 - - 257.200.00 111.528.0 96.476.000 - - 98,04 96,9 96,48 | - (42,30) | (25,40
organik melalui 0 00 0 0 00 8 )
pemberdayaan UPPO dan
penumbuhan APPO.

03.03.18 2 Penumbuhan sentra

.70 0  produksi kedelai melalui - 276.392.60 138.000.0 - - - 274.971.52 124.787.0 - - - 99,49 90,4 - - (37,52) | (27,28
reklamasi dan konservasi 0 00 5 00 3 )
lahan.

03.03.18 2 Peningkatan kualitas SDM
71 1 melalui TOT pemandu - 76.994.350 100.000.0 64.625.000 40.000.000 - 76.993.910 100.000.0 64.604.000 40.000.00 - 100,00 100, 99,97 | 100,0 | (10,90) | 0,00
lapang GAP terkait terkait 00 00 0 00 0
peningkatan mutu usaha
dan produk komoditas

buah.

03.03.18 2 Registrasi kebun dan

72 2 lahan usaha serta - 98.870.000 94.000.00 87.000.000 39.000.000 - 98.870.000 89.161.70 83.754.000 38.946.00 - 100,00 94,8 96,27 | 99,86 | (16,89) | 0,02
inventarisasi/pemetaan 0 0 0 5

potensi buah dan sayuran
di Provinsi Lampung.

03.03.18 2 Pembinaan dan fasilitasi
73 3 benih unggul dalam - 980.866.50 689.700.0 212.000.00 150.000.00 - 965.435.60 678.287.0 206.898.00 149.716.4 - 98,43 98,3 97,59 | 99,81 | (32,05) | 0,36
rangka peningkatan 0 00 0 0 0 00 0 00 5
produksi padi dan kedelai
melalui cadangan benih
daerah (CBD).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.03.18 2 Optimalisasi
74 4 pemanfaatan sumber air - 905.770.00 869.188.4 1.683.520.3 | 12.005.400 - 855.210.95 830.570.8 493.299.90 12.005.40 - 94,42 95,5 29,30 | 100,0 | (2,41) 43,29
permukaan 0 50 00 0 50 0 0 6 0

(pompanisasi).

03.03.18 2 Pembinaan dan Fasilitasi

.75 5 Sarana Pasca Panen 60.000.000 89.344.000 141.705.0 92.000.000 - 58.994.810 88.357.780 140.849.0 87.378.000 98,3 98,90 99,4 94,98 | - (6,89) (25,84
Hortikultura. 00 00 2 0 )
03.03.18 2 Pengembangan Kawasan
.76 6  Tanaman Buah. - 418.456.75 275.345.2 249.700.00 91.460.000 - 413.865.57 274.728.0 247.403.00 91.275.00 - 98,90 99,7 99,08 | 99,80 | (26,72) | 0,23
0 50 0 0 00 0 0 8
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.
1

03.03.18
77

Penanganan pascapanen
tanaman pangan.

158.400.40
0

64.000.00
0

152.490.00
0

143.185.00
0

143.232.93
2

62.432.00
0

132.345.00
0

142.735.5
00

90,42

97,5

86,79

99,69

18,14

2,93

03.03.18
78

Perluasan areal cetak
sawah dalam rangka
mendukung pencapaian
produksi daerah.

1.580.694.6
00

71.515.50
0

1.479.188.1
00

71.515.50
0

93,58

100,
00

(48,87)

(23,28
)

03.03.18
.79

Mekanisasi lahan kering

248.631.00
0

232.407.38
0

93,47

(25,00)

(25,00
)

03.03.18
.90

Optimalisasi
pemanfaatan air
permukaan untuk
antisipasi kekeringan.

600.000.00
0

9.670.500

379.205.50
0

9.670.500

63,20

100,
00

(49,60)

(10,44
)

03.03.18
91

Pengembangan teknologi
alsintan mendukung
peningkatan
produktivitas perbenihan
tanaman pangan.

150.000.00
0

117.187.00
0

149.972.00
0

117.166.0
00

99,98

99,98

(5,47)

0,00

Peningkatan
pengetahuan dan
keterampilan petani
dalam menerapkan
teknologi budidaya
hemat air (SRI) dengan
pembuatan pupuk
organik melalui bantuan
sarana alat pencacah
jerami (chopper).

150.000.00
0

147.308.08
0

98,2

(25,00)

(25,00

Pengembangan /
rehabilitasi jalan
pertanian.

9.361.250

9.361.250

100,
00

(25,00)

(25,00
)

Pengelolaan hasil
tanaman pangan dan
hortikultura.

100.000.00
0

99.002.540

99,0

(25,00)

(25,00
)

2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Penyusunan dan
penerapan SOP serta
register kebun
buah/lahan usaha sayur.

60.000.000

59.982.420

(25,00)

(25,00
)

Pengembangan komoditi
sayuran unggulan

Provinsi Lampung untuk
menjadi kelangkaan dan
masuknya produk impor.

120.000.00
0

114.416.02
0

(25,00)

(25,00

Peningkatan mutu sentra
kawasan buah melalui
penerapan GAP untuk
meningkatkan mutu
kebun berkelanjutan
(manggis/alpukat).

100.000.00
0

96.428.180

- %4 | - - - -

(25,00)

(25,00
)

Perbaikan lahan dalam
rangka peningkatan
produksi jagung melalui
penggunaan pupuk
organik/pembuatan
konservasi lahan.

650.000.00
0

623.322.60
0

(25,00)

(25,00
)

Pengembangan teknologi
percontohan budidaya
lahan kering dan
teknologi alat dan mesin
pertanian.

350.000.00
0

341.801.20
0

- 976 | - - - -

(25,00)

(25,00
)

Penanggulangan dampak
perubahan iklim.

75.000.000

74.275.200

(25,00)

(25,00
)

SLPHT (sekolah lapang
pengendalian hama
terpadu) tanaman
pangan skala luas bagi
kelompok tani.

175.000.00
0

174.943.40
0

(25,00)

(25,00
)
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Pengembangan jaringan
irigasi pertanian
(JIDES/JITUT) dalam
mendukung pengelolaan
dan ketersediaan air.

176.303.90
0

176.303.90
0

100,
00

(25,00)

(25,00
)

03.03.19 Sertifikasi bibit/benih

.01 tanaman pangan dan 100.000.00 113.475.60 200.996.0 196.000.00 151.786.00 99.043.000 112.164.96 200.806.2 195.866.00 151.478.0 99,0 98,85 99,9 99,93 | 99,80 | 16,39 0,19
hortikultura. 0 0 00 0 0 0 50 0 00 4 1

03.03.19 Monitoring, evaluasi dan

.04 pelaporan sarana 100.000.00 - - - - 97.447.000 - - - - 97,4 - - - - (25,00) | (25,00
produksi (pupuk dan 0 5 )
pestisida).

03.03.19 Pengembangan

A1 Perbenihan Padi dan 125.000.00 232.658.56 385.331.0 275.000.00 309.878.00 122.816.20 232.284.31 381.469.0 274.801.00 309.707.0 98,2 99,84 99,0 99,93 99,94 33,95 0,43
Palawija di Balai Benih 0 5 00 0 0 0 5 00 0 00 5 0
sebagai Benih Sumber
bagi Penangkar ditingkat
petani.

03.03.19 Sinkronisasi / Koordinasi /

.14 Sosialisasi Perencanaan 150.000.00 20.818.600 49.500.00 165.000.00 125.000.00 126.736.70 | 20.552.100 49.096.00 162.518.00 124.654.2 84,4 98,72 99,1 98,50 | 99,72 | 65,18 4,47
Program / Kegiatan dan 0 0 0 0 0 0 0 00 9 8
Anggaran APBD.

03.03.19 Pengelolaan data statistik

.15 dan informasi pertanian 125.000.00 38.690.800 79.984.00 75.000.000 175.000.00 123.937.90 37.768.400 79.402.00 58.854.000 173.914.0 99,1 97,62 99,2 78,47 99,38 41,20 1,46
tanaman pangan dan 0 0 0 0 0 00 5 7
hortikultura.

03.03.19 Monitoring, Evaluasi dan

.16 Pengendalian 100.000.00 29.018.600 21.854.00 - 65.000.000 98.969.400 | 28.657.400 21.587.00 - 63.714.50 98,9 98,76 98,7 - 98,02 | (48,92) | (25,05
Pelaksanaan Program/ 0 0 0 0 7 8 )
Kegiatan dan Anggaran.

03.03.19 Pelaksanaan WISMP 2

.18 sumber dana bantuan 200.000.00 117.470.78 115.000.0 100.389.00 - 199.525.50 75.076.000 114.278.7 100.245.00 - 99,7 63,91 99,3 99,86 - (39,02) (19,99
Luar Negeri. 0 2 00 0 0 00 0 6 7 )
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03.03.19 Monitoring, evaluasi dan
.36 pelaporan perlindungan 75.000.000 - - - - 63.138.400 - - - - 84,1 - - - - (25,00) (25,00
tanaman. 8 )
03.03.19 Penguatan Perlindungan
37 Tanaman Pangan dari 75.000.000 119.489.20 148.000.0 204.000.00 94.200.000 74.470.200 | 119.095.12 141.479.5 201.988.10 94.200.00 99,2 99,67 95,5 99,01 | 100,0 | 16,80 0,22
Gangguan OPT dan DPI. 6 00 0 0 00 5 0 9 9 0
03.03.19 Pembinaan dan
.38 Peningkatan Kinerja 275.000.00 94.756.835 58.500.00 100.000.00 93.750.000 273.759.40 | 84.311.800 58.375.00 96.045.044 93.061.00 99,5 88,98 99,7 96,05 | 99,27 | (9,78) 0,28
Brigade Alsintan/UPJA. 0 0 0 0 0 0 5 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.03.19 Peningkatan produksi
.39 padi dan kedelai dalam 939.633.33 - - - - 885.383.50 | - - - - 94,2 - - - - (25,00) | (25,00
mendukung swasembada 4 0 3 )
tahun 2014 melalui
peningkatan benih padi
dan kedelai.
03.03.19 Penanganan pasca panen
.40 tanaman pangan. 500.000.00 - - - - 492.629.05 - - - - 98,5 - - - - (25,00) (25,00
0 0 3 )
03.03.19 Pengembangan kawasan
41 kebun buah dan sayur di 200.000.00 - - - - 198.212.04 - - - - 99,1 - - - - (25,00) (25,00
kota baru Prov. Lampung. 0 0 1 )
03.03.19 Pengembangan
.50 Perbibitan sayuran dan 125.000.00 247.572.16 281.000.0 146.384.00 188.013.50 124.909.80 245.220.00 - 142.954.00 187.393.0 99,9 99,05 - 97,66 | 99,67 | 23,02 (24,70
Buah-Buahan di Balai 0 5 00 0 0 0 0 0 00 3 )
Benih.
03.03.19 Pengembangan padi
.51 hibrida dalam 600.000.00 - - - - 596.589.40 - - - - 99,4 - - - - (25,00) | (25,00
mendukung peningkatan 0 0 3 )
produksi padi menuju
swasembada beras tahun
2014.
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03.03.19 1 Pengembangan desa
.52 6  sentra cabe/bawang 208.119.50 - - - - 205.972.87 - - - - 98,9 - - - - (25,00) (25,00
merah di Lampung 1 0 7 )
Selatan melalui konsep
pemberdayaan potensi
pekarangan.
03.03.19 1 Pengembangan
.58 7  mekanisme pra tanam 3.000.000.0 | - - - - 2.624.021.4 | - - - - 87,4 - - - - (25,00) (25,00
mendukung peningkatan 00 00 7 )
produksi tanaman pangan
di lahan sawah.
03.03.19 1  Perbaikan persiapan
.59 8 tanam mendukung 1.700.000.0 | - - - - 1.628.322.6 | - - - - 95,7 - - - - (25,00) | (25,00
peningkatan kualitas 00 40 8 )
produk hortikultura.
03.03.19 1 Fasilitasi dukungan
.60 9 penyediaan air untuk 2.112.500.0 | - - - - 1.966.863.6 | - - - - 93,1 - - - - (25,00) (25,00
meningkatkan indeks 00 50 1 )
Pertanaman (IP) di Lahan
Sawah.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.03.19 2 Penyusunan dan
.61 0 penerapan SOP serta 60.000.000 - - - - 59.948.900 - - - - 99,9 - - - - (25,00) (25,00
register kebun 1 )
buah/lahan usaha sayur.
03.03.19 2 Rancang bangun DAK
.62 1 (APBDP) 95.000.000 - - - - 94.900.000 - - - - 99,8 - - - - (25,00) | (25,00
9 )
03.03.19 2 Pengembangan cabai.
.78 2 - 349.137.43 88.103.00 211.070.00 49.540.000 - 330.691.41 85.743.00 209.905.54 49.377.00 - 94,72 97,3 99,45 | 99,67 | (2,93) 1,29
4 0 0 0 0 0 0 2
2 Pengembangan bawang
3 merah. - 389.613.65 127.061.0 - - - 364.627.01 126.761.0 - - - 93,59 99,7 - - (41,85) | (23,35
6 00 0 00 6 )
2 Inventarisasi/Determinasi
4 Pohon Induk (Plasma - 238.034.54 - - - - 233.625.28 - - - - 98,15 - - - (25,00) | (25,00
Nutfah) Varietas Unggul 9 0 )
Daerah.
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2 Pelaksanaan Penerapan

5 Pengendalian Hama - 219.975.40 - - - - 219.867.88 - - - - 99,95 - - - (25,00) | (25,00
Terpadu (PHT) pada 0 0 )
Tanaman Pangan dan
Hortikultura.
03.03.19 2 Peningkatan Kompetensi
.82 6  Petugas dalam Penerapan | - 261.369.90 56.484.00 117.960.00 476.350.00 - 259.486.35 56.399.00 117.639.00 476.014.0 - 99,28 99,8 99,73 | 99,93 | 83,57 0,16
Teknologi Pengendalian 0 0 0 0 0 0 0 00 5
OPT dengan Agensia
Hayati.
03.03.19 2 DAK Bidang Pertanian
.84 7 6.050.917.9 | 3.510.721.2 | 900.000.0 - 10.225.802. | 5.990.458.7 | 3.356.558.2 | 891.786.0 - 4.768.759. 99,0 95,61 99,0 - 46,63 | (54,09) | (24,95
98 09 00 600 00 09 00 803 0 9 )
03.03.19 2 Pendamping DAK
.85 8 712.377.00 552.850.00 100.000.0 - 538.197.40 656.136.60 | 529.940.60 99.115.00 - 406.727.4 92,1 95,86 99,1 - 75,57 | (51,08) | (23,13
0 0 00 0 0 0 0 00 1 2 )
03.03.26 Program Peningkatan
Pelayanan Mutu. 1.117.448. 898.677.82 1.174.000. | 659.168.00 612.385.76 759.408.63 879.579.49 1.161.350. | 582.664.00 578.991.7 67,9 97,87 98,9 88,39 | 94,55 | (9,97) 10,35
815 5,12 000 0 7 3 5 600 0 00 6 2
03.03.26 1 Peningkatan pelayanan
.01 pengeloaan dana abadi 617.448.81 422.674.12 233.000.0 421.468.00 313.709.76 260.289.83 | 422.674.12 233.000.0 345.936.00 281.018.7 42,1 100,00 100, 82,08 | 89,58 | (5,27) 32,11
pada layanan umum 5 5,12 00 0 7 3 5,12 00 0 00 6 00
daerah (BLUD).
03.03.26 2 Fasilitasi pengembangan
.02 Badan Layanan Umum 500.000.00 - - - - 499.118.80 | - - - - 99,8 - - - - (25,00) | (25,00
Daerah (BLUD). 0 0 2 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.03.26 3 Penyaluran perkuatan 38.599.700
.03 modal usaha (t.Pangan, - 38.599.700 296.000.0 102.000.00 60.665.000 - 285.698.0 101.321.00 60.665.00 - 100,00 96,5 99,33 100,0 | 140,20 | 0,03
Hortikultura, Perkebunan, 00 0 00 0 0 2 0
Perikanan,Peternakan).
03.03.26 | 4 Penagihan dan
.04 Inventarisasi data - 178.408.00 400.000.0 135.700.00 238.011.00 - 171.037.08 397.652.6 135.407.00 237.308.0 - 95,87 99,4 99,78 | 99,70 | 33,38 1,00
perkuatan permodalan 0 00 0 0 0 00 0 00 1

(t.Pangan, Hortikultura,
Perkebunan,
Perikanan,Peternakan).
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Pembinaan kelompok

tani penerima pinjaman 36.008.000 | - - - 36.008.000 | - - - - 100,00 | - - - (25,00) | (25,00

dana PMUBP. )

Monitoring dan Evaluasi

Program BLUD. 71.820.000 - - - 68.816.950 - - - - 95,82 - - - (25,00) | (25,00

)

Penata usaha laporan

keuangan. 114.228.00 245.000.0 - - 105.896.71 245.000.0 - - - 92,71 100, - - 3,62 (23,03
0 00 0 00 00 )

Apresiasi permodalan

BLUD (t.Pangan, 36.940.000 - - - 36.546.930, | - - - - 98,94 - - - (25,00) | (25,00

Hortikultura, Perkebunan, 00 )

Perikanan,Peternakan).

03.03.31
.01

Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi
dan Monitoring Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan.

50.000.000

59.000.00
0

15.590.000

14.930.000

95,77 | -

(38,89)

(25,00

Rapat koordinasi
perencanaan penyuluhan
(Rakorenluh) PPK.

37.700.000

(25,00)

03.03.31
.05

Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan/Kegiatan.

45.513.000

42.500.00
0

80.000.000

77.767.000

97,21 | -

(4,60)

(25,00
)

Musyawarah
perencanaan
pembangunan pertanian
Prov. Lampung.

52.125.000

52.125.000

- 100,00

(25,00)

(25,00
)
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03.03.32
.03

Penyusunan master plan
dan DED pengembangan
SMK PP Prov. Lampung.

Penilaian Penyuluh
Teladan dan Pelaku
Utama Berprestasi

600.000.00
0

192.011.00
0

203.100.0
00

90.000.000

75.000.000

600.000.00
0

192.011.00
0

203.100.0
00

89.985.000

74.026.00
0

100,00

100,00

100,
00

99,98

98,70

(25,00)

(16,64)

(25,00
)

(0,32)

03.03.32
.06

Temu Teknis
Penyuluhanan Se-Provinsi
Lampung

124.335.00
0

85.000.00
0

150.000.00
0

50.000.000

124.335.00
0

85.000.00
0

150.000.00
0

50.000.00
0

100,00

100,
00

100,0

100,0

(5,46)

03.03.32
.16

Optimalisasi Peran dan
Fungsi Penyuluh Melalui
Fasilitasi Biaya
Operasional Penyuluh
PNS di Daerah.

65.000.000

66.800.00
0

11.300.000.

000

65.000.000

66.800.00
0

4.911.874.0
00

100,00

100,
00

43,47

4.179,
73

(39,13

03.03.32
17

Bimbingan teknis
peningkatan kualitas dan
kompetensi penyuluh.

90.122.000

92.350.00
0

90.122.000

92.350.00
0

100,00

100,
00

#DIV/
o!

(24,38)

Pengembangan Propfesi
Penyuluh

81.000.00
0

95.125.000

81.000.00
0

74.340.500

100,
00

78,15

(20,64)

(30,46
)

Optimalisasi peran dan
fungsi penyuluh melalui
fasilitasi biaya
pendampingan kegiatan
penyuluhan.

693.618.00
0

3.986.561.8
00

693.618.00
0

3.969.490.

984

100,00

99,57

(25,00)

(25,00
)

Fasilitasi kegiatan magang
bagi penyuluh perikanan.

97.936.000

97.936.000

100,00

(25,00)

(25,00
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03.03.33
.04

03.03.33
.07

1

2

Pemberdayaan Kontak
Tani dan Nelayanan
Andalan ( KTNA)
Lampung.

Optimalisasi dan
pemberdayaan THL_TB
dalam membangun
kerjasama dan kemitraan
pertanian,perikanan dan
kehutanan.

70.729.000

732.126.00
0

53.210.00
0

669.750.0
00

200.000.00
0

540.000.00
0

1.481.100.0 | -

00

491.358.00
0

70.729.000

732.126.00
0

53.210.00
0

669.750.0
00

194.922.30
0

516.148.00
0

1.480.240.
000

490.732.0
00

100,00

100,00

100,
00

100,
00

97,46

95,58

99,94

99,87

222,91

(9,23)

0,00

0,02

03.03.33
12

3

Layanan promosi dan
temu usaha produk
pelaku utama dan pelaku
usaha (BUMP).

71.623.000

28.364.00
0

71.623.000

28.364.00
0

100,00

100,
00

(40,10)

(25,00

4

Peningkatan kapasitas
penyuluhan pelaku utama
dan pelaku usaha dalam
rangka peningkatan nilai.

117.388.00
0

38.141.00
0

117.388.00
0

38.141.00
0

100,00

100,
00

(41,88)

(25,00
)

5

Pembinaan dan perluasan
kerjasama program CSR,
PUAP pada
gapoktan/poktan.

75.000.000

38.000.00
0

75.000.000

38.000.00
0

100,00

100,
00

(37,33)

(25,00

03.03.33
.16

6

Pembinaan,
pertumbuhan dan
pengembangan
KEP/BUMP serta
peningkatan kapasitas
penyuluh.

313.096.00
0

146.000.0
00

313.096.00
0

146.000.0
00

100,00

100,
00

(38,34)

1

Pengembangan metode
penyuluhan melalui
media cetak dan
elektronik.

86.755.000

44.000.00
0

86.755.000

44.000.00
0

100,00

100,
00

(37,32)

(25,00
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03.03.34 2 Pengembangan metode
17 penyuluhan melalui - 73.482.000 38.000.00 65.000.000 - - 73.482.000 38.000.00 19.148.000 - - 100,00 100, 29,46 | - (19,31) | (42,64
jaringan 0 0 00 )
03.03.34 3 Penyusunan programa
.18 penyuluhan. - 120.835.00 54.760.00 - 33.610.000 - 120.835.00 54.760.00 - 29.440.00 - 100,00 100, - 87,59 | (38,67) | (25,00
0 0 0 0 0 00 )
4  Deseminasi teknologi
dalam rangka - 63.266.000 56.110.00 - - - 63.266.000 56.110.00 - - - 100,00 100, - - (27,83) | (25,00
peningkatan nilai tambah 0 0 00 )
hasil.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.03.34 5 Deseminasi kemajuan
.20 informasi dan teknologi - 300.000.00 409.310.0 237.600.00 - - 300.000.00 409.310.0 234.417.20 - - 100,00 100, 98,66 | - (26,38) | (25,33
penyuluhan di Provinsi 0 00 0 0 00 0 00 )
Lampung melalui even
daerah dan even
nasional.
03.03.34 6  Peningkatan mutu
21 penerapan teknologi di - 326.738.00 170.000.0 - - - 326.738.00 170.000.0 - - - 100,00 100, - - (36,99) | (25,00
kelompok tani melalui 0 00 0 00 00 )
sistem kerja LAKU SUSI.
05.04. Non Urusan ( Eks. BAU)
813.618.00 7.795.812. 5.246.756. | 8.877.699. 7.205.979. 794.040.30 7.811.736. 4.067.183. | 8.311.969. 7.031.134. | 97,5 100,20 77,5 93,63 | 97,57 | 218,96 1,26
0 974 500 700 200 0 550 700 830 995 9 2
05.04.15 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran. - 1.110.485. 1.178.485. | 3.135.120. 3.615.049. - 1.178.485. - 2.866.180. 3.445.958. | - 106,12 - 91,42 | 95,32 | 46,87 (23,93
916 500 000 200 500 730 386 )
05.04.15 1 Penyediaan Jasa surat #DIV/
.01 menyurat. - 7.500.000 6.000.000 6.000.000 - - 6.000.000 - 5.999.000 513.932.7 - 80,00 - 99,98 o! (30,00) | (25,00
90 )
05.04.15 2 Penyediaan jasa
.02 komunikasi, sumber daya - 156.000.00 141.960.0 18.000.000 650.000.00 - 141.960.00 - 13.943.422 1.789.500. | - 91,00 - 77,46 | 275,3 | 853,70 | 38,85
air dan listrik. 0 00 0 0 000 1
05.04.15 3 Penyediaan jasa
.07 administrasi keuangan. - 424.150.00 493.040.0 866.000.00 1.819.700.0 | - 493.040.00 - 835.950.00 194.400.0 - 116,24 - 96,53 10,68 | 50,50 (47,23
0 00 0 00 0 0 00 )
05.04.15 4  Penyediaan jasa
.08 kebersihan kantor. - 90.000.000 90.000.00 90.000.000 194.400.00 - 90.000.000 - 90.000.000 - - 100,00 - 100,0 | - 29,00 (50,00
0 0 0 )
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05.04.15 5 Penyediaan alat tulis
.10 kantor. - 30.000.000 24.000.00 5.000.000 50.582.000 - 24.000.000 - 5.000.000 50.582.00 - 80,00 - 100,0 | 100,0 | 203,12 | (25,00
0 0 0 0 )
05.04.15 6  Penyediaan barang
11 cetakan dan - 15.000.000 15.000.00 3.770.000 108.564.00 - 15.000.000 - 3.770.000 108.564.0 - 100,00 - 100,0 | 100,0 | 676,20 | (25,00
penggandaan. 0 0 00 0 0 )
05.04.15 7  Penyediaan komponen
12 instalasi listrik/penerapan | - 8.000.000 5.950.000 7.000.000 28.000.000 - 5.950.000 - 7.000.000 28.000.00 - 74,38 - 100,0 | 100,0 | 73,01 (25,00
bangunan kantor 0 0 0 )
05.04.15 8 Penyediaan peralatan
.14 rumah tangga. - 12.500.000 6.000.000 8.000.000 30.000.000 - 6.000.000 - 8.000.000 30.000.00 - 48,00 - 100,0 | 100,0 | 64,08 (25,00
0 0 0 )
05.04.15 9  Penyediaan bahan
.15 bacaan dan peraturan - 20.000.000 15.000.00 15.000.000 20.000.000 - 15.000.000 - 14.420.000 20.000.00 - 75,00 - 96,13 | 100,0 | 2,08 (23,99
perundang-undangan. 0 0 0 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
05.04.15 1 Penyediaan mekanan dan
17 0  minuman rapat. - 60.000.000 15.369.50 15.198.000 124.940.00 - 15.369.500 - 12.765.000 124.937.5 - 25,62 - 83,99 | 100,0 | 161,65 | (20,24
0 0 00 0 )
05.04.15 1 Rapat-rapat koordinasi
.18 1 dan konsultasi ke luar - 64.954.000 65.000.00 65.000.000 188.423.20 - 65.000.000 - 64.352.760 186.980.0 - 100,07 - 99,00 | 99,23 | 47,49 (24,94
daerah. 0 0 96 )
05.04.15 1 Rapat-rapat koordinasi
.22 2 dan konsultasi ke dalam - 71.798.000 50.000.00 50.000.000 300.440.00 - 50.000.000 - 49.111.000 300.014.0 - 69,64 - 98,22 | 99,86 | 117,63 (24,58
daerah. 0 0 00 )
05.04.15 1 Pengembangan
.46 3 pengelolaan keuagan - 92.220.000 75.000.00 14.550.000 100.000.00 - 75.000.000 - 13.404.455 99.048.00 - 81,33 - 92,13 | 99,05 | 122,00 | (23,12
SKPD 0 0 0 )
05.04.15 1 Peningkatan Pelayanan
.66 4 Perkantoran. - 1.363.916 161.166.0 1.941.602.0 | - - 161.166.00 - 1.712.505.0 | - - 11.816, | - 88,20 | - 3.180, (50,00
00 00 0 93 42 28 )
05.04.15 1 Pelipuatan dan publikasi
.80 5  kegiatan SKPD. - 57.000.000 15.000.00 30.000.000 - - 15.000.000 - 29.960.000 - - 26,32 - 99,87 | - (18,42) | (50,00
0 )
1 Fasilitasi Peningkatan
6 Pelayanan Perkantoran. 1.700.000.0 | 1.363.916.2 | 1.611.666. | - - 1.566.041.5 | 1.322.916.2 | 1.452.790. | - - 92,1 96,99 90,1 - - (25,40) | (25,44
00 00 000 80 00 160 2 4 )
05.04.16 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur. 463.618.00 2.280.152. 552.772.8 1.372.076. 967.440.00 | 445.587.25 2.229.514. 551.732.9 1.321.467. 963.439.0 96,1 97,78 99,8 96,31 | 99,59 | 108,70 | 0,93
0 258 50 000 0 0 850 50 500 69 1 1
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1 Penyediaan (pengadaan)
sarana dan prasana - 174.000.00 - - - - 174.000.00 - - - - 100,00 - - - (25,00) (25,00
kantor. 0 0 )
2 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung - 100.000.00 - - - - 100.000.00 - - - - 100,00 - - - (25,00) | (25,00
kantor. 0 0 )
05.04.16 | 3 Pemeliharaan
.20 rutin/berkala kendaraan - 188.430.00 140.000.0 144.932.00 | 601.300.00 | - 188.430.00 140.000.0 144.725.50 | 601.300.0 - 100,00 100, 99,86 | 100,0 | 73,18 0,00
dinas/operasional. 0 00 0 0 0 00 0 00 00 0
05.04.16 | 4 Pemeliharaan
.24 rutin/berkala peralatan - 48.550.000 | 30.604.50 12.680.000 | 366.140.00 | - 48.550.000 | 30.604.50 12.680.000 | 362.139.0 - 100,00 100, 100,0 | 98,91 | 673,00 | (0,27)
gedung kantor. 0 0 0 69 00 0
05.04.16 | 5 Rehabilitasi sedang/berat
.29 gedung kantor. 995.000 - - - - 995.000 - - - - 100, - - - - (25,00) | (25,00
00 )
05.04.16 | 6 Fasilitasi Peningkatan
.51 Sarana dan Prasarana 462.623.00 1.769.172.2 382.168.3 1.214.464.0 - 444.592.25 1.718.534.8 381.128.4 1.164.062.0 - 96,1 97,14 99,7 95,85 - 80,45 (25,04
Aparatur di lingkungan 0 58 50 00 0 50 50 00 0 3 )
Satker.

1  Pengadaan Pakaian Dinas.

- 55.000.000 - - - - 55.000.000 - - - - 100,00 - - - (25,00) | (25,00
)

1 Fasilitasi angka kredit
bagi pejabat fungsional. - 11.569.000 - - - - 11.569.000 - - - - 100,00 - - - (25,00) | (25,00

2 Manajemen
pengendalian intern. - 17.306.000 - - - - 17.306.000 - - - - 100,00 - - - (25,00) | (25,00
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05.04.20 1  Penyusunan laporan
.07 capaian kinerja dan 75.000.000 46.810.000 55.000.00 96.293.700 65.000.000 74.131.000 46.665.200 54.987.00 76.086.700 | 64.923.00 98,8 99,69 99,9 79,02 | 99,88 | 5,62 1,65
realisasi kinerja anggaran 0 0 0 4 8
SKPD Dinas/UPTD.

05.04.20 2 Peningkatan Kinerja

.63 Sistem Perbendaharaan 75.000.000 103.120.20 132.000.0 281.880.00 60.000.000 74.796.400 102.270.40 131.999.6 277.780.00 | 59.928.84 99,7 99,18 100, 98,55 | 99,88 | 25,08 0,04
APBD Satker. 0 00 0 0 00 0 0 3 00

05.04.20 3 Peningkatan penerimaan

.66 retribusi dan dokumen 200.000.00 157.985.60 | 64.856.15 142.330.00 150.000.00 199.525.65 157.541.60 64.822.15 140.762.70 149.516.0 99,7 99,72 99,9 98,90 | 99,68 | 11,22 (0,02)

tindak lanjut LHP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 6 5

05.04.33 1  Dukungan operasional

.02 Komisi Penyuluhan dan - - - 50.000.000 50.000.000 - - - 48.246.800 49.388.00 - - - 96,49 | 98,78 | - 0,59
kajiannya. 0

05.04.33 2 Peningkatan kapasitas

.10 pendampingan dalam - 157.444.00 222.500.0 100.000.00 100.000.00 - 157.444.00 222.500.0 98.154.100 99.814.40 - 100,00 100, 98,15 | 99,81 | (3,43) (0,04)
penyusunan RDK/RDKK. 0 00 0 0 0 00 0 00

3 Fasilitasi kinerja organisai
profesi (PERHIPTANI) - 65.657.000 - - - - 65.657.000 - - - - 100,00 - - - (25,00) (25,00
Prov. Lampung. )

05.04.33 4 Percepatan

.14 pembangunan pertanian, - 3.252.852.0 2.802.142. 3.700.000.0 2.198.490.0 - 3.252.852.0 2.802.142. 3.483.291.3 2.198.167. - 100,00 100, 94,14 99,99 (5,60) 0,09

perikanan dan kehutanan 00 000 00 00 00 000 00 300 00
(P4K).

5  Fasilitas komisi penyuluh
dan kajiannya. - 86.742.000 93.000.00 - - - 86.742.000 93.000.00 - - - 100,00 100, - - (23,20) | (25,00

0 0 00 )

6  Pemberdayaan kelompok
pelaku utama (pertanian, - 139.220.00 90.000.00 - - - 139.220.00 90.000.00 - - - 100,00 100, - - (33,84) | (25,00
perikanan, dan 0 0 0 0 00 )
kehutanan) dan
pengembangan
manajemen kelompom
tani.
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s T

.
1

05.04.33
.18

Peningkatan kapasitas
BP3K Model
Pembangunan PPK.

147.423.00
0

147.423.00
0

100,00

(25,00)

(25,00
)

05.04.33
.20

Penilaian kelas kelompok
kelembagaan (pertanian,

perikanan, & kehutanan).

74.351.000

56.000.00
0

74.351.000

56.000.00
0

100,00

100,
00

(31,17)

(25,00
)

Pembinaan dan fasilitasi
kelompok usaha
produktif.

89.695.000

89.695.000

100,00

(25,00)

(25,00
)
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Pada tahun 2014 Anggaran APBD TA. 2014 dengan pagu
Rp. 52.675.572.648,- (Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung), terealisasi sampai akhir tahun anggaran mencapai
Rp. 49.740.492.105,- (94,43%), rincian realisasi per belanja sebagai
berikut :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 24.157.531.872,- (95,40%) dari

pagu Rp. 25.321.953.000,-, fisik 95,40%

2. Belanja Langsung Rp. 25.582.960.233,- (93,53%) dari pagu

Rp. 27.353.619.648,-, fisik 99,23%.

Anggaran APBD TA. 2014 yang tidak terserap/sisa anggaran
sebesar Rp. 2.935.080.543,- (5,57%) terdiri dari (1) Penghematan
anggaran (sisa kontrak, penghematan beberapa kegiatan) sebesar
Rp. 2.953.080.543,-. (2) Pada kode rekening tunjangan umum
(tunjangan kesejahteraan PNS dan PTHL) pagu anggaran Rp.
624.800.000,- Mengacu pada Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/737/B-1IX/HK/2014, pemberian tunjangan
kesejahteraan hanya dibayarkan 1 semester saja, yang telah
dibayarkan pada Bulan Juni 2014 sebesar Rp. 310.450.000,- dan
sisanya Rp. 31.350.000,- untuk semester 2 (rencana pembayaran
Desember 2014) tidak dibayarkan dan dikembalikan ke kas daerah.
(3) Sisa pembayaran gaji karena pegawai meninggal dunia
(4 pegawai) dan promosi dan mutasi ke instansi (5 pegawai),
sehingga anggaran disetorkan ke kas daerah. (4) Terdapat kelebihan
perhitungan acress kenaikan gaji pegawai sebesar 2,5% dari
kenaikan gaji pegawai pada TA. 2014 sebesar 6,0%.

Anggaran APBD Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung TA. 2015 dengan pagu
Rp. 59.643.213.814,12,- (Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung), realisasi sampai akhir tahun anggaran mencapai
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Rp. 58.146.051.264,- (97,49%), rincian realisasi per belanja sebagai
berikut :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 32.894.285.083,- (99,52%) dari

pagu Rp. 33.053.376.330,-, fisik 99,78%

2. Belanja Langsung Rp. 25.251.766.181,- (94,97%) dari pagu

Rp. 26.589.837.484,12,-, fisik 99,55%.

Terdapat efiensi anggaran sebesar Rp. 1.497.162.550,12,-
(2,51%) merupakan sisa anggaran beberapa kegiatan, diantaranya :
(1) Penghematan anggaran kegiatan belanja hibah barang dan jasa,
karena sebagian besar belanja barang dan jasa sudah terakomodir
dalam e-katalog. (2) Penghematan dari belanja perjalanan dinas,
berdasarkan rekomendasi Bappeda Provinsi Lampung bahwa
perjalanan dinas tidak melebihi 30% dari pagu anggaran kegiatan.
Sehingga anggaran perjalanan yang tersisa tidak dipergunakan dan
dikembalikan ke kas daerah. (3) Penghematan belanja sewa
gedung/kantor, honor non PNS, honor PPK, dan lain-lain.

Anggaran APBD Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung TA. 2016 dengan pagu
Rp. 48.007.607.195,- (Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung), realisasi sampai akhir tahun anggaran mencapai
Rp. 46.911.414.407,- (97,72%), rincian realisasi per belanja sebagai
berikut :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 32.161.619.047,- (98,52%) dari

pagu Rp. 32.644.011.295,-, fisik 100,00%

2. Belanja Langsung Rp. 14.749.795.360,- (96,00%) dari pagu

Rp. 15.363.595.900,-, fisik 100,00%.

Terdapat efiensi anggaran sebesar Rp. 1.096.192.788,- (2,28%)
merupakan sisa anggaran beberapa kegiatan, diantaranya untuk
perjalanan konsultasi ke luar provinsi, honor narasumber, dan lain

lain.
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Anggaran APBD Satker Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung TA. 2017 dengan pagu
Rp. 79.613.514.000,- (Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung), realisasi sampai akhir tahun anggaran mencapai
Rp. 64.904.525.866,- (97,72%), rincian realisasi per belanja sebagai
berikut :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 35.101.246.330,- (85,09%) dari

pagu Rp. 41.253.046.000,-, fisik 100,00%

2. Belanja Langsung Rp. 29.803.279.536,- (77,69%) dari pagu

Rp. 38.360.460.000,-, fisik 77,69%.

Terdapat efiensi anggaran sebesar Rp. 14.708.988.134,-
(18,48%) merupakan sisa anggaran beberapa kegiatan, diantaranya
untuk belana tidak langsung, perjalanan konsultasi ke luar
provinsi, honor narasumber, dan lain lain.

Anggaran APBD Satker Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pagu
anggaran sebesar Rp.68.330.388.767,- dengan rincian Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp.35.253.046.000,- dan Belanja
Langsung sebesar Rp.33.077.342.767,- yang dipergunakan untuk
pelaksanaan 10 (sepuluh) program dan 61 (enam puluh satu)
kegiatan.  Alokasi anggaran APBD  terealisasi  sebesar
Rp. 61.495.133.781,- (90,00%), secara terperinci sebagai berikut :
a. Belanja tidak langsung Rp.34.263.992.073,- (97,19%) dari

pagu dana sebesar Rp.35.253.046.000,-. fisik 97,19%, Sisa

anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.989.053.927,
yang disebabkan adanya beberapa pegawai pensiun, pindah
tugas dan meninggal dunia.

b. Belanja langsung Rp.27.231.141.708,- (82,33%) dari pagu
anggaran sebesar Rp.33.077.342.767,- fisik 98,58,73%, Sisa
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anggaran sebesar Rp. 5.846.201.059,- merupakan sisa

anggaran beberapa kegiatan.

Anggaran pembangunan pertanian bersumber dana DAK,
secara umum tidak memiliki kendala yang berarti kecuali pada
tahun 2018. Pada tahun 2014 Realisasi fisik Dana Alokasi Khusus
Bidang Pertanian sebesar 100%, sementara untuk realisasi
keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pendampingan
sebesar Rp.6.646.595.300,- atau sebesar 98,27% dari pagu dana
sebesar Rp. 6.763.294.998,-. Dengan sisa anggaran sebesar
Rp.116.699.698,-.

Penyerapan DAK Bidang Pertanian TA. 2015 secara umum
terserap secara baik, dengan serapan sebesar 95,66% dari pagu
anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- dan realisasi anggaran
sebesar Rp.3.826.477.600,-. Pada Tahun 2016 Realisasi keuangan
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari dana APBD
Provinsi Lampung sebesar Rp.891.786.000,- atau sebesar 99,09%
dari pagu dana sebesar Rp.900.000.000,-. Dengan sisa anggaran
sebesar Rp.8.214.000,-. Untuk dana pendampingan realisasi
anggaran sebesar Rp.99.115.000,- atau 99,12% dari pagu anggaran
sebesar Rp.100.000.000,- sisa pagu sebesar Rp.885.000,-Pada
tahun 2017 baik fisik tercapai 100 % dengan realisasi keuangan
sebesar 99 %.

Sedangkan realisasi fisik DAK Sub Bidang Pertanian TA. 2018
sebesar 75%, sementara untuk realisasi keuangan Dana Alokasi
Khusus (DAK) sebesar Rp.5.175.487.203,- atau sebesar 48,08%
dari pagu dana sebesar Rp.10.764.000.000,-. Dengan sisa anggaran
sebesar Rp. 5.588.512.797,-. dikarenakan kegagalan tender.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Lampung dalam pelaksanaan DAK Sub
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Bidang Pertanian TA. 2018, adalah :

1.

Pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan seleksi
pekerjaan konsultasi perencanaan SMK-PP pada tanggal
6 Maret 2018 ke Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemprov Lampung terjadi permasalahan teknis pada server
LPSE Provinsi Lampung yang mengakibatkan tertundanya
proses + 1 bulan.

Proses seleksi pekerjaan konsultasi perencanaan baru
dilaksanakan pada bulan Mei dan pada tanggal 6 Juni 2018
baru mulai melaksanakan pekerjaan perencanaan.

Terjadi perubahan system pengadaan secara elektronik dari
versi 3.6 menjadi 4.2 yang sosialisasinya baru dilaksanakan di
Pemprov Lampung pada tanggal 3 Juli 2018 sedangkan
pelaksanaan Tender 7 paket pekerjaan dilaksanakan pada
tanggal 7 Juli 2018 sehingga Tim Pokja masih membutuhkan
waktu untuk adapatasi.

Setelah pelaksanaan tender untuk 7 paket pekerjaan, hasil
evaluasi tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan
teknis dan dinyatakan gagal tender.

Apabila dilaksanakan tender ulang membutuhkan waktu + 23
hari sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 112 tahun 2017 tentang Batas Limit Input Daftar
Kontrak pada OM-SPAN yaitu tanggal 21 Juli 2018.

Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan

yang dihadapi, antara lain;

1.

Telah dilakukan konsultasi ke LKPP dan PPK dan tim Pokja
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
pada tanggal 18 Juli 2018 mengenai permasalahan tersebut

dengan meminta rekomendasi perubahan mekanisme tender
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2.4

menjadi penunjukkan langsung, akan tetapi LKPP tidak
memperolehkan  ditindaklanjuti dengan  Penunjukkan
Langsung.

Telah dilakukan konsultasi ke kementerian keuangan yang
membidangi DAK Pertanian untuk meminta perpanjangan
waktu pencairan, tetapi tidak ada kebijakan perpanjangan

waktu.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura dan Provinsi Lampung

Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan Pengembangan Pelayanan yang dihadapi oleh Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Provinsi Lampung dalam

mencapai tujuan dan sasaran renstra 2019-2024 adalah sebagai

berikut :

1.

Bonus Demograsi penduduk Lampung akan menghadirkan
besarnya komposisi usia produktif dan akan meningkatkan
permintaan kebutuhan pangan.

Konversi lahan pertanian dari lahan pertanian terutama lahan
sawah menjadi lahan non pertanian tidak hanya menyebabkan
kapasitas produksi pangan turun, degradasi agroekosistem
sumber daya alam hingga semakin sempitnya luas garapan
usahatani serta turunnya kesejahteraan petani.

Potensi lahan yang cukup besar namun belum bisa
dimanfaatkan secara optimal karena sebagian lahan tersebut
merupakan lahan suboptimal, seperti lahan kering, rawa
pasang surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya relatif

rendah karena berbagai kendala, seperti kekurangan dan/atau
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kelebihan air, tingginya kemasaman tanah dan salinitas,
keracunan dan kahat unsur hara.

Produktivitas usahatani yang masih rendah karena belum
cukup tersedianya benih /bibit unggul bermutu, pupuk, pakan,
pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke
tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan
pelayanan penyedia sarana produksi.

Penggunaan cara budidaya pertanian yang masih manual,
paket teknologi yang telah dihasilkan belum semuanya dapat
diadopsi petani karena berbagai kendala, seperti terbatasnya
permodalan, lemahnya kelembagaan, skala usaha yang relatif
kecil, terbatasnya keterampilan, dan belum meratanya
kegiatan diseminasi teknologi di tingkat petani.

Kemampuan petani untuk mengakses sumber
permodalan/lembaga keuangan formal guna melaksanakan
dan mengembangan usaha pertanian masih terbatas.
Penurunan produksi pertanian sebagai dampak lanjutan dari
perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam,
perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan
penyakit tanaman dan hewan.

Sistem pemasaran produk pertanian yang kurang efisien,
harga produk pertanian yang fluktuatif dan panjangnya rantai
distribusi produk pertanian serta perilaku pasar komoditas
pangan dan pertanian tidak transparan dan tidak fair sehingga
tidak menguntungkan petani.

Minat generasi muda dalam usaha pertanian yang semakin
berkurang karena menganggap tingkat pendapatan dari hasil
budi daya pertanian masih kecil dan tidak menjanjikan,
budidaya dilaksanakan dengan cara tradisonal, hanya

mengandalkan otot, bergelut lumpur dan cahaya matahari.
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10.

11.

12.

Dukungan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara
optimal oleh petani

Pengembangan kerjasama hasil produk pertanian baik
regional, nasional maupun internasional perlu terus digali dan
dibuka baik antar petani/masyarakat dengan pihak
Pemerintah /Pemerintah daerah, maupun dengan sektor
privat/swasta.

Perencanaan sistem pengembangan kawasan pertanian yang

belum menerapkan pendekatan tematik, holistik dan integratif.

Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang Pengembangan Pelayanan yang masih diopimalkan

oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura

Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

2019-2024 adalah dengan meningkatkan produktifitas sektor-

sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui:

1.

Penduduk suatu wikayah terutama generasi muda yang
sebagian besar bermukim di perdesaan dan memiliki budaya
kerja keras, merupakan potensi tenaga kerja yang mendukung
pengembangan  pertanian. Apabila pengetahuan dan
keterampilan SDM di wilayah perdesaan tersebut dapat
ditingkatkan agar mampu bekerja dan berusaha di sektor
produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, maka
diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi aneka
komoditas pertanian.

Menekan laju konversi lahan pertanian ke depan dengan
melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan
dan pengendalian tata ruang, Penerapan Perda Penetapan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meningkatkan

optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan,
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meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian
serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Rekayasa lahan suboptimal dengan penerapan inovasi
teknologi budi daya dan dukungan infrastruktur yang
memadai sehingga lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-
lahan produktif untuk pengembangan budi daya berbagai
komoditas pertanian.

Pengembangan sarana produksi pertanian melalui upaya
mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu,
menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan
mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan
meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong
petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan
tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

Pengembangan dan penerapkan teknologi tepat guna pada
proses pra dan pasca panen guna mendukung peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura,
pemerataan alat dan mesin pertanian dan pengelolaan usaha
pelayanan jasa alsintan (UPJA) yang profesional.
Menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga
perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah
perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di
perdesaan, antara lain dengan membangun lembaga keuangan
mikro di pedesaan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik
Desa.

Meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan
dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah
antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk
membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi

dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah
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10.

Lapang Iklim serta membangun sistem informasi iklim dan
modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan
karakteristik masing-masing wilayah. Selain itu, perlu
menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas
yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah,
toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir/genangan dan
salinitas.

Penerapan strategi pemasaran produk pertanian melalui
pengembangan agribisnis sebagi konsep industri yang
komprehensif, memotong rantai distribusi produk pertanian,
membangun keunggulan dan daya saing, mengembangkan
lembaga permodalan dan  koperasi ditingkat desa,
pemanfaatan system informasi digital, dan pengembangan
strategi pemasaran. Regulasi yang jelas dari Pemerintah
Daerah untuk menstabilkan harga komoditas pertanian
terutama beras dan lebih menghadirkan peran Bulog kepada
masyarakat dalam menampung hasil panen.

Sinergi dan peran serta Pemerintah daerah dalam menarik
pemuda menjadi petani melalui insentif, transformasi
pertanian tradisonal menjadi pertanian modern,
menumbuhkan program penumbuhan wirausaha muda
pertanian, penumbuhan kelompok wusaha bersama yang
difokuskan bidang pertanian bagi pemuda tani, pelatihan dan
magang yang terstruktur dan tersistem serta optimalisasi
peran penyuluh untuk mendorong dan
menumbuhkembangkan pemuda tani.

Pemanfaatan teknologi informasi sederhana melalui internet
maupun gadget harus digunakan untuk mencari segala
informasi yang dibutuhkan dan dipergunakan masyarakat

desa/petani untuk pelaksanaan budidaya pertanian, ramalan
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11.

12.

cuaca, memantau ketersediaan saprodi pertanian, memantau
perkembangan harga pasar termasuk promosi produk
pertanian yang dihasilkan.

Peningkatan mutu dan menjaga kontinyuitas hasil produk
pertanian serta fasilitasi pameran dan ajang promosi lainnya
dalam rangka menfasilitasi pengembangan kerjasama hasil
produk pertanian baik regional, nasional maupun
internasional antar petani/masyarakat dengan pihak
Pemerintah /Pemerintah daerah, maupun dengan sektor
privat/swasta.

Kebijakan pengembangan kawasan pertanian secara
konseptual merupakan suatu upaya untuk mendorong
terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui
pendekatan kawasan yang bersifat komprehensif yang
mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Kawasan
pertanian merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian
yang terkait secara fungsional dalam hal potensi sumberdaya
alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan
infrastruktur penunjang serta memenuhi batas minimal skala
ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah
dan meningkatkan kinerja pembangunan = pertanian
sebelumnya di daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan
pertanian melalui pengutuhan sistem dan usaha agribisnis di
dalam maupun antarkawasan, dalam upaya mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian

secara keseluruhan.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Lampung

Adapun identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan

fungsi

Dinas

Ketahanan Pangan,

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura Provinsi Lampung, seperti tercantum dalam tabel

berikut :

Tabel 3.1.Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung

Faktor yang Mempengaruhi

nanas)

Capaian/ Standar Eksternal Permasalahan
ﬁ:;:l; Kondisi yang (k:;:;?:lan (Diluar Pelayanan
Saatini | digunakan g kewenangan OPD
OPD)
OPD)

1 2 3 4 5 6
Pela- Pening- | Tingkat 1.Dukungan 1.Terjadinya Belum
yanan | katan Produksi Anggaran Alih Fungsi Optimalnya
OPD Produksi| dan 2.Komitmen Lahan Pertumbuha

Tanaman| Produkti- Pimpinan 2.Keterbatasa | n Produksi
Pangan | fitas dan n dan
dan Tanaman Dukungan Infrastuktur | Produktivitas
Hortikul-| Pangan Staf (Akses Tanaman
tura (Padi, 3.Keterbatasa Jalan) Pangan dan

Jagung, n SDM 3.Sistem Hortikultura

Kedelai, 4.Keterbatasa Pengairan

Ubi kayu) n Benih Jaringan

dan Bermutu Irigasi,

Tanaman | 5.Penggunaan waduk,

Hortikul- Pupuk dan embung

tura (cabe Pestisida besar)

besar belum 4.Kesuburan

bawang Optimal Lahan

merah,

manggis,

pisang,
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Faktor yang Mempengaruhi
Capaian/ Standar Eksternal Permasalahan
ﬁ:gek Kondisi yang k e (Diluar Pelayanan
180 | saat ini digunakan e Al kewenangan OPD
OPD)
OPD)
1 2 3 4 5 6
6. Ketersediaa [5. Kepastian
n Alat | harga
Mesin komoditas
Pertanian tanaman
belum pangan dan
cukup hortikultura
7.Adaya
Serangan
Organisme
Penganggu
Tanaman
(OPT) dan
DPI
8.Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil belum
Optimal
Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang

direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan,
diperlukan gambaran permasalhan yang akan dihadapi pada
periode lima

2019-2024

pembangunan jangka waktu tahun kedepan
Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan
perhatian dalam pembangunan pertanian tanaman pangan,
hortikultura dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi
Lampung sebagai berikut :
1. Lahan
- Meningkatnya konversi lahan merupakan salah satu
permasalahan krusial yang semakin sulit dikendalikan
dan masih terus dihadapi sektor pertanian. Konversi lahan
tidak

menyebabkakn kapasitas produksi pangan turun, tetapi

pertanian  terutama lahan  sawah hanya

merupakan salah satu bentuk kerugian investasi bidang
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pertanian selain itu juga merupakan salah satu sebab
semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya
kesejahteraan petani. Tantangan untuk menekan laju
konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana
melindungi  keberadaan  lahan  pertanian  melalui
perencanaan dan pengendalian tata ruang, meningkatkan
optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensdifikasi lahan,
meningkatkan  produkstivitas dan  efisiensi usaha
pertanian.

Keterbatasan kepemilikan lahan petani (rata-rata 0,39 Ha),
dengan kepemilikan luas lahan yang sempit belum dapat
memberikan pendapatan petani yang cukup untuk
membiayai rumah tangga petani dan pengembangan usaha
taninya.

Keterbatasan lahan baku untuk masing-masing komoditas,
persaingan (kompetensi) tanaman pada lahan usaha tani
yang memiliki profitabilitas usaha tani yang lebih tinggi
Penurunan kualitas lahan, kebutuhan lahan produksi yang

terus meningkat sementara lahan subur semakin terbatas.

Infrastruktur

Belum optimalnya infrastruktur pertanian
Pengairan/irigasi belum optimal, pertumbuhan produksi
tanaman pangan dan hortikultura sangat ditentukan
ketersediaan air yang cukup

Transportasi (Jalan Usaha Tani) belum memadai

Sarana Prasarana Produksi

belum cukup tersedianya bibit/ benih unggul bermutu,
pupuk, pestisida/ obat-obatan hingga ke tingkat usaha tani
Belum optimalnya sistem perbenihan , penangkar belum
berkembang secara luas

Distibusi sarana prasarana alsintan belum merata

Serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim
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4. Panen dan Pasca Panen

Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi
Penanganan pasca panen yang belum optimal

Masih sedikitnya keragaman produk olahan

Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian

terhadap produk import

5. Regulasi Pembiayaan dan Kelembagaan

Masih terbatasnya kemampuan petani dalam mengakses
sumber permodalan / lembaga keuangan formal,

petani terkendala mengakses sumber permodalan/lembaga
keuangan formal, karena tidak mudahnya prosedur
pengajuan  kredit dan = ketiadaan agunan = yang
dipersyaratkan. Kondisi ini menjadi penyebab petani lebih
memilih rentenir yang menyediakan pinjaman modal
dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi
dibanding dengan lembaga keuangan formal, sehingga
memperburuk kondisi arus tunai (cash flow) dan
kesejahteraan petani.

Kelembagaan petani belum kuat, belum dimanfaatkan bagi
pengembangan usaha tani melalui peningkatan
kemampuan aksesibilitas infomasi teknologi, permodalan
dan pasar melalui media infomasi yang cepat sekali

berkembang dan dinamis.

6. SDM Pertanian

Keterbatasan tenaga penyuluh, penyuluh yang merupakan
ujung tombak pembangunan pertanian merupakan aparat
pemerintah Kabupaten/Kota kurang memberikan perhatian
pada peningkatan kemampuan, fasilitas dan sarana kerja.
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2016, maka terjadi perubahan nomenkaltur SKPD
pertanian di daerah yang tidak selaras dengan nomenklatur

eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian berdampak pada
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banyaknya satuan kerja di Daerah sehingga menyulitkan
dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

- Penurunan tenaga kerja dan minat pemuda di bidang
pertanian

- Kemampuan petani mengadopsi teknologi

Pemasaran

- Meningkatnya impor produk pertanian

- Panjangnya rantai tata niaga (inifesiensi jaringan
pemasaran/ tata niaga)

- Masih kurangnya sistem informasi pasar
Dinamika Penduduk

Jumlah penduduk Lampung tahun 2018 berjumlah
8.370.485 jiwa atau naik dari tahun 2010 yang hanya
7,608.405 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk yang
cukup tinggi (1,16%), mengakibatkan kebutuhan pangan
terus meningkat, membutuhkan ruang dan energi yang lebih
besar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan terhadap
daya dukung dan daya tampung yang tersedia. Ketersediaan
lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi,
perluasan industri, perumahan, dan sektor-sektor lainnya.
Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berbanding lurus
dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu
penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam
jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap
saat. Selain itu, faktor kebiasaan penduduk yang hanya
mengonsumsi jenis pangan tertentu, misalnya beras, akan
memberikan tekanan yang berat terhadap penyediaan pangan
tersebut. Upaya untuk meningkatkan kesadaran penduduk
dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan
aman (B2SA) yang berbasis sumber pangan lokal agar terus

dilakukan.

11| 5




RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil

Gubernur Terpilih
a. Visi Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi
yang akan dicapai selama S (lima) tahun. Visi pembangunan
daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan
Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada
waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Provinsi
Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung terpilih yaitu : “RAKYAT LAMPUNG
BERJAYA”.

Memperhatikan Visi pembangungan tersebut, diharapkan
Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam
pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya.
Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman
dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana
dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui
prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah
yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan
berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama
dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai
masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman.

Kehidupan masyarakat yang aman agar semua masyarakat
dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam
suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan
tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial
antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup

lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi
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daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang
pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya.

Kehidupan masyarakat yang berbudaya adalah kondisi
masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi
dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata,
lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif
dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi)
dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah
terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif
terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing.

Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing adalah
kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan
sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata,
sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam
memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4. Kehidupan yang sejahtera.

Kehidupan yang sejahtera adalah kondisi masyarakat yang
terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan
dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan
lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan,

pendidikan, dan kesehatan.

b. MISI Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya"
tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 - 2024
ditetapkan sebagai berikut :
1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis),

berbudaya, aman dan damai.
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2. Misi-2 : Mewujudkan "good governance" untuk
meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan
publik.

3. Misi-3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan
upaya perlindungan anak, pemberdayaan
perempuan dan penyandang disabilitas.

4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan
efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

5. Misi-5 : Membangun = kekuatan  ekonomi  masyarakat
berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang
seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan

untuk kesejahteraan bersama.

Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian yang
menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi merupakan perwujudan misi yang ke 5 (lima) yaitu
"Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian
dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah
Perkotaan”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan
yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok
miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di
perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang
proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Penegasan pelaksanaan misi melalui penguatan investasi
diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan
kemitraan, memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan
kesejahteraan, dinamika ekonomi atraktif dengan jangkauan
jaringan kerja berskala nasional dan internasional, meningkatkan

pengetahuan dan teknologi untuk optimalisasi pemberdayaan
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potensi sumber daya, peningkatan daya saing daerah, komoditas,

infrastruktur, pendidikan dan ilmu teknologi.

Misi 5

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian

dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah

perkotaan.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5, Membangun kekuatan

ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan

yang seimbang dengan wilayah perkotaan:

a.

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam
rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index
pertanaman serta untuk pengendalian banjir;

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk
komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan,
peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program
subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan,
fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi
dan alsintan;

Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman
pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan
peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri
menengah dan besar, serta sentra pariwisata;

Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha
(bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa,
dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir
yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah
lingkungan;

Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam
bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha,

lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan

11 9

5



RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah

dan menciptakan kesempatan kerja;

f.  Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM)
melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk
industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program
kemitraan dengan pihak lainnya;

g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan
kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha,
dan Asosiasi Pekerja.

Merujuk pada Misi 5 tersebut, tujuan pembangunan
ketahanan pangan dan pertanian sangat berkaitan dengan
pencapaian tujuan swasembada pangan berkelanjutan untuk
mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi
tanaman pangan dan hortikultura untuk menjamin ketersediaan,
keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan
pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Adapun Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Provinsi Lampung yang terkait dengan Misi 5 Membangun
Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah
Pedesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan dan yang
menjadi keterkaitan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura dan OPD lainnya antara lain

adalah :

Agenda Kerja :

1. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada
para Petani untuk mendapat :

a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan

insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan

petani
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b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang
menguntungkan para petani

c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani
untuk meningkatkan produktivitas usaha tani

d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi

jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi

Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi
mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat

generasi muda pada bidang pertanian.
Mencegah dan memberatas peredaran pupuk palsu

Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas
unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta
mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional
melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan

industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri

Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi
bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk

menjamin kepastian pasar

Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata
Indonesia. @ Mempercepat pembangunan kepariwisataan
dengan menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat

Agrowisata dan Ekowisata Indonesia

Mengembangkan industri pengelolahan sebagai pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga
kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani

prinsip keadilan.

Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi,

melalui :
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a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasi
sumber daya dan keunggulan lokal

b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan
usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan
dan pemasaran

c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi

kerakyatan
Adapun faktor penghambat dan factor pendorong pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.2. Permalahan,

Faktor Penghambat dan Faktor

Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Tujuan, Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi RAKYAT LAMPUNG BERJAYA
Misi, Tujuan,
Sasaran Permasalahan Faktor
No Gubernur dan Pelayanan
Wakil Perangkat
Gubernur Daerah Penghambat Pendorong
Terpilih
1 2 3 4 5
1. | Misi5: . Kompetensi a.Alih fungsi a. Komitmen
Membangun Aparatur OPD| lahan pimpinan
kekuatan belum pertanian ke dalam
ekonomi sepenuhnya non pertanian pencapaian
masyarakat merata sasaran
berbasis . Sinergi b.Rendahnya pertum-
pertanian di pelaksanaan penerapan tekn | buhan sektor
wilayah Tupoksi antar| ologi budidaya pertanian
pedesaan yang Bidang/UPTD tanaman
seimbang belum pangan dan b.Dukungan
dengan optimal. hortikultura Anggaran
wilayah . Ketersediaan APBD dan
perkotaan database c.Keterbatasan APBN
masih terbatas| alat dan mesin
Tujuan 5 : . Sinergitas dan| pertanian (pra |c. Kewenangan
Meningkatnya dukungan dan pasca Perangkat
pertumbuhan Perangkat panen) Daerah
ekonomi Daerah lain
berbasis sektor dalam d.Rendahnya d.Ketersediaan
pertanian penyediaan kapasitas sumber daya
infrastruktur kelembagaan lahan
Sasaran 2 : pertanian dan
Pertumbuhan masih ketenagaan e. Bonus
sekor terbatas. penyuluhan Demografi
pertanian pertanian
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik

Indonesia

a. VISI Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi pembangunan yang termaktub dalam Undang-undang
Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang
Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong
Royong. Selanjutnya, pada tahun kemerdekaan Indonesia yang
ke-100 atau disebut juga Indonesia Emas, dicanangkan visi
“Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045”. Untuk
mewujudkan visi besar tersebut maka Kementerian Pertanian
menetapkan visi pembangunan jangka menengah 2020-2024

yakni:

“Terwujudnya masyarakat pertanian yang mandiri, maju,
adil dan makmur (sejahtera) yang berkesinambungan dengan

meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian”.

Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi
petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha
pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang
digelutinya. Pertanian dan pangan yang mandiri dimaksudkan
sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam
memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri
yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup
sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi
sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal
secara bermartabat.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan
bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman,

beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan
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dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya
saing pertanian merupakan kemampuan di sektor pertanian
memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu
menggantikan produk lain yang menjadi saingannya dengan
adanya nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan
produksi dan distribusi komoditas pertanian.

b. MISI Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Berdasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang dalam
peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi
pembangunan nasional, maka misi Kementerian Pertanian adalah:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Petani, adalah meningkatkan
kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan
pemberdayaan petani.

2. Mewuwudkan Ketahanan Pangan, adalah melaksanakan
pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan
konsumsi pangan masyarakat.

3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas
Pertanian, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki
keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil

produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.

c. TUJUAN
Tujuan dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian,
bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan daya saing pertanian
3. Mengembangkan inovasi IPTEK pertanian
4. Berkembangnya sarana prasarana pertanian yang bernilai

ekonomi
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5. Mengembangkan sistem perkarantinaan pertanian
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan petani
7. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

d. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan
dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan disebutkan diatas, Kementan telah
menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode
Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu
stakeholders, customer, internal process dan learning and growth.
Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin
dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :
Perpektif Stakeholder
SS 1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Petani, dengan
indikator:
1. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)
2. Produk Domestik Bruto Pertanian Per Kapita
Perspektif Customer
SS2. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Strategis Nasional, dengan
indikator:
1. Rata-Rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional
2. Koefisien harga pangan pokok nasional
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk
pangan terhadap total pengeluaran > 65%
SS 3. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas
Pertanian Nasional, dengan indikator:
1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional
2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian
Nasional
3. Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan

terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian
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SS 4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis
Nasional dengan indikator kinerja:
1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang
Membahayakan Kesehatan Manusia
Dietary Diversity Score (DSS)
Rasio Kasus Komoditas Pertanian Impor yang Diselesaikan

terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian Impor

Perspektif Internal Proses

SS 5. Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Pertanian, dengan

indikator kinerja:

1. Rasio Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan (Akumulasi 5 Tahun
Terakhir) terhadap Penelitian yang Dihasilkan (Akumulasi 5
Tahun Terakhir)

SS 6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai

Kebutuhan

1. Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai
Kebutuhan

2. Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan

SS 7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta

Penyakit pada Hewan

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas
Serangan OPT dan DPI

2. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular
Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit

Hewan Menular Strategis

SS 8. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan

Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja:
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1. Rasio Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang
Pertanian terhadap Total Lulusan Pendidikan Pertanian pada
Tahun Berjalan

2. Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya

terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional

Perspektif Learn and Growth
SS 9. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pertanian yang

Profesional, dengan indikator kinerja:

1. Indeks Profesionalitas ASN

SS 10. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang
Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan
indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

SS 11. Sistem Informasi Manajemen Kementerian Pertanian yang
Andal, dengan indikator kinerja:
1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kementerian Pertanian

SS 12. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian secara
Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024
memperhatikan dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029, sebagaimana saat ini

sedang dilakukan tahap akhir dari tahapan proses revisi Perda
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Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi
Lampung tahun 2009-2029. Hal ini dimaksudkan untuk
menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi
Lampung dengan pola ruang, struktur ruang, indikasi arahan
zonasi serta indikasi program dalam RTRW Provinsi Lampung

2009-2029.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Lampung, pengembangan tata
ruang wilayah Provinsi Lampung disusun dengan memperhatikan

kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

A. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial
ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui:

1. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas
jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;

2. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan
memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang
tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi
tenaga listrik;

3. Penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat
meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih,
olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai
kebutuhan masyarakat;

4. Percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka
keterisoliran wilayah yang memiliki potensi unggulan;

5. Peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan
dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas
pemasaran produksi hasil pertanian;

6. Menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan
perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah

sekitarnya;
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7.

Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan
agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan
wilayah di sekitarnya; dan;

Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang
mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri,

wisata, dan maritim secara berkelanjutan.

B. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup,

serta mengurangi resiko bencana alam, melalui:

1.

Penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi

paling sedikit 30%;

. Pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung

yang telah menurun kualitasnya;

. Pencegahan perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui

penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

secara sistematis;

. Pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk

menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi

resiko bencana;

. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan  Kkritis,

melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan
kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya

alam dan menjaga kelestarian hutan; dan

. Pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan

hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan

pertahanan terhadap bencana tsunami.

C. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya

sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,

melalui:

1.

pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk

kegiatan budidaya lainnya;
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2. pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan
produktif;

3. pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan
kemampuan dan kesesuaian lahannya;

4. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-
pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan
perekonomian masyarakat; dan

5. pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan
kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat
pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan
berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat
pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.

. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai

dengan daya dukung lahan, melalui:

1. perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian
irigasi teknis;

2. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung
pengembangan sektor sekunder;

3. peningkatan produktivitas subsektor peternakan;

4. peningkatan produktivitas subsektor perikanan;

5. pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat;

6. pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya
ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan
vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan
berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan
pendapatan; dan

7. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan

perekonomian wilayah, melalui:

1. peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan

2. pengembangan kawasan-kawasan.
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F. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus p

ertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya.

Keberadaan RTRW bermanfaat dalam menyusun rencana
pembangunan jangka panjang, menengah juga rencana kerja
pemerintah jangka pendek. Pembangunan kedaulatan pangan
tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah
disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah
budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan
pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi,
lahan reklamasi rawa pasang.

Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan
melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan
hortikultura secara berkelajutan, mewujudkan kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan
pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran,
kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan
perlindungan dan  pemberdayaan  petani, meningkatkan
penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak,
mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi
pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan
hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan
hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan
dan hortikultua berkelanjutan.

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi
yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi
gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang

strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan
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daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi
Lampung telah melakukan proses revisi terhadap Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah  (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.
Berdasarkan substansi revisi tersebut maka Pola ruang Provinsi

Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya,
baik di ruang darat maupun ruang laut yang
pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
Bebarapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam PP No 13
Tahun 2017 tentang RTRWN dan Perda No 1 Tahun 2010
tentang RTRW Provinsi Lampung, yaitu Mesuji, Bandar
Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui;

2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis
besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai
berikut:

a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan,
Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah,
Tanggamus, dan Way Kanan.

b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk
melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan
keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar
alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang
membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman
Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman
Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa
dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa
Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur

dan Selatan.
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c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis
untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi,
serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada
pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih
dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan
air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah
sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan
barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang
Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.

. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami
bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi,
longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam
kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten
Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran,
dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji,
Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan,
dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang
(sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan
banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji,
Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu,
Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung
Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).

. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi
komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya.
Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai,
sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar
waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat,
seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem,
Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan
Bendungan Way Bumi Agung.
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f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk
mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara
berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait
dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu
karang dan ekosistem mangrove.

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain

memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian

perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi
wilayah- wilayah sebagai berikut:

a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di
Kabupaten Tanggamus.

b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.

c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.

d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten
Lampung Timur.

e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.

f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung
Utara.

g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di
Lampung Barat.

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan

pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian,

serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:

a. Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi
Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan
produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP).
Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir
Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di
Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang,

Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara,
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Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan
Kabupaten Lampung Selatan.

. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan

kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur

Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang,

daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung

Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan

Lampung Utara.

. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan
basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi
Lampung.

.Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan
meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

. Arahan rencana kawasan pertambangan

Pengembangan  Kawasan  Peruntukan  Pertambangan

didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha

tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi
pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah

Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat,

Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan,

Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.

. Arahan Rencana Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri

pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan

diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat
sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan

dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke
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arah timur provinsi. Industri besar terutama industri
berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten
Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten

Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

. Arahan rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih

menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan

budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman

Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara

terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan

Lindung.

.Arahan rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung

akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di

luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung,

kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki
daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju

pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki

kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Rencana  pengembangan  permukiman dari tingkat

kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan
diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro,
Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.

2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan

diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten
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Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan
Kabupaten Tulang Bawang.

3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan
diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten
Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way
Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung

Barat.

Selain itu Lampung juga memiliki kawasan rawan bencana

alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi

mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan

tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan.

Kawasan-kawasan rawan bencana tersebut meliputi :

1.

Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara,
Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, Pesisir

Barat dan Lampung Selatan.

. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji,

Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan,

dan Lampung Timur.

. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di

sepanjang pesisir wilayah Provinsi Lampung.

.Banjir tersebar di Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang

Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Lampung
Barat, Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Selatan dan

Kota Bandar Lampung.

.Gempa Bumi tersebar di Kabupaten Lampung Barat,

Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Bandar Lampung.

. Puting Beliung tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Way

Kanan, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung.
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Lampung dalam
kurun waktu 20152019 telah membuahkan hasil yang
diharapkan, namun demikian pembangunan ke depan masih
terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek baik sosial
maupun ekonomi yang dirumuskan sebagai permasalahan
pembangunan. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan
daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang
mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan
daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan
kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan
kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan Pembangunan Lintas

Sektor :

1. Keamanan Wilayah : Masih tingginya tingkat kriminalitas di
Provinsi Lampung dimana terjadi 10.485 kejahatan dilaporkan
di Tahun 2016 dan meningkat menjadi 11.089 kasus di Tahun
2017.

2. Tata Kelola Pemerintahan : Reformasi Birokrasi telah berjalan
di Provinsi Lampung tetapi belum optimal yang ditandai
dengan rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi di
Tahun 2018 dengan Nilai CC

3. Indeks Pembangunan Manusia : Indeks Pembangunan
Manusia yang ada di Provinsi Lampung pada Tahun 2018 telah
berjalan dengan realisasi sebesar 69,02 tetapi masih di bawah
capaian Nasional sebesar 71,39 di tahun yang sama.

4. Indeks Konektivitas : di Tahun 2018, Indeks Konektivitas
Provinsi Lampung sebesar 6,01.

5. Akses masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar yang
Layak : Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air
Minum layak dan aman di Tahun 2018 adalah sebesar 71,19%.

Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi di

11| 29




RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

10.

Tahun 2018 adaah sebesar 64,63%. Persentase Rumah tidak
Layak huni di Tahun 2018 adalah 5,02%.

Pertumbuhan Ekonomi : Provinsi Lampung mencatat
pertumbuhan yang cukup tinggi di Tahun 2018 sebesar 5,25%,
berada di atas Nasional (5,17%) dan rata-rata Sumatera
(4,54%). Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan
tersebut stagnan di angka 5% untuk S5 (lima) tahun ke
belakang.

Kemiskinan : Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2019
sebesar 12,62 persen, menurun 1,73 poin dibanding Sept 2015
yang sebesar 14,35 persen tetapi masih berada di bawah
Nasional sebesar 9,41 persen

Ketimpangan antar Wilayah : Indeks Williamson yang menjadi
ukuran ketimpangan antar wilayah Provinsi Lampung di
Tahun 2018 cenderung kecil yaitu sebesar 0,24. Meski begitu
pada tataran realita terjadi ketimpangan yang cukup lebar
antara daerah yang satu dengan yang lain sehingga diperlukan
peran Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkecil gap
yang ada

Pendapatan per Kapita: di tahun 2018 Pendapatan per Kapita
Provinsi Lampung hanya sebesar 39,86 Juta, masih jauh di

bawah capaian Nasional yaitu sebesar 56 Juta

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : di tahun 2018 Indeks
Kualitas Lingkunga Hidup Provinsi Lampung sebesar 56,62,

menurun dari Tahun 2011 yaitu sebesar 57,13.

Beberapa isu strategis pembangunan Daerah Provinsi

Lampung dirumuskan, sebagai berikut :

1.

Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah
Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic

Community (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi
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Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk
yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk
Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk
ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar
ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor
pendukung investasi dan pembangunan sumber daya
manusia,;
Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September
2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang
baru yakni Sustainable Development Goal (SDGs) yang
disepakati oleh 192 negara temasuk Indonesia yang kemudian
diadopsi sebagai platform pembangunan berkelanjutan negara-
negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan
dimana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs yang
tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus
dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target SDGs menjadi
prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi
kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan
Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan
Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya melalui Peraturan
Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.
Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terdapat beberapa isu
sebagai berikut :
A. Pilar Sosial

e Tingginya persentase penduduk miskin

e Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan sumber air minum layak dan
berkelanjutan
e Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki

akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
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e Tingginya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat
pendek) pada anak balita dan baduta
B. Pilar Ekonomi
e Laju Pertumbuhan PDRB yang stagnan
e Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi belum mencapai
target
e Keberadaan desa tertinggal
e Ketimpangan antar pendapatan
e Belum optimalnya pengelolaan Keuangan Daerah
C. Pilar Lingkungan
¢ Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya Dari Kebutuhan Yang Akan Dibangun
e Terdapatnya Kawasan Kumuh
e Luas Kawasan Lindung belum sebanding terhadap Luas
Lampung
e Keberadaan kesatuan pengelolaan hutan
e Keberadaan lahan kritis
D. Pilar Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan
e Peran Lembaga dalah kehidupan Demokrasi Masyarakat

e Kebebasan Masyarakat Sipil yang terjaga

4. Pelaksanaan Pemilu serentak yang seharusnya menjadi

wahana pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai ajang
pemilihan pemimpin berdasarkan program kerja dan visi misi.
Namun dengan maraknya politik identitas akhir-akhir ini,
menimbulkan berpotensi konflik ditengah masyarakat dan
mengaburkan makna pemilu itu sendiri;

Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik,

memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan
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pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa
sebagai subjek dari pembangunan. Namun pada
pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain
Ketidaksiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan
kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan
keterlibatan dalam pembangunan desa;

Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS
tahun 2017 berjumlah 8.289.577 jiwa, sebanyak 13,14 persen
masih berada dalam kriteria miskin. angka kemiskinan
tersebut masih berada diatas rata-rata persentase penduduk
miskin secara nasional. Hal tersebut harus segera diatas
melalui program-program pengentasan kemiskinan yang masif;
Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua
terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang
pendudukan Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi
Lampung. Memasuki tahun 2014 Lampung memasuki bonus
demografi yang ditandai dengan jumlah persantase rasio
ketergantungan (depency ratio) penduduk yang berada
dibawah angka 50%. Keuntungan bonus demografi tersebut
adalah ketersedian tenaga kerja usia produktif sebagai sumber
daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui
program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM
dan penyediaan lapangan pekerjaan; agar bonus demografi
tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran
pada usia produktif;

Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut
kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Sumatera,
menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan
tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara
maksimal demi tercapainya pembangunan daerah yang

optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor
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10.

11.

12.

perhubungan dan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat;

Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km,
yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat
(210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat
Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi
perekonomian baik dari sektor perikanan, pariwisata maupun
perhubungan yang perlu dikelola dengan bagi peningkatan
perkonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
Pembangunan jalan tol trans Sumatera yang dimulai pada
tahun 2015 memberikan dampak akan menurunnya biaya
logistik yang berdampak pada kenaikan volume perdagangan
dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja
dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk menambah
dampak pembangunan tol terhadap peningkatan kesejahteraan
khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
bila disertai pembangunan infrastruktur konektivitas
pendukung yang diarahkan pada kawasan produksi dan pasar
serta memperkuat infrastruktur pertanian;

Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang
ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat
ini komoditi ekspor Lampung hanya terpaku pada komoditi
batubara, CPO, Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor
Lampung rentang terhadap fluktuasi. Hal ini harus segera
diatasi melalui diversifikasi baik komoditi maupun negara
tujuan ekspor;

Semakin maraknya penggunaan teknologi digital,
meningkatkan e-commerce pada dunia perdagangan yang dapat
berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam
membentuk sutau produk baru dengan cara pemasaran yang

lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

menengah. Namun maraknya e-commerce berdampak juga
pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor
keuangan,;

Provinsi Lampung memiliki 2 daerah tertinggal, yaitu
Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun
2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
Indikator utama penyebab ketertinggalan di 2 (dua) kabupaten
tersebut adalah kemampuan keuangan daerah, ekonomi dan
sarana prasarana. Prioritas percepatan pembangunan daerah
tertinggal adalah penurunan kemiskinan, peningkatan
pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana
pendidikan dan kesehatan serta adaptasi mitigasi bencana.
Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan
semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada
musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim
kemarau.

Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan
pencemaran sungai, menjadi kontra produktif terhadap upaya
peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang
berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi
sehingga mengancam Provinsi Lampung dalam
mempertahankan ketahanan pangan daerah dan lumbung
pangan nasional.

Masih benyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten
yang belum termanfaatkan secara optimal.

Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan
semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada
musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim
kemarau. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai,

pendangkalan dan pencemaran sungai, menjadi kontra
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produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan

tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan
menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh
yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang
urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai
permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi
kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan
daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka

menengah daerah.

Secara lebih rinci, Permasalahan Pembangunan Pangan

Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Permasalahan dan Indikator Penanganan
Masalah Urusan Pangan dan Pertanian

Urusan Permasalahan

Pangan Masih terdapat wilayah miskin rawan pangan dan
stunting

Masih tingginya harga komoditi pangan

Belum optimalnya diversifikasi
penganekaragaman konsumsi pangan yang
berbasis pangan lokal

Pertanian | Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian
dan tingginya alih fungsi lahan

Permasalahan pembangunan pertanian ketahanan pangan,
tanaman pangan dan hortikultura perlu dikelola agar dampak
yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat mudah untuk
dikelola. Adapun isu-isu strategis dalam pembangunan pertanian
ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi

Lampung adalah sebagai berikut :

11| 36



RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

5

1. Ketersediaan Bahan Pangan

Populasi Jumlah Penduduk Indonesia naik 1,19% per tahun,

maka kebutuhan akan pangan semakin meningkat.
2. Sumber Daya Lahan dan Alih fungsi Lahan

Saat ini tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
(perumahan, perkantoran dll) di Indonesia diperkirakan 106.000
ha/5th. Kondisi sumber air di Indonesia cukup
memperihatinkan, daerah tangkapan air yakni daerah aliran
sungai (DAS) kondisi lahannya sangat kritis akibat pembukaaan
hutan yang tidak terkendali. Sejak 10 tahun terakhir terjadi
banjir dengan erosi hebat dan ancaman tanah longsor pada
musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim
kemarau. Selain alih fungsi lahan, kompetisi penggunaan lahan
antar komoditi tanaman juga terjadi, dampak perubahan iklim
dalam penyediaan pangan, sarana dan prasarana pertanian

yang belum sesuai kebutuhan.
3. Kapasitas Produksi Masih Rendah

e Produksi meningkat, namun kapasitas produktivitas
menunjukkan trend negative semakin menurun, kemiskinan
petani dan pedesaan masih cukup tinggi, minat anak muda
untuk berusaha tani kurang. Dengan laju peningkatan
produksi pangan cenderung melandai dengan rata-rata
pertumbuhan kurang satu persen sedangkan pertambahan
penduduk sebesar 1,19% setiap tahun dan belum
berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan
teknologi sesifik lokasi karena hambatan infrastruktur
pertanian. Lahan milik petani umumnya skala kecil (kurang
dari 0,5 hektar) yang berjumlah 13,7 juta KK menyebabkan

aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan,
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teknologi, sarana produksi dan pasar. Masih  banyak
dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi
khususnya pupuk bersubsidi, lambatnya penerapan
teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial

petani.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Digitalisasi Pertanian

Adaptasi dan integrase teknologi informasi pertanian masih
rendah, diperlukan kesiapan sumber daya Manusia dalam

menghadapi era industry 4.0 dan digitalisasi pertanian.
5. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian

e Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak
menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman,
masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta
sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir,
longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem cadangan
pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya : (1) sistem
cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi
darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) cadangan
pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur,
tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) kelembagaan
lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan
komunitas lainnya, (4) sistem cadangan pangan melalui
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha
lainnya

6. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses
pangan
e Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung
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dengan laju pertumbuhan + 1,19 % selama 10 tahun
terakhir, memberikankan konsekuensi dari kondisi
tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan
lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan
dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Masih
tinggi angka kemiskinan di Lampung di tahun 2017
adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran
dan Kabupaten Lampung Timur.

Kelancaran distribusi dan akses pangan. Masalah yang
dijumpai adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan
prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar
dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi
pasar, (5) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (6)
hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak
resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh
spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan pangan

karena terkena bencana.

Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga
pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata
sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa panen dan
rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia
semakin tidak menentu, dan sangat rentang terhadap
pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya
stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar

petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan

menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal

Konsumsi beras masyarakat Lampung pada tahun 2018
yaitu sebesar 75,6 kg/kap/thn (Dinas Ketahanan Pangan,
2019), hal ini diikuti dengan peningkatan nilai Pola Pangan

Harapan mencapai 88,5, konsumsi energi mengalami
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penurunan dari 1.941,8 kkal/kap/hr (97,09 %AKE) pada
tahun 2017 menjadi 1.863,5 kkal/kap/hr atau (93,175
%AKE). Konsumsi protein pun mengalami penurunan dari
(104,73 %AKP) atau 54,46 gram/kap/hr pada tahun 2017
menjadi 51,8 gram/kap/hr (99,615 %AKP) pada tahun 2018.
Konsumsi pangan dengan bahan baku terigu mengalami
penurunan yakni dari 12,4 % pada tahun 2017 menjadi 12%
pada tahun 2018.

o Faktor penyebab belum berkembangannya konsumsi pangan
lokal adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat
guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis
tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka
pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis
pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui
penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,
(3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi
konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur
pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra
pangan lokal, (5) belum optimalnya pengembangan program
perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui
peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan
program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan

vitamin A.

8. Peningkatan status gizi masyarakat
e Peningkatan status gizi harus dilakukan dalam rangka
mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang
gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu masa
depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja
putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun
tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat

ditempuh melalui : (1) komunikasi, informasi dan edukasi
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tentang gizi dan kesehatan, (2) penguatan kelembagaan
pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (3)
peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga
pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang

pangan dan gizi.

Tabel 3.4 Kondisi Gizi Masyarakat Lampung 2015-2018

INDIKATOR 2015 2016 2017
GIZI MASYARAKAT
Balita sangat pendek (%) 0,1 0,6 10,1
Balita Pendek (%) 16,6 18,2 21,5
Normal (%) 77,4 75,2 68,5
Sangat Pendek + Pendek 22,6 24,8 31,5
(“0)

9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

e Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan
pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental,
pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya
bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan
kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen
(khususnya industri kecil dan menengah) terhadap
keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus
keracunan pangan baik produk pangan segar maupun

olahan.

e Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran
peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha
untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan

harus dilakukan

o Di berbagai wilayah telah terjadi beberapa kasus keracunan
dan gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi
pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan
kimia, biologis, dan fisik lainnya. Hal ini antara lain

dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran para
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pengusaha waralaba (ritel)] untuk menjual produk segar
yang aman dan bermutu, belum efektifnya penanganan dan
pengawasan keamanan pangan, SDM dan pedoman, standar
keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor
belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum
terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke
dalam negeri, belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi
pelanggar hukum di bidang pangan segar, koordinasi lintas
sektor dan subsektor terkait keamanan pangan belum
optimal serta masih rendahnya kesadaran pelaku usaha
terhadap penerapan sertifikasi/labelisasi dan registrasi

Produk Segar Asal (PSAT) sebagai persyaratan eksport.
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BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Dengan memperhatikan visi dan misi 5 Gubernur Lampung
yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis
pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah
perkotaan, dan tujuan Provinsi Lampung yaitu meningkatnya
perekonomian daerah berbasis pertanian dan sasaran yang hendak
dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang terdapat pada RPJMD
Provinsi Lampung 2019-2024 serta mengidentifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi OPD maka ditetapkan tujuan dan
sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Lampung sebagai berikut :

4.1. Tujuan
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Lampung
maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung yaitu :
1. Menjaga stabilitas harga, menurunnya kemiskinan dan
mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung; dan
2. Meningkatkan ketersediaan produksi tanaman pangan dan

hortikultura berkelanjutan.

4.2. Sasaran
Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung berdasarkan tujuan diatas,
yaitu :
1. Pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan
ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan. Komoditas tanaman
pangan strategis terdiri dari tanaman Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi

Kayu; dan
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3. Meningkatnya produksi hortikultura. Komoditas hortikultura
unggulan terdiri dari Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang

dan Manggis.

Secara lengkap tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

sebagaimana berikut ini :
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LT

b

Tabel T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
NO. TUJUAN SASARAN
TUJUAN/SASARAN 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Menjaga Pemantapan
Stabilitas ketahanan
harga, pangan
menurunkan | melalui
kemiskinan pengembangan
dan . k.etelisedlgan, Indeks Ketahanan 76 77 78 79 0
mengurangi distribusi, Pangan
ketimpangan | konsumsi dan
wilayah di keamanan
Provinsi pangan
Lampung
2. | Meningkatkan | Meningkatnya | Jumlah Produksi
Ketersediaan | Produksi Padi (Ton GKG) 2.315.587 | 2.477.678 | 2.651.116| 2.836.694 | 3.035.262
Produksi Tanaman :
Tanaman Pangan jzgrﬂﬁg gf)‘f;ﬁ?l 2.491.697 | 2.517.073 | 2.542.733 | 2.568.633 | 2.594.794
Porbalanjutan Jumlah Produksi 77.943|  77.984|  78.027|  78.070|  78.110
J Kedelai (Ton BK) ' ' ' ' '
Jumlah Produksi 5.078.552 | 5.130.268 | 5.182.622 | 5.235.539 | 5.289.008
Ubikayu (Ton)
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INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
NO. T AN ASARAN
o UJu St TUJUAN/SASARAN 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 )
3. | Meningkatkan | Meningkatnya | Jumlah Produksi
Ketersediaan | Produksi Cabai Besar (Ton) 49.555 51.636 53.857 56.280 58.925
Produksi Hortikultura Jumlah Produksi
Hortikultura Bawang Merah 4.053 4.223 4.417 4.629 4.860
Berkelanjutan (Ton)
Jumlah Produksi 649.315 664.899 | 682.186 701.287 | 722.326
Nenas (Ton)
Jumlah Produksi 1.496.676 | 1.526.600| 1.557.141| 2.055.427 | 2.096.535
Pisang (Ton)
Jumlah Produksi 3.020 2.117 3.223 3.465 3.604

Manggis (Ton)
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BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah
dikemukakan dalam Bab III dan dikaitkan dengan target-target
solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan
sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi
dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang

sebagai berikut :

5.1. Strategi
Strategi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian yang
tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024 Misi
S yaitu “Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis
pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah
perkotaan® yaitu
1. Meningkatkan ketersediaan akses, distribusi, keamanan dan
penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam,;
dan
2. Meningkatkan produksi dan produktivas dan nilai tambah
hasil pertanian serta kelautan dan perikanan, serta

kehutanan.
Maka guna mewujudkan strategi pembangunan Provinsi

Lampung dirumuskan strategi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sebagai berikut :
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Urusan Wajib Bidang Pangan

1.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan
melalui kegiatan produktif berbasis pertanian;

Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui
penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat;
Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan
rawan pangan;

Meningkatkan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya
pangan lokal sesuai potensi wilayah;

Mempromosikan dan mengedukasi kepada masyarakat
untuk memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang
dan aman (B2SA) bersumber daya lokal; dan

Mengawasi kualitas dan keamanan pangan segar asal
tumbuhan serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas
lintas sektor dalam penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan melalui dukungan penelitian dan

pengembangan pangan.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian

1.

Meningkatkan pembangunan/perbaikan dan sarana
prasarana pertanian;

Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP);

Meningkatkan penyediaan /fasilitasi sarana produksi;
Menguatkankemampuan petani dalam adopsi dan
Penerapan teknologi pertanian;

Mengatur pola tanam;

Mengamankan produksi;

Menyediakan sarana prasarana pasca panen dan
pengolahan hasil;

Menurunkan kehilangan hasil pada tahap panen/pasca
panen;

Meningkatkan mutu produksi (daya saing) melalui
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teknologi pasca panen/ pengolahan hasil;

10. Meningkatkan akses petani terhadap sumber permodalan;
dan

11. Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh pertanian
dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan petani

dan ketenagaan penyuluh pertanian;

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Gubernur Lampung dalam RPJMD dalam hal
pertanian adalah terwujudnya kedaulatan pangan dan desa mandiri
yang berbasis sumberdaya lokal. Peningkatan kedaulatan pangan
adalah bagian dari agenda 7 (tujuh) nawa cita (mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor stretegis
ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada
kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri. Hal ini
dapat diwujudkan dengan merevitalisasi pertanian dan perikanan
serta kehutanan serta menyediakan pangan berkualitas bagi
masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan pertanian Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung guna
mewujudkan visi dan misi dalam program dan kegiatan
berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana
strategis (Renstra) tahun 2019 - 2024 pembangunan Provinsi
Lampung bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura, sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bidang Pangan
1. Pengelolaan cadangan pangan, pengembangan sistem
distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka
meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat dan
antisipasi kebutuhan pangan;

2. Peningkatan koordinasi, sinergitas lintas sektor dalam
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pengolahan ketersediaan dan distribusi, harga dan
cadangan pangan;

Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam
berbasis potensi sumberdaya lokal dan memantapkan
penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dan kelaparan;

Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan
pekarangan dan konsumsi pangan beragam, bergizi,
seimbang dan aman (B2SA;

Promosi, sosialisasi dan edukasi guna peningkatan
konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
Peningkatan koordinasi, sinergitas lintas sektor dalam
pengawasan keamanan pangan; dan

Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan

industri pangan lokal.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian

1.

a kb

Peningkatan luas layanan air baik irigasi dan non irigasi
untuk  perluasan lahan siap tanam = melalui
Pembangunan/rehab jarigan irigasi tingat usaha tani,
jaringan irigasi desa, Embung, checkdam, sumur bor;
Pembangunan/rehab jalan usaha tani;

Peningkatan IP melalui sumber-sumber air permukaan;
Optimalisasi potensi lahan sawah dan rawa;

Peningkatan ketersediaan benih/ bibit unggul berkualitas
dengan pengembangan potensi penangkaran benih dan
penyiapan cadangan benih daerah;

Perbanyakan benih sumber padi dan optimalisasi fungsi
balai benih tanaman pangan dan hortikultura;

Sertifikasi dan pengawasan mutu benih;

Pelestraian Sumber Daya Genetik (SDG) / Plasma Nuftah;

Pengawasan dan penyaluran pupuk Bersubsidi;
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10

11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21

22

Pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida di
tingkat petani;

Optimalisasi penggunaan pupuk organik;

Penerapan teknologi pertanian dengan pendampingan
penyuluh dan litbang pertanian;

Peningkatan Teknologi budidaya lahan kering dan
mekanisasi pertanian;

Penerapan pola tanam yang terintegrasi dan terkoordinasi
lintas sektor dan daerah;

Penerapan Pengendalian hama terpadu (PHT);
Pengendalian OPT ramah lingkungan (agens hayati);
Antisipasi dampak perubahan iklim;

Revitalisasi Penggilingan padi;

Perbaikan pasca panen dan Penerapan GHP;
Peningkatan peran Kelembagaan usaha agribisnis;
Pengembangan distribusi, pemasaran dan promosi
produk unggulan; dan

Penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan

ekonomi petani berbasis kawasan pertanian

Secara lengkap strategi dan arah kebijakan, Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

dalam lima tahun mendatang yang relevans dan konsisten antar

pernyataan visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung dijabarkan

dapat lihat pada rincian Tabel T-C.26 sebagai berikut :
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Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI

: RAKYAT LAMPUNG BERJAYA

MISI :

MEMBANGUN KEKUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN
DAN WILAYAH PEDESAAN YANG SEIMBANG DENGAN WILAYAH

PERKOTAAN
TUJUAN | SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 2: | Sasaran 2: | Strategi : Arah Kebijakan:
Terwu- Mening- Urusan Wajib : Pangan Urusan Wajib : Pangan
judnya katnya 1. Meningkatkan akses 1. Pengelolaan
pertum- peran masyarakat terhadap cadangan pangan,
buhan pertanian pangan melalui pengembangan
ekonomi | dalam kegiatan produktif sistem distribusi dan
berbasis | pereko- berbasis pertanian; stabilitas harga
perta- nomian pangan dalam
nian Lampung rangka
meningkatkan
keterjangkauan

2. Menjaga stabilitas
pasokan dan harga
pangan melalui
penguatan

kelembagaan distribusi

pangan masyarakat;

3. Memprioritaskan
pelaksanaan kegiatan

di daerah rentan rawan

pangan,;

pangan masyarakat
dan antisipasi
kebutuhan pangan;

2. Peningkatan
koordinasi,
sinergitas lintas
sektor dalam
pengolahan
ketersediaan dan
distribusi, harga dan
cadangan pangan;

3. Peningkatan
ketersediaan pangan
yang beranekaragam
berbasis potensi
sumberdaya lokal
dan memantapkan
penanganan
kerawanan pangan
untuk mengurangi
jumlah penduduk
miskin dan
kelaparan;
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4. Meningkatkan
pemanfaatan dan
pengolahan sumber
daya pangan lokal
sesuai potensi wilayah;

5. Mempromosikan dan
mengedukasi kepada
masyarakat untuk
memanfaatkan pangan
beragam, bergizi,
seimbang dan aman
(B2SA) bersumber daya
lokal; dan

6. Pengawasan kualitas
dan keamanan pangan
segar asal tumbuhan
serta meningkatkan
koordinasi dan
sinergitas lintas sektor
dalam
penganekaragaman
konsumsi dan
keamanan pangan
melalui dukungan
penelitian dan
pengembangan pangan

Urusan Pilihan :

Pertanian

1. Meningkatkan
pembangunan /
perbaikan dan sarana
prasarana pertanian.

2. Peningkatan Indeks
Pertanaman

4. Pemberdayaan
masyarakat untuk
memanfaatkan
pekarangan dan
konsumsi pangan
beragam, bergizi,
seimbang dan aman
(B2SA);

5. Promosi, sosialisasi
dan edukasi guna
peningkatan
konsumsi pangan
beragam, bergizi,
seimbang dan aman;

6. Peningkatan
koordinasi,
sinergitas lintas
sektor dalam
pengawasan
keamanan pangan;
dan

7. Peningkatan
dukungan penelitian
dan pengembangan
industri pangan
lokal.

Urusan Pilihan :

Pertanian

1 Meningkatkan luas
layanan air baik
irigasi dan non
irigasi untuk
perluasan lahan siap
tanam melalui
Pembangunan/
rehab jarigan irigasi
tingat usaha tani,
jaringan irigasi desa,
Embung, chekdam,
sumur bor

2 Pembangunan/
rehab jalan usaha
tani
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3. Peningkatan

penyediaan /fasilitasi
sarana produksi

. Penguatan kemampuan
petani dalam adopsi
dan Penerapan
teknologi pertanian.

. Pengaturan pola tanam

. Pengamanan produksi
TPH

. Penyediaan sarana
prasarana pasca
panen dan pengolahan
hasil.

. Menurunkan
kehilangan hasil pada
tahap panen/pasca
panen.

. Peningkatan mutu
produksi (daya saing)
melalui teknologi
pasca panen/
pengolahan hasil.

10. Peningkatan akses

petani terhadap
sumber permodalan.

3. Peningkatan IP

melalui sumber-
sumber air
permukaan

4 Optimalisasi potensi

lahan sawah dan
rawa

5. Meningkatkan

ketersediaan benih/
bibit unggul
berkualitas dengan
pengembangan
potensi penangkaran
benih dan penyiapan
cadangan benih
daerah

6. Perbanyakan benih

sumber padi dan
optimalisasi fungsi
balai benih tanaman
pangan dan
hortikultura

7. Sertifikasi dan

pengawasan mutu
benih

8. Pelestraian Sumber

Daya Genetik (SDG)
/ Plasma Nuftah

9. Pengawasan dan

penyaluran pupuk
Bersubsidi

10. Pengawasan
peredaran dan
penggunaan
pestisida di tingkat
petani

K
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11. Peningkatan peran 11. Mengoptimalkan
dan fungsi penyuluh penggunaan pupuk
pertanian dalam organik.

Upaya Peningkatan

kapasitas 12. Penerapan
Kelembagaan petani teknologi pertanian
dan ketenagaan dengan

penyuluh pertanian. pendampingan

penyuluh dan
litbang pertanian.

13. Teknologi budidaya
lahan kering dan

mekanisasi
pertanian

14. Penerapan pola
tanam yang
terintegrasi dan

terkoordinasi lintas
sektor dan daerah
15. Penerapan PHT
16. Pengendalian OPT
ramah lingkungan
(agens hayati)
17. Antisipasi dampak
perubahan iklim
18. Revitalisasi
Penggilingan padi
19. Perbaikan pasca
panen dan
Penerapan GHP
20. Peningkatan peran
Kelembagaan
usaha agribisnis
21. Pengembangan
distribusi,
pemasaran dan
promosi produk
unggulan
22. Menguatkan
kelembagaan
petani dan
kelembagaan
ekonomi petani
berbasis kawasan
pertanian
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Rencana Strategis
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari
RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari program
yang menunjang secara langsung pencapaian visi, misi dan
program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat
sesuai tugas dan fungsi di bidang pertanian dan pangan.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan
pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada 2 (dua) urusan
yaitu urusan wajib bidang pangan dan urusan pilihan bidang

pertanian.

6.1. Rencana Program
Rencana rogram pembangunan sektor pertanian dalam hal ini

tanaman pangan dan hortikultura serta ketahanan pangan di
Provinsi Lampung yang mendukung kebijakan pembangunan
pertanian secara nasional dan dengan memperhatikan tujuan,
sasaran dan indikator/target kinerja serta strategi arah kebijakan
yang harus dicapai, dijabarkan dalam 11 (sebelas) program kegiatan
terdiri dari 2 (dua) program urusan wajib bidang pangan dan 9
(sembilan) program urusan pilihan bidang pertanian, sebagai
berikut :
6.1.1.Urusan Wajib Bidang Pangan, yaitu :
1. Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi, Pangan;

dan
2. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan;
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6.1.2. Urusan Pilihan Bidang Pertanian, yaitu :

1.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Tanaman Pangan;

Program Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Hortikultura;
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu dan
Bersertifikat;

Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura;

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan
dan Hortikultura;

Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis
Pertanian; dan

Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian,

dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.

Selain 11 (sebelas) program mendukung kebijakan

pembangunan pertanian secara nasional, juga didukung dengan

kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam 4 (Empat)

program, sebagai berikut :

1.
2.
3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat
Daerah; dan

Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta Asset

Perangkat Daerah.
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6.2. Kegiatan
Rincian kegiatan untuk masing-masing program dijabarkan

sebagai berikut :

6.2.1. Urusan Wajib Bidang Pangan, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Ketersedian Dan Distribusi Pangan,
dengan kegiatan :

Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan;

Pemantauan dan Pengendalian Harga Pangan;

Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat;

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pemantauan Ketersediaan dan Akses Pangan;

Penanganan Daerah Rawan Pangan; dan

No R e b=

Pengembangan Sumber Daya Pangan;

2. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Dan

Keamanan Pangan, dengan kegiatan :

1. Pemberdayaan Pekarangan Pangan;

2. Pengembanan Usaha Pangan Lokal;

3. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar;
Penguatan Kelembagaan Sertifikasi, Registrasi dan Labelisasi
Produk Pangan Segar; dan

6. Penguatan Kelembagaan Sertfikasi Produk Pangan Segar
Asal Tumbuhan (PSAT).

6.2.2. Urusan Pilihan Bidang Pertanian, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Tanaman Pangan, dengan kegiatan :
1. Pengembangan pengelolaan tanaman terpadu;

2. Pengembangan budidaya padi;
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0 ® N ok W

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Pengembangan budidaya jagung;

Pengembangan budidaya kedelai;

Pengembangan budidaya kacang lainnya;
Pengembangan budidaya ubikayu;

Pengembangan budidaya umbi lainnya;

Gerakan Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan;

Pengembangan budidaya padi organik / bebas residu;

. Optimalisasi pemanfaatan alsintan mendukung gerakan

percepatan tanam Padi/Jagung/Kedelai;

Ubinan Tanaman Pangan,;

Pembinaan kawasan/sentra perbenihan padi berbasis
korporasi;

Pembinaan kawasan/sentra perbenihan jagung berbasis
korporasi;

Fasilitasi cadangan benih daerah (CBD) Padi;

Perbanyakan benih pokok padi;

Perbanyakan benih pokok kedelai;

Perbanyakan benih ubi kayu;

Pengelolaan UPB di Balai Benih Tanaman Pangan dan
Alsintan; dan

Sosialisasi penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)

Tanaman Pangan.

. Program Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah

Hortikultura, dengan kegiatan :

o o R L b=

Pengembangan Cabai;

Pengembangan Bawang Merah;

Pendampingan Pengembangan kawasan Bawang Putih;
Pengembangan Kawasan Tanaman Buah;
Pengembangan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara;

Pemasyarakatan Benih Hortikultura Bermutu;
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10.
11.
12.
13.
14.

Registrasi Kebun dan Inventarisasi/Pemetaan potensi Buah
di Provinsi Lampung;

Registrasi Lahan Usaha dan Inventarisasi/Pemetaan potensi
Sayur di Provinsi Lampung;

Pengembangan Perbibitan Buah - buahan di Balai Benih;
Pengembangan Perbibitan Sayuran di Balai Benih;
Pengembangan Perbibitan Tanaman Hias di Balai Benih;
Pengembangan florikultura;

Pengembangan tanaman obat; dan

Pengembangan teknologi urban farming.

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan

Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan kegiatan :

1.

10.

11

Sosialisasi dan koordinasi pengembangan Kartu Petani
Berjaya (KPB);

Penyiapan database dan sistem informasi Kartu Petani
Berjaya (KPB);

Implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB);

Pengembangan /Pembinaan Brigade Alsintan/UPJA
Bantuan Alsintan Prapanen melalui anggaran APBN di
Provinsi Lampung;

Pendampingan/Monev Pelaksanaan Program Kegiatan
Pembiayaan (AUTP, FPPS, LKM-A di Provinsi Lampung);
Pembinaan dan Monitoring Perda Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Provinsi Lampung;
Pengembangan/pembinaan optimalisasi lahan sub optimal;
Pengembangan Irigasi Air Permukaan dan Air Tanabh;
Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Jaringan Irigasi
Desa;

Pengembangan Jalan Usaha Tani;

. Pengembangan /Rehabilitasi = Sarana dan  Prasarana

Pertanian;
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12. Pembinaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana
Pertanian;

13. Penguatan, Pemberdayaan dan Kelembagaan P3A, GP3A dan
IP3A;

14. Pengembangan Mekanisasi Alsintan; dan

15. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Mekanisasi Alsintan.

Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan

kegiatan :

1. Festival produk unggulan TPH;

2. Pembinaan penanganan pasca panen tanaman pangan;

3. Pembinaan penanganan pasca panen tanaman
hortikultura;
Desiminasi Hasil TPH melalui event pameran/promosi;
Dukungan kerjasama penyediaan kebutuhan pangan
dengan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Forum
Komunikasi Daerah (FKD) Mitra Praja Utama (MPU);
Peningkatan daya saing komoditi hortikultura;
Peningkatan peran kelembagaan usaha agribisnis Tanaman
Pangan;

8. Peningkatan peran kelembagaan usaha  agribisnis
Hortikultura;

9. Pembinaan pengolahan hasil Tanaman Pangan; dan

10. Pembinaan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura.

Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu

dan Bersertifikat, dengan kegiatan :

1. Pengawasan mutu dan monitoring peredaran benih/bibit
tanaman pangan dan hortikultura;

2. Inventarisasi/regristrasi pohon induk buah-buahan;
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7.

Identifikasi/observasi sumberdaya genetik (SDG) varietas
unggul lokal;

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Petugas Teknis
Perbenihan;

Pengelolaan Laboratorium Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih (BPSB); dan

Sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura, dengan kegiatan :

1.

S e

Penerapan teknik pengendalian hama terpadu (PHT) pada
tanaman pangan;

Penerapan teknik pengendalian hama terpadu (PHT) pada
tanaman hortikultura;

Gerakan pengendalian (gerdal) tanaman pangan;

Gerakan pengendalian (gerdal) tanaman hortikultura;
Pemasyarakatan penggunaan agens hayati;

Penguatan kapasitas petugas organisme pengganggu
tumbuhan (POPT) dan kelompok tani; dan

Pengelolaan Laboratorium Balai Proteksi Tanaman Pangan

dan Hortikultura.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan

dan Hortikultura, dengan kegiatan :

1.

2
3.
4

Pemasyarakatan budidaya dengan pola tanam ganda;
Percontohan budidaya ramah lingkungan/spesifik lokasi;
Pengelolaan PKK Agropark;

Penerapan Teknologi Budidaya tanaman pangan pada Lahan
Kering;

Penerapan Teknologi Budidaya Hortikultura pada Lahan
Kering; dan

Pengelolaan UPB di Balai Benih Hortikultura.
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8. Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan

Agribisnis Pertanian, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi pengembangan akses permodalan petani;

2. Pembinaan dan Penagihan dana perkuatan permodalan
bidang pertanian;

3. Penghapusan Piutang Dana Penguatan Usaha Modal
Kelompok (PMUK);

4. Pengelolaan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan layanan
umum daerah;

5. Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan
Tanaman Pangan Berbasis Korporasi;

6. Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan
Hortikultura Berbasis Korporasi;

7. Sosialisasi/ Koordinasi /evaluasi Masterplan/ Action Plan
Pengembangan Kawasan Pertanian TPH;

8. Penyusunan Profil Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura;

9. Sinkronisasi/Koordinasi/Sosialisasi Perencanaan Program/
Kegiatan dan Anggaran;

10. Pengelolaan data statistik dan informasi pertanian tanaman
pangan dan hortikultura;

11. Peningkatan kapabilitas petugas pengelola data statistik
pertanian;

12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
dan Anggaran;

13. Penyusunan buku potensi komoditi tanaman pangan;

14. Penyusunan buku potensi komoditi tanaman hortikultura;
dan

15. Penyusunan Basic Price Tanaman Pangan dan Hortikultura.
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9. Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM

Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan, dengan

kegiatan :

1. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan Petani;

2. Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian;

3. Penyusunan Programa Penyuluhan;

4. Temu teknis Penyuluhan Pertanian;

5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Petugas Penyuluh;

6. Optimalisasi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu (TB)

10.

11

12.

13.

14.
15.

Polinela dalam membangun kemitraaan;

Apresiasi Penyuluh Pertanian;

Operasional Komisi Penyuluhan Provinsi Lampung;

TOT penyuluh pertanian tentang Good Agriculture Practice
(GAP);

Pelatihan petani penangkar benih;

. Fasilitasi Forum Penyuluhan dan KTNA Provinsi Lampung

(Temu teknis, komisi penyuluhan, penilaian penyuluh
teladan, PEDA, PENAS dll);

Pemberdayaan  Kelompok Tani melalui Integrated
Participatory Development and Management of Irrigation
Project (IPDMIP);

Pendampingan Penyusunan Rencana Kebutuhan Kelompok
(RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
Akselerasi pembangunan pertanian (APP); dan
Pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis

kawasan.
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Kegiatan yang mendukung kebijakan pemerintah daerah yang

dituangkan dalam 4 (Empat) program, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

kegiatan :

1.
2
3
4
5.
6
7
8
9

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja;
Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik;
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan,;

. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11.
12.
13.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor; dan
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis

perkantoran.

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur,

dengan kegiatan :

No gk b=

Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan;
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas; dan

Penyelenggaraan hari-hari besar.
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3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat
Daerah, dengan kegiatan :
1. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan
Fungsional;
Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur;
Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan
Informasi Publik; dan

4. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

4. Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset
Perangkat Daerah, dengan kegiatan :
1. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja;
2. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan,;
3. Penyusunan dokumen perencanaan;
4. Pengembangan E-Goverment Perangkat Daerah dan
Publikasi Pembangunan; dan
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan

Asset.

6.3. Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mewujudkan swasembada ketahanan pangan
dan pertanian berkelanjutan dibutuhkan Dukungan pendanaan
yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari
APBD, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain
diantaranya melalui APBN dan DAK. Selain itu, tidak menutup
kemungkinan pula keterlibatan swasta, perbankan (skim kredit dan
kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat.

Kebutuhan pendanaan program dan kegiatan sektor pertanian
dan pemantapan ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
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Lampung tahun 2019-2024 secara indikatif adalah sebesar
Rp 312.021.090.000,00 (Tiga ratus dua belas milyar dua puluh satu
juta sembilan puluh ribu rupiah).

Kebutuhan anggaran pembangunan yang bersumber dari dana
APBD Provinsi Lampung terinci pada tahun 2020 diperkirakan
sebesar Rp 53.018.000.000,00, tahun 2021 diperkirakan sebesar
Rp 57.232.425.000,00, tahun 2022 diperkirakan sebesar
Rp 62.624.083.000,00, tahun 2023 diperkirakan sebesar
Rp 66.548.351.000,00 dan pada akhir renstra pada tahun 2024
diperkiraan membutuhkan dana sebesar Rp 72.598.231.000,00.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan
analisis dan perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan dan
pertanian, meliputi pengembangan ketersediaan dan distribusi
pangan, pengembangan penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan, peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan
nilai tambah tanaman pangan dan hortikultura, penyediaan dan
pengembangan prasarana dan sarana pertanian, penganan pasca
panen dan pemasaran, penyediaan dan pengawasan benih
bermutu, perlindungan dan pengamanan produksi tanaman
pangan dan hortikultura, penerapan teknologi, peningkatan
pelayanan dan pengembangan agribisnis pertanian, pengembangan
kualitas sdm pertanian dan system penyelenggaraan penyuluhan
serta pengembangan pemberdayaan untuk meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat terutama di lokasi rentan
ketahanan pangan dan lokasi sentra produksi pangan serta
pemberdayaan kelompok/gapoktan/kelompok wanita tani dalam
rangka optimalisasi pekarangan dan peningkatan kualitas
konsumsi pangan keluarga.

Kelompok sasaran pembangunan ketahanan pangan dan
pertanian Provinsi Lampung adalah aparatur sipil negara baik yang
bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan

dan Hortikultura maupun tersebar pada Unit Pelayanan Teknis
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Daerah yang bertempat di Kabupaten/kota, Asn Kabupaten/kota,
serta kelompok masyarakat antara lain pelaku usaha, kelompok
tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok
wanita tani, PKK, Pelaku Usaha, Anak Sekolah dan semua yang
terkait dengan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian.

Penetapan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024, secara lengkap yang disajikan pada Tabel
T-C.27 sebagai berikut :
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a. Urusan Wajib : Bidang Pangan

Meningk

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2020- 2024

atnya
Perekon stabi
omian litas
Daerah harg
Berbasis a
pertania Pemberdaya | Jumlah unit 60 | 175.000. | 60 | 160.000. | 60 | 170.000. | 60 | 180.000. | 60 | 190.000. | 300 | 875.000.0 Bid.
n an Lembaga | lembaga 000 000 000 000 000 00 Ketersedia
Distribusi distribusi andan
Pangan pangan Distribusi
yang Pangan
terbina
Pemantauan | Laporan Lapor 1 100.000. 1 185.000. 1 195.000. 1 205.000. 1 215.000. 5 900.000.0 Bid.
dan pemantau an 000 000 000 000 000 00 Ketersedia
Pengendalia | andan an dan
n Harga pengendal Distribusi
Pangan ian harga Pangan
pangan
Pemberdaya | Jumlah Unit 40 | 100.000. | 40 | 280.000. | 40 | 290.000. | 40 | 300.000. | 40 | 310.000. | 200 | 1.280.000 Bid.
an Lumbung | lumbung 000 000 000 000 000 .000 Ketersedia
Pangan pangan an dan
Masyarakat | yang Distribusi
terbina Pangan
Pengemban | Jumlah Ton 40 | 200.000. | 40 | 430.000. | 40 | 440.000. | 40 | 450.000. | 40 | 460.000. | 200 | 1.980.000 Bid.
gan cadangan 000 000 000 000 000 .000 Ketersedia
Cadangan pangan an dan
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Pangan pemerinta Distribusi
Pemerintah | h Pangan
Pemantauan | Jumlah Komo 15 160.000. 15 160.000. 15 170.000. 15 180.000. 15 190.000. | 75 | 860.000.0 Bid.
Ketersediaa | laporan ditas 000 000 000 000 000 00 Ketersedia
ndan Akses | pemantau an dan
Pangan an Distribusi

ketersedi Pangan

aan dan

akses

pangan
Penanganan | Jumlah Kab/ 15 300.000. 15 | 690.000. 15 710.000. 15 | 730.000. 15 750.000. | 75 | 3.180.000 Bid.
Daerah lokasi Kota 000 000 000 000 000 .000 Ketersedia
Rawan rawan an dan
Pangan pangan Distribusi

kronis Pangan

dan

transier

yang

tertangan

ni
Pengemban | Jumlah Komo 13 120.000. 13 | 210.000. 13 | 220.000. 13 | 230.000. 13 240.000. | 65 | 1.020.000 Bid.
gan Sumber | laporan ditas 000 000 000 000 000 .000 Ketersedia
Daya potensi an dan
Pangan sumber Distribusi

daya Pangan

angan

Pemberdaya | Jumlah Kelom | 15 | 250.000. | 15 | 460.000. | 15 | 470.000. | 15 | 480.000. | 15 | 490.000. | 75 | 2.150.000 Bid.

an kelompok pok 000 000 000 000 000 .000 Konsumsi

Pekarangan | pemberda dan

Pangan yaan Keamanan
pekarang Pangan
an pangan

Pengemban | Jumlah Pelak | 20 | 200.000. | 20 | 230.000. | 20 | 240.000. | 20 | 250.000. | 20 | 260.000. | 100 | 1.180.000 Bid.

gan Usaha pelaku u 000 000 000 000 000 .000 Konsumsi

Pangan usaha usaha dan

Lokal pangan Keamanan

Pangan
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lokal yang

terbina
Percepatan Jumlah Kelom | 20 570.235. 20 726.775. 20 711.183. 20 775.201. 20 844.831. | 100 | 3.628.225 Bid.
Penganekar | kelompok pok 000 000 000 000 000 .000 Konsumsi
agaman masyarakat dan
Konsumsi yang Keamanan
Pangan terbina Pangan
Beragan,
Bergiji,
Seimbang
dan Aman
(B2SA)
Pemantauan | Jumlah Pelak 20 546.800. 20 590.000. 20 620.000. 20 650.000. 20 680.000. | 100 | 3.086.800 Bid.
dan pedagang/ u 000 000 000 000 000 .000 Konsumsi
Pengawasan | pelaku usaha dan
Keamanan usaha Keamanan
Pangan pangan Pangan
Segar segar

diperedara

nyang

terpantau
Sertifikasi, Jumlah Komo 20 360.000. 20 670.000. 20 690.000. 20 710.000. 20 730.000. | 100 | 3.160.000 Bid.
Registrasi sertifikasi, ditas 000 000 000 000 000 .000 Konsumsi
dan registrasi dan
Labelisasi dan Keamanan
Produk labelisasi Pangan
Pangan produk
Segar pangan

segar
Penguatan Laporan Lapor 1 1.685.90 1 260.000. 1 270.000. 1 280.000. 1 290.000. 5 2.785.900 Bid.
Kelembagaa | pemberda an 0.000 000 000 000 000 .000 Konsumsi
n Sertifikasi | yaan dan
Produk kelembag Keamanan
Segar Asal aan Pangan
Tumbuhan sertifikasi
(PSAT) PSAT

4.767.9 | 280 | 5.051.7 | 280 | 5.196.1 | 280 | 5.420.2 | 280 | 5.649.8 | 1.4 | 26.085.9
35.000 75.000 83.000 01.000 31.000 00 25.000
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b. Urusan Pilihan : Pertanian

B. URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN
Peningk | 1 Menin
atan gkatka
Produksi n
Tanama Produ
n ksi
Pangan Tana
dan man
Hortikul Panga
tura
Pengembangan Luas areal
pengelolaan tanamg tanaman 000. 390.00 420. 450. 480. | 350 | 2.090.0 TP
terpadu. pangan 000 0.000 000. 000. 000. 00.000
terpadu. 000 000 000
2 Menin 2 Pengembangan Luas areal Ha 100 12 150 175 200 Bid.
gkatka budidaya padi. tanam padi. 150. 0 | 180.00 225. 262. 300. | 745 | 1.117.5 TP
n 000. 0.000 000. 500. 000. 00.000
Produ 000 000 000 000
ksi 3 Pengembangan Luas areal Ha 150 17 200 225 250 Bid.
Tana budidaya jagung. tanam 300. 5 | 350.00 400. 450. 500. | 1.00 | 2.000.0 TP
man jagung. 000. 0.000 000. 000. 000. | O 00.000
Hortik 000 000 000 000
ultura. 4 Pengembangan Luas areal Ha 100 11 120 130 150 Bid.
budidaya kedelai. | tanam 200. 0 | 220.00 240. 260. 300. | 610 | 1.220.0 TP
kedelai. 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
000 000 000 000
5 Pengembangan Luas areal Ha 10 15 20 25 30 Bid.
budidaya kacang tanam 30.0 45.000 60.0 75.0 90.0 | 100 | 300.00 TP
lainnya. .000 0.000
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kacang 00.0 00.0 00.0 00.0
lainnya. 00 00 00 00
6 Pengembangan Luas areal Ha 25 30 35 40 50 Bid.
budidaya ubikayu. | budidaya 160. 160.00 200. 200. 250. | 180 | 970.00 TP
ubikayu. 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000
000 000 000 000
7 Pengembangan Luas areal Ha 5 10 15 20 25 Bid.
budidaya umbi tanam umbi 15.0 30.000 45.0 60.0 75.0 | 75 225.00 TP
lainnya. lainnya. 00.0 .000 00.0 00.0 00.0 0.000
00 00 00 00
8 Gerakan Produksi | Luas areal Ha 5 8 10 12 15 Bid.
Tanaman Pangan produksi 50.0 80.000 100. 120. 150. | 50 500.00 TP
Berkelanjutan. tanaman 00.0 .000 000. 000. 000. 0.000
pangan. 00 000 000 000
9 Pengembangan Luas areal Ha 50 75 100 125 150 Bid.
budidaya padi orgar] tanam padi 130. 195.00 260. 325. 390. | 500 1.300.0 TP
/ bebas residu. organik/be 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
bas residu. 000 000 000 000
10 Optimalisasi Jumlah kali 10 10 10 10 10 Bid.
pemanfaatan alsintg Kegiatan pert 250. 250.00 250. 250. 250. | 50 1.250.0 TP
mendukung gerakay gerakan emu 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
percepatan tanam | percepatan an 000 000 000 000
Padi/Jagung/Kedelq tanam.
11 Ubinan Tanaman Jumlah unit Bid.
Pangan. ubinan padi - - TP
12 Pembinaan Luas areal Ha 500 70 800 900 100 Bid.
kawasan/sentra perbenihan. 250. 0 350.00 400. 450. 0 500. | 3.90 | 1.950.0 TP
perbenihan padi 000. 0.000 000. 000. 000. | O 00.000
berbasis korporasi. 000 000 000 000
13 Pembinaan Luas areal Ha 50 75 100 125 125 Bid.
kawasan/sentra perbenihan. 250. 375.00 500. 625. 625. | 475 | 2.375.0 TP
perbenihan jagung 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
berbasis korporasi. 000 000 000 000
14 Fasilitasi cadangan | Jumlah ton 25 25 25 25 25 Bid.
benih daerah (CBD)| benih Padi. 150. 150.00 200. 200. 250. | 125 | 950.00 TP
Padi. 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000
000 000 000 000
15 Perbanyakan benih | Luaslahan Ha 10 11 12 13 15 UPT
pokok padi. perbanyaka 200. 220.00 240. 260. 300. | 61 1.220.0 D
n benih 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BBI
pokok padi. 000 000 000 000 TP
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16 Perbanyakan benih| Luaslahan Ha 1 2 3 3 4 UPT

pokok kedelai. perbanyaka 25.0 50.000 75.0 75.0 100. | 13 325.00 D
n benih 00.0 .000 00.0 00.0 000. 0.000 BBI
pokok 00 00 00 000 TP
kedelai.

17 Perbanyakan benih| Luaslahan Ha 5 6 6 7 7 UPT
kayu. perbanyaka 100. 120.00 120. 140. 140. | 31 620.00 D

n benih 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 BBI
pokok ubi 000 000 000 000 TP
kayu.

18 Pengelolaan UPB di| Pengelolaan pake 4 4 4 4 4 UPT
Balai Benih Tanama| 4 UPB di t 75.0 100.00 120. 130. 150. | 20 575.00 D
Pangan dan Alsintar] UPTD BBI 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 BBI

TP dan 00 000 000 000 TP
Alsintan.

19 Sosialisasi penggung Luas areal Ha 100 12 150 175 200 Bid.
Varietas Unggul Bar| pengunaan 75.0 5 | 93.750 112. 131. 150. | 750 | 562.50 TP
(VUB) Tanaman VUB 00.0 .000 500. 250. 000. 0.000
Pangan. 00 000 000 000

2 Program Pencapaia % 100 10 100 100 100
. Peningkatan n 214 | 0 2.861. 3.65 4.39 5.27 | 100 | 18.317

Produksi dan Nilai produktivit 5.00 000.0 0.00 1.00 0.00 .000.0

Tambah as 0.00 00 0.00 0.00 0.00 00

Hortikultura. Tanaman 0 0 0 0

Hortikultu
ra (%).

1 Pengembangan Luas Ha 6 8 10 12 15 Bid.
Cabai. pengemban 252. 336.00 420. 504. 630. | 51 2.142.0 Hor

gan cabai. 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 ti
000 000 000 000

2 Pengembangan Luas Ha 5 7 10 12 15 Bid.

Bawang Merah. pengemban 240. 336.00 480. 576. 720. | 49 2.352.0 Hor
gan bawang 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 ti
merah. 000 000 000 000

3 Pendampingan Jumlah Kali 2 4 6 8 10 Bid.
Pengembangan pertemuan 50.0 100.00 150. 200. 250. | 30 750.00 Hor
kawasan Bawang | pengemban 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 ti
Putih. gan bawang 00 000 000 000

putih.

4 Pengembangan Luas Ha 6 8 10 12 15 Bid.
Kawasan pengemban 228. 304.00 380. 456. 570. | 51 1.938.0 Hor
Tanaman Buah. gan 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 ti

kawasan 000 000 000 000
tanaman
buah.
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5 Pengembangan Jumlah bibit bata 250 30 350 400 450 UPT
Pusat Inkubasi ikonik ng 200. 0 | 240.00 280. 320. 360. | 1.75 | 1.400.0 D
Tanaman unggulan 000. 0.000 000. 000. 000. | O 00.000 BBI
Nusantara. lampung. 000 000 000 000 TH

&
LK

6 Pemasyarakatan | Jumlah bata | 1.00 1.2 1.40 1.60 1.80 Bid.
Benih bibit/benih ng 0 250. | 00 | 300.00 0 350. 0 400. 0 450. | 7.00 | 1.750.0 Hor
Hortikultura buah- 000. 0.000 000. 000. 000. | O 00.000 ti
Bermutu. buahan 000 000 000 000

yang
diserahkan
kepada
masyarakat.

7 Registrasi Kebun | Jumlah Ha 20 25 30 35 40 Bid.
dan kebun buah 100. 125.00 150. 175. 200. | 150 | 750.00 Hor
Inventarisasi/Pe | yang 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 ti
metaan potensi teregistrasi. 000 000 000 000
Buah di Provinsi
Lampung.

8 Registrasi Lahan | Jumlah Ha 20 25 30 35 40 Bid.
Usaha dan lahan usaha 100. 125.00 150. 175. 200. | 150 | 750.00 Hor
Inventarisasi/Pe | sayuran 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 ti
metaan potensi yang 000 000 000 000
Sayur di Provinsi | Teregistrasi
Lampung. .

9 Pengembangan Jumlah bata | 5.00 6.0 7.00 8.00 9.00 UPT
Perbibitan Buah - | produksi ng 0 200. | 00 | 240.00 0 280. 0 320. 0 360. | 35.0 | 1.400.0 D
buahan di Balai benih buah 000. 0.000 000. 000. 000. | 00 00.000 BBI
Benih. buahan. 000 000 000 000 TH

&
LK

1 Pengembangan Jumlah Butir | 5.00 6.0 7.00 8.00 9.00 UPT

0 Perbibitan produksi 0 100. | 00 | 120.00 0 140. 0 160. 0 180. | 35.0 | 700.00 D
Sayuran di Balai benih 000. 0.000 000. 000. 000. | 00 0.000 BBI
Benih. Sayuran. 000 000 000 000 TH

&
LK

1 Pengembangan Jumlah bata | 2.00 2.5 3.00 3.50 4.00 UPT

1 Perbibitan produksi ng 0 100. | 00 | 125.00 0 150. 0 175. 0 200. | 15.0 | 750.00 D
Tanaman Hias di | benih 000. 0.000 000. 000. 000. | 00 0.000 BBI
Balai Benih. tanaman 000 000 000 000 TH

hias. &
LK
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Pengembangan Luas m2 1.00 1.1 1.20 1.30 1.50 Bid.

florikultura. pengemban 0 100. | 00 | 110.00 0 120. 0 130. 0 150. | 6.10 | 610.00 Hor
gan 000. 0.000 000. 000. 000. | O 0.000 ti
florikultura. 000 000 000 000

Pengembangan Luas Ha 5 8 12 16 20 Bid.

tanaman obat. pengemban 125. 200.00 300. 400. 500. | 61 1.525.0 Hor
gan 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 ti
tanaman 000 000 000 000
obat.

Pengembangan Jumlah unit unit 2 4 6 8 10 Bid.

teknologi urban teknologi 100. 200.00 300. 400. 500. | 30 1.500.0 Hor

farming. urban 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 ti
farming. 000 000 000 000

Sosialisasi dan Jumlah kali 18 18 18 18 18 Bid.
koordinasi Pertemuan 700. 700.00 750. 750. 800. | 90 3.700.0 PSP
pengembangan dalam 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
Kartu Petani sosialisasi 000 000 000 000
Berjaya (KPB). pengemban

gan kartu

tani berjaya

(KPB).
Penyiapan Database Pake 1 1 1 1 1 Bid.
database dan KPB t 1.00 1.000. 1.10 1.20 1.20 | 5 5.500.0 PSP
sistem informasi 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 00.000
Kartu Petani 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Berjaya (KPB). 0 0 0 0
Implementasi Jumlah Ha 15.0 15. 16.0 17.0 18.0 Bid.
Kartu Petani lahan petani 00 750. | 00 | 800.00 00 850. 00 900. 00 950. | 81.0 | 4.250.0 PSP
Berjaya (KPB). yang di 000. 0 | 0.000 000. 000. 000. | 00 00.000

fasilitasi 000 000 000 000

Kartu

Petani

Berjaya

(KPB).
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Pengembangan/ Jumlah Kab/ 15 15 15 15 15 Bid.
Pembinaan pembinaan Kota 150. 150.00 200. 200. 250. | 75 950.00 PSP
Brigade penerima 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000
Alsintan/UPJA manfaat 000 000 000 000
Bantuan Alsintan | alsintan di
Prapanen kab/kota.
melalui anggaran
APBN di Provinsi
Lampung.
Pendampingan/ Jumlah Kab/ 15 15 15 15 15 Bid.
Monev pembinaan Kota 150. 150.00 200. 200. 250. | 75 950.00 PSP
Pelaksanaan penerima 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000
Program manfaat 000 000 000 000
Kegiatan pembiayaan
Pembiayaan di kab/kota.
(AUTP, FPPS,
LKM-A di
Provinsi
Lampung).
Pembinaan dan Jumlah Kab/ 15 15 15 15 15 Bid.
Monitoring pembinaan Kota 150. 250.00 300. 350. 400. | 75 1.450.0 PSP
Perda dan 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
Perlindungan monitoring 000 000 000 000
Lahan Pertanian kab/kota
Pangan pelaksana
Berkelanjutan Perda
(PLP2B) Provinsi | PLP2B.
Lampung.
Pengembangan/ | Jumlah Kab 6 6 6 6 6 Bid.
pembinaan pembinaan upat 300. 350.00 400. 450. 500. | 30 2.000.0 PSP
optimalisasi lahan sub en 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
lahan sub optimal di 000 000 000 000
optimal. kabupaten.
Pengembangan Jumlah unit 5 10 15 20 25 Bid.
Irigasi Air sumur bor, 900. 2.000. 2.50 3.00 3.50 75 11.900. PSP
Permukaan dan cek dam, 000. 000.00 0.00 0.00 0.00 000.00
Air Tanah. dan 000 0 0.00 0.00 0.00 0
embung. 0 0 0
Pengembangan Luas areal Ha 400 45 500 550 600 Bid.
Jaringan Irigasi persawahan 850. 0 | 900.00 1.00 1.10 1.20 | 2.50 | 5.050.0 PSP
Tersier/Jaringan | yang terairi 000. 0.000 0.00 0.00 0.00 | 0 00.000
Irigasi Desa. setelah 000 0.00 0.00 0.00
rehabilitasi 0 0 0
jaringan
irigasi
tersier.
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1 Pengembangan Panjang Km 3,5 3,5 3,5 3,5 35 Bid.
0 Jalan Usaha Tani. | jalan usaha 1.00 1.000. 1.20 1.20 1.50 | 18 5.900.0 PSP
tani yang 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 00.000
terbangun. 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0
1 Pengembangan/ | Pembangun pake 4 4 4 4 4 Sek
1 Rehabilitasi an/ t 9.40 9.400. 9.40 9.40 9.40 | 20 47.000. reta
Sarana dan rehabilitasi 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 000.00 riat
Prasarana prasarana 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Pertanian (DAK) | dansarana 0 0 0 0
pertanian.
1 Pembinaan dan Penyediaan pake 4 4 4 4 4 Sek
2 Pengawasan kegiatan t 500. 500.00 500. 500. 500. | 20 2.500.0 reta
Sarana dan pendukung 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 riat
Prasarana DAK Bidang 000 000 000 000
Pertanian pertanian.
1 Penguatan, Jumlah kali 5 5 5 5 Bid.
3 Pemberdayaan pelatihan 300. 300.00 350. 350. 400. | 25 1.700.0 PSP
dan penguatan 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
Kelembagaan kelembagaa 000 000 000 000
P3A, GP3A dan n P3A,
IP3A. GP3A, IP3A.
1 Pengembangan Jumlah unit 5 5 5 5 5 UPT
4 Mekanisasi sarana 305. 320.00 350. 350. 400. | 25 1.725.0 D
Alsintan prasarana 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BBI
mekanisasi 000 000 000 000 TP
alsintan &
yang Alsi
modern. nta
n
1 Peningkatan Jumlah SDM oran 10 10 15 20 25 UPT
5 Kualitas dan Mekanisasi g 80.0 100.00 150. 200. 250. | 80 780.00 D
Kompetensi Alsintan 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 BBI
Mekanisasi yang 00 000 000 000 TP
Alsintan terampil &
dan Alsi
kompeten. nta
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Festival produk Jumlah kali Bid.
unggulan TPH. pelaksanaa 450. 500.00 550. 550. 600. | 5 2.650.0 P2H
n event 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 P
festival 000 000 000 000
agribisnis
tanaman
pangan dan
hortikultura

2 Pembinaan Jumlah unit 1 2 2 3 4 Bid.

penanganan bantuan 200. 250.00 250. 300. 350. | 12 1.350.0 P2H
pasca panen alat pasca 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 P
tanaman pangan. | panen 000 000 000 000

tanaman

pangan.

3 Pembinaan Jumlah unit 1 2 2 3 4 Bid.
penanganan bantuan 100. 150.00 150. 200. 250. | 12 850.00 P2H
pasca panen alat pasca 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 P
tanaman panen 000 000 000 000
hortikultura. tanaman

hortikultura

4 Desiminasi Hasil | Jumlah even 3 3 3 3 3 Bid.

TPH melalui event t 300. 300.00 350. 400. 450. | 15 1.800.0 P2H
event promosi/pa 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 P
pameran/promo | meran 000 000 000 000
si. daerah dan

Nasional

produk

unggulan

Prov.

Lampung

yang diikuti.

5 Dukungan Jumlah kali 2 2 2 2 2 Bid.
kerjasama pertemuan 150. 150.00 200. 200. 250. | 10 950.00 P2H
penyediaan antar 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 P
kebutuhan provinsi 000 000 000 000
pangan dengan dan Forum

provinsi Daerah Komunikasi
Khusus Ibukota Daerah
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Jakarta dan Mitra Praja
Forum Utama.
Komunikasi
Daerah (FKD)
Mitra Praja
Utama (MPU).
Peningkatan Pertemuan kali 8 8 Bid.
daya saing pembinaan 250. 250.00 250. 250. 250. | 40 1.250.0 Hor
komoditi petani guna 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 ti.
hortikultura. meningkatk 000 000 000 000

an daya

saing

komoditi

hortikultura
Peningkatan Jumlah kali 8 10 Bid.
peran pertemuan 50.0 100.00 150. 200. 250. | 30 750.00 P2H
kelembagaan bersama 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 P
usaha agribisnis para pelaku 00 000 000 000
Tanaman Pangan | usaha di

bidang

pertanian.
Peningkatan Jumlah kali 8 10 Bid.
peran pertemuan 50.0 100.00 150. 200. 250. | 30 750.00 P2H
kelembagaan bersama 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 P
usaha agribisnis para pelaku 00 000 000 000
Hortikultura. usaha di

bidang

pertanian.
Pembinaan Jumlah kali 8 10 Bid.
pengolahan hasil | pembinaan 100. 100.00 150. 200. 250. | 32 800.00 P2H
Tanaman Pangan | kelompok 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 P

tani guna 000 000 000 000

peningkata

n

pengolahan

hasil

tanaman

pangan.
Pembinaan Jumlah kali 8 10 Bid.
Pengolahan Hasil | pembinaan 100. 100.00 150. 200. 250. | 32 800.00 P2H
Tanaman kelompok 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 P
Hortikultura tani guna 000 000 000 000

peningkata

n
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pengolahan
hasil

tanaman
hortikultura

Pengawasan Dokumen lapo UPT
mutu dan laporan ran 145. 150.00 150. 200. 200. | 5 845.00 D
monitoring pengawasa 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 BPS
peredaran n mutu dan 000 000 000 000 B
benih/bibit monitoring
tanaman pangan | peredaran
dan hortikultura. | benih

tanaman

pangan.

2 Inventarisasi/reg | Jumlah bata | 500 50 500 500 500 UPT
ristrasi pohon pohon ng 45.0 0 | 50.000 50.0 70.0 100. | 2.50 | 315.00 D
induk buah- induk yang 00.0 .000 00.0 00.0 000. | O 0.000 BPS
buahan. teregristrasi 00 00 00 000 B

3 Identifikasi/obse | Jumlah Kab 5 1 1 1 1 UPT
rvasi identifikasi 70.0 100.00 150. 150. 200. |9 670.00 D
sumberdaya sumberdaya 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 BPS
genetik (SDG) genetik 00 000 000 000 B
varietas unggul (SDG) di
lokal. kabupaten.

4  Peningkatan Jumlah oran 50 50 50 50 50 UPT
Kualitas dan petugas g 350. 350.00 350. 350. 350. | 250 | 1.750.0 D
Kompetensi teknis 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BPS
Petugas Teknis perbenihan 000 000 000 000 B
Perbenihan. yang

kompeten

5 Pengelolaan JumlahOper Lab 1 1 1 1 1 UPT
Laboratorium asional 60.0 100.00 100. 150. 150. | 5 560.00 D
Balai Pengelola 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 BPS
Pengawasan dan | Laboratoriu 00 000 000 000 B
Sertifikasi Benih | m
(BPSB).
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Sertifikasi benih Dokumen lapo 1 1 1 1 1 UPT
tanaman pangan | laporan ran 130. 150.00 150. 200. 200. | 5 830.00 D
dan hortikultura | sertifikasi 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 BPS

benih.

000

000

000

000

Penerapan Luas areal Ha 100 120 130 150 UPT
teknik yang 200. 0 | 220.00 240. 260. 300. | 610 | 1.220.0 D
pengendalian terkendali 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BPT
hama terpadu hama. 000 000 000 000 PH
(PHT) pada
tanaman pangan.
Penerapan Luas areal Ha 50 60 70 80 90 UPT
teknik yang 250. 300.00 350. 400. 450. | 350 | 1.750.0 D
pengendalian terkendali 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BPT
hama terpadu hama. 000 000 000 000 PH
(PHT) pada
tanaman
hortikultura.
Gerakan Jumlah Kali 15 15 15 15 15 UPT
pengendalian pertemuan 220. 250.00 250. 300. 300. | 75 1.320.0 D
(gerdal) tanaman | gerdal 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BPT
pangan. tanaman 000 000 000 000 PH
pangan.
Gerakan Jumlah Kali 15 15 15 15 15 UPT
pengendalian pertemuan 200. 200.00 250. 250. 300. | 75 1.200.0 D
(gerdal) tanaman | gerdal 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BPT
hortikultura. hortikultura 000 000 000 000 PH
Pemasyarakatan | Jumlah Kg 100 10 1100 120 150 UPT
penggunaan bantuan 0 100. | 00 | 120.00 130. 0 150. 0 200. | 5.80 | 700.00 D
agens hayati. agens 000. 0.000 000. 000. 000. | O 0.000 BPT
hayati 000 000 000 000 PH
(Thrichoder
ma sp).
Penguatan Jumlah Oran 52 52 52 53 53 UPT
kapasitas petugas g 490. 600.00 600. 650. 650. | 262 | 2.990.0 D
petugas THL POPT 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BPT
organisme dan POPT 000 000 000 000 PH
pengganggu Swakarsa.
tumbuhan
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(POPT) dan
kelompok tani.

7  Pengelolaan Jumlah Oran 7 7 7 7 7 UPT
Laboratorium petugas g 100. 200.00 250. 250. 300. | 35 1.100.0 D
Balai Proteksi pengelola di 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BPT
Tanaman Pangan | 3 (tiga) 000 000 000 000 PH
dan Hortikultura. | Laboratoriu

m
Pengamatan
Hama
Penyakit
(LPHP)
(Trimurjo,
Semuliraya,
dan
Gadingrejo).

1 Pemasyarakatan | Luas areal Ha 30 30 30 30 30 UPT
budidaya dengan | tanam pola 150. 150.00 200. 200. 250. | 150 | 950.00 D
pola tanam ganda 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 BBI
ganda. 000 000 000 000 TH

&
LK

2 Percontohan Luas areal Ha 5 5 5 5 5 Bid.
budidaya ramah budidaya 150. 150.00 200. 200. 250. | 25 950.00 TP
lingkungan/spesi | ramah 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000
fik lokasi. lingkungan/ 000 000 000 000

spesifik
lokasi

3 Pengelolaan PKK | Luaslahan Ha 7 7 7 7 7 UPT
Agropark pengelolaan 400. 400.00 450. 450. 500. | 35 2.200.0 D

hortipark. 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BBI
000 000 000 000 TH
&
LK
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Penerapan Luas lahan Ha 2 2 2 2 2 UPT
Teknologi kebun 300. 300.00 350. 350. 400. | 10 1.700.0 D
Budidaya percontoha 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 BBI
tanaman pangan | n teknologi 000 000 000 000 TH
pada Lahan buidaya &
Kering. tanaman LK
pangan di
lahan
kering.
Penerapan Luas lahan Ha 2 2 2 2 2 UPT
Teknologi kebun 100. 100.00 150. 150. 200. | 10 700.00 D
Budidaya percontoha 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 BBI
Hortikultura n teknologi 000 000 000 000 TH
pada Lahan budidaya &
Kering. hortikultura LK
di lahan
kering.
Pengelolaan UPB | 4 UPB di pake 4 4 4 4 4 UPT
di Balai Benih UPTD BBI t 100. 125.00 150. 175. 200. | 20 750.00 D
Hortikultura. Hortikultur 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 BBI
adan 000 000 000 000 TH
Pengemban &
gan Lahan LK
Kering.

Fasilitasi Jumlah kelo 60 70 75 80 85 Bid.
pengembangan kelompok mpo 330. 350.00 350. 400. 450. | 370 | 1.880.0 PSP
akses yang k 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
permodalan difasilitasi 000 000 000 000
petani. akses

permodalan
Pembinaan dan Jumlah kelo 50 50 50 50 50 Bid.
Penagihan dana kelompok mpo 220. 250.00 250. 300. 350. | 250 | 1.370.0 PSP
perkuatan yang k 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
permodalan mendapat 000 000 000 000
bidang pembinaan
pertanian.
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Penghapusan Jumlah kelo 50 60 70 80 90 Bid.
Piutang Dana kelompok mpo 220. 300.00 350. 400. 450. | 350 1.720.0 PSP
Penguatan Usaha | yang k 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
Modal Kelompok | difasilitasi 000 000 000 000
(PMUK). untuk

penghapusa

n piutang.
Pengeloaan Operasional bula 12 12 12 12 12 Bid.
Rencana Bisnis pengelolaan n 230. 250.00 250. 300. 350. | 60 1.380.0 PSP
Anggaran (RBA) Badan 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000
Badan layanan Layanan 000 000 000 000
umum daerah. Umum

Daerah.
Penyusunan Dokumen doku 1 Sek
Master Plan Master Plan men 200. - - - - - - - - 1 200.00 reta
Pengembangan Pengemban 000. 0.000 riat
Kawasan gan 000
Tanaman Pangan | Kawasan
Berbasis Tanaman
Korporasi. Pangan

Berbasis

Korporasi.
Penyusunan Dokumen doku 1 1 Sek
Master Plan Master Plan men 200. 200.00 - - - - - - 2 400.00 reta
Pengembangan Pengemban 000. 0.000 0.000 riat
Kawasan gan 000
Hortikultura Kawasan
Berbasis Hortikultur
Korporasi. a Berbasis

Korporasi.
Sosialisasi/ Jumlah Kali 4 4 4 4 4 Sek
Koordinasi Rapat 100. 100.00 100. 100. 100. | 20 500.00 reta
/evaluasi Koordinasi/ 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 riat
Masterplan/ evaluasi 000 000 000 000
Action Plan Pengemban
Pengembangan gan
Kawasan Kawasan
Pertanian TPH. Pertanian

TPH

Provinsi

Lampung.
Penyusunan Dokumen doku 1 1 1 1 1 Sek
Profil Dinas Profil Dinas men 100. 100.00 150. 150. 200. | 5 700.00 reta
Tanaman Pangan | Tanaman 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 riat
dan Hortikultura. | Pangan dan 000 000 000 000
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Hortikultur

a.
Sinkronisasi / Jumlah kali 4 4 4 4 4 Sek
Koordinasi / Pertemuan 350. 350.00 400. 400. 450. | 20 1.950.0 reta
Sosialisasi Perencanaa 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 riat
Perencanaan n 000 000 000 000
Program / program/ke
Kegiatan dan giatan.
Anggaran.

1 Pengelolaandata | Dokumen doku 1 1 1 1 1 Sek
statistik dan statsitik dan men 250. 250.00 300. 300. 350. | 5 1.450.0 reta
informasi informasi 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 riat
pertanian pertanian. 000 000 000 000
tanaman pangan
dan hortikultura.

Peningkatan Jumlah Oran | 228 2 250.0 228 252. 230 | 255. 230 260. Sek
kapabilitas petugas g 228. 28 | 00.000 000. 000. 000. | 1.14 | 1.245.0 reta
petugas pengelola 000. 000 000 000 4 00.000 riat
pengelola data data 000
statistik statistik
pertanian. pertanian

yang

mengikuti

pelatihan.
Monitoring dan Dokumen lapo 12 12 12 12 12 Sek
Evaluasi evaluasi ran 150. 150.00 200. 200. 250. | 60 950.00 reta
Pelaksanaan program/ke 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 riat
Program/ giatan. 000 000 000 000
Kegiatan dan
Anggaran.

1 Penyusunan Dokumen doku 1 1 1 1 1 Sek
buku potensi potensi men 100. 100.00 150. 150. 200. | 5 700.00 reta
komoditi wilayah per 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 riat
tanaman pangan. | komoditi di 000 000 000 000

Provinsi

Lampung.
Penyusunan Dokumen doku 1 1 1 1 1 Sek
buku potensi potensi men 150. 150.00 200. 200. 250. | 5 950.00 reta
komoditi wilayah per 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 riat
tanaman komoditi di 000 000 000 000
hortikultura. Provinsi

Lampung.
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Penyusunan
Basic Price
Tanaman Pangan
dan Hortikultura.

Dokumen
Penyusunan
a satuan
Harga Dinas
Tanaman
Pangan dan
Hortikultur

a.

doku
men

100.
000.
000

100.00
0.000

1 1 Sek
150. 150. 200. 5 700.00 reta
000. 000. 000. 0.000 riat
000 000 000

Penguatan dan Jumlah kelo 30 30 30 30 30 UPT
pemberdayaan kelompokta mpo 200. 200.00 200. 250. 250. | 150 | 1.100.0 D
kelembagaan ni yang k 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 Pen
Petani. meningkat 000 000 000 000 yul

status uha

kelompokn n

ya.

(pemula-

lanjut-

madya-

utama).
Peningkatan Jumlah kali 2 2 4 4 6 UPT
kapasitas penyuluh 100. 100.00 200. 200. 300. | 18 900.00 D
Penyuluh yang 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 Pen
Pertanian. mengikuti 000 000 000 000 yul

diklat uha

dupak/Kary n

a tulis

penyuluh,

dan lain-

lain.
Penyusunan Dokumen lapo 1 1 1 1 1 UPT
Programa Laporan ran 100. 100.00 150. 150. 200. | 5 700.00 D
Penyuluhan. Programa 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 Pen

penyuluhan. 000 000 000 000 yul

uha
n

Temu teknis Jumlah kali 4 4 4 4 4 UPT
Penyuluhan pertemuan 150. 150.00 200. 200. 250. | 20 950.00 D
Pertanian. temu teknis 0.000 0.000 Pen
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penyuluh 000. 000. 000. 000. yul
pertanian. 000 000 000 000 uha
n
Optimalisasi Jumlah oran | 126 12 1265 127 127 UPT
Peran dan Fungsi | petugas g 5 420 | 65 | 4.200. 4.20 0 430 | O 430 | 6.33 | 21.200. D
Penyuluh lapang yang 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 | 5 000.00 Pen
mendapat 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 yul
bantuan 0 0 0 0 uha
operasional n
lapang.
Optimalisasi Jumlah oran 40 40 40 40 40 UPT
Tenaga Harian Tenaga g 500. 500.00 550. 550. 600. | 200 | 2.700.0 D
Lepas (THL) Harian 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 Pen
Tenaga Bantu Lepas/Tena 000 000 000 000 yul
(TB) Polinela ga Bantu uha
dalam Polinela n
membangun yang
kemitraaan. dikaryakan.
Apresiasi Jumlah kate 5 5 5 5 5 UPT
Penyuluh kategori gori 75.0 75.000 80.0 85.0 100. | 25 415.00 D
Pertanian. apresiasi 00.0 .000 00.0 00.0 000. 0.000 Pen
penyuluh 00 00 00 000 yul
pertanian uha
tingkat n
provinsi.
Operasional Jumlah kali 4 4 4 4 5 UPT
Komisi pertemuan 50.0 50.000 60.0 60.0 70.0 | 21 290.00 D
Penyuluhan komisi 00.0 .000 00.0 00.0 00.0 0.000 Pen
Provinsi penyuluhan 00 00 00 00 yul
Lampung. provinsi. uha
n
TOT penyuluh Jumlah oran 30 30 30 30 30 UPT
pertanian penyuluh g 150. 150.00 150. 200. 200. | 150 | 850.00 D
tentang Good yang 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 Pen
Agriculture mengikuti 000 000 000 000 yul
Practice (GAP). TOT. uha
n
Pelatihan petani Jumlah kali 2 2 4 4 6 UPT
penangkar benih. | pertemuan 60.0 60.000 120. 120. 180. | 18 540.00 D
pelatihan 00.0 .000 000. 000. 000. 0.000 Pen
penangkar 00 000 000 000 yul
benih. uha
n
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Fasilitasi Forum Jumlah kali 1 1 1 1 1 UPT
Penyuluhan dan pertemuan 650. 650.00 700. 700. 750. | 5 3.450.0 D
KTNA Provinsi KTNA 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 Pen
Lampung (Temu | tingkat 000 000 000 000 yul
teknis, komisi daerah/nasi uha
penyuluhan, onal. n
penilaian

penyuluh

teladan, PEDA,

PENAS dlII).

Pemberdayaan Jumlah kg 20.0 25. 30.0 30.0 35.0 UPT
Kelompok Tani bantuan 00 400. 00 | 500.00 00 550. 00 550. 00 600. | 140. | 2.600.0 D
melalui benih 000. 0 | 0.000 000. 000. 000. | 000 | 00.000 Pen
Integrated pokok yang 000 000 000 000 yul
Participatory diberikan uha
Development and | kepada n

Management of kelompokta
Irrigation Project | ni melalui

(IPDMIP). kegiatan
Integrated
Participator
y
Developmen
tand
Managemen
tof
Irrigation
Project
(IPDMIP).

1 Pendampingan Jumlah kali 15 15 15 15 15 UPT
Penyusunan pertemuan/ 150. 150.00 200. 200. 250. | 75 950.00 D
Rencana workshop 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 Pen
Kebutuhan penyusunan 000 000 000 000 yul
Kelompok (RDK) | RDKdan uha
dan Rencana RDKK. n
Definitif
Kebutuhan
Kelompok
(RDKK).

1 Akselerasi Jumlah kali 3 3 4 4 4 UPT
pembangunan workshop 250. 250.00 300. 300. 350. | 18 1.450.0 D
pertanian (APP). | akselerasi 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 Pen

pembangun 000 000 000 000 yul
an uha
pertanian. n
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1 Pengembangan Jumlah kali 30 30 30 30 35 UPT

5 kelembagaan pembinaan 200. 200.00 250. 250. 300. | 155 1.200.0 D
ekonomi petani kelembagaa 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 Pen
berbasis n ekonomi 000 000 000 000 yul
kawasan. petani uha

berbasis n
kawasan.

1 Program Pelayanan | Pelayanan % 100 10 100 100 100 100

0 Administrasi administra 6.27 0 | 6.418. 6.65 6.91 7.17 33.440

Perkantoran. si 7.06 400.0 3.40 8.40 3.40 .665.0

perkantora 5.00 00 0.00 0.00 0.00 00
nyang 0 0 0 0
tertib (%).

1 Penyediaan Jasa Jumlah Bula 12 12 12 12 12 Sek
Komunikasi, paket jasa n 1.09 1.110. 1.13 1.14 1.16 | 60 5.631.7 reta
Sumber Daya Air komunikasi, 1.70 000.00 0.00 0.00 0.00 00.000 riat
dan Listrik. sumberdaya 0.00 0 0.00 0.00 0.00

air, dan 0 0 0 0
listrik.

2 Penyediaan Jasa Jumlah Bula 12 12 12 12 12 Sek
Administrasi bulan n 2.34 2.350. 2.45 2.45 2.51 | 60 12.110. reta
Keuangan. layanan 5.48 000.00 0.00 5.00 0.00 480.00 riat

administras 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
i keuangan 0 0 0 0
SKPD.

3 Penyediaan Jasa Jumlah Bula 12 12 12 12 12 Sek
Kebersihan bulan n 252. 252.40 262. 262. 272. | 60 1.302.0 reta
Kantor. layanan jasa 400. 0.000 400. 400. 400. 00.000 riat

kebersihan 000 000 000 000
kantor.

4 Penyediaan Jasa Jumlah Bula 12 12 12 12 12 Sek
dan Perbaikan bulan n 100. 100.00 100. 150. 150. | 60 600.00 reta
Peralatan Kerja. layanan Jasa 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 riat

Perbaikan 000 000 000 000
Peralatan
Kerja.

5 Penyediaan Alat Jumlah Pake 6 6 6 6 6 Sek

Tulis Kantor. paket t 85.0 90.000 95.0 105. 110. | 30 485.00 reta
penyediaan 00.0 .000 00.0 000. 000. 0.000 riat
ATK. 00 00 000 000

6 Penyediaan Jumlah Pake 6 6 6 6 6 Sek
Barang Cetakan paket t 196. 198.00 200. 225. 225. | 30 1.044.0 reta
dan barang 058. 0.000 000. 000. 000. 58.000 riat
Penggandaan. cetakan dan 000 000 000 000

penggandaa

n.
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7 Penyediaan Jumlah Pake 6 6 6 6 6 Sek
Peralatan dan paket t 284. 250.00 270. 300. 320. | 30 1.424.4 reta
Perlengkapan peralatan 400. 0.000 000. 000. 000. 00.000 riat
Kantor. rumah 000 000 000 000

tangga
kantor.

8 Penyediaan Jumlah Pake 12 12 12 12 12 Sek
Peralatan Rumah | paket t 230. 330.00 350. 380. 395. | 60 1.685.9 reta
Tangga dan komponen 965. 0.000 000. 000. 000. 65.000 riat
Perlatan Listrik. instalasi 000 000 000 000

listrik/pene
rangan
bangunan
kantor.

9 Penyediaan Jumlah Pake 12 12 12 12 12 Sek
Bahan Bacaan paket bahan t 49.5 75.000 80.0 115. 135. | 60 454.50 reta
dan Peraturan bacaan. 00.0 .000 00.0 000. 000. 0.000 riat
Perundang- 00 00 000 000
undangan.

1 Penyediaan Jumlah Kali 30 30 30 30 30 Sek

0 Makanan dan paket 180. 200.00 200. 250. 250. | 150 | 1.080.0 reta
Minuman. makanan 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 riat

dan 000 000 000 000
minuman
OPD.

1 Rapat-Rapat Jumlah Kali 60 60 60 60 60 Sek

1 Koordinasi dan perjalanan 1.14 1.147. 1.20 1.20 1.27 | 300 | 5.962.5 reta
Konsultasi. dinas dalam 5.56 000.00 0.00 0.00 0.00 62.000 riat

dan luar 2.00 0 0.00 0.00 0.00
daerah. 0 0 0 0

1 Penyediaan Jasa Jumlah Lapo 12 12 12 12 12 Sek

2 Keamanan tenaga ran 93.2 93.200 93.2 103. 123. | 60 506.00 reta
Kantor. penjaga 00.0 .000 00.0 200. 200. 0.000 riat

keamanan. 00 00 000 000

1 Penyediaan jasa Jumlah bula 12 12 12 12 12 Sek

3 tenaga tenaga n 222. 222.80 222. 232. 252. | 60 1.154.0 reta
pendukung administras 800. 0.000 800. 800. 800. 00.000 riat
administrasi/tek | i/teknis 000 000 000 000
nis perkantoran. | perkantora

n.

Program Peningkata % 100 10 100 100 100 100

Peningkatan Sarana | nsarana 3.40 0 | 3.630. 3.89 3.89 4.23 19.040

dan Prasarana dan 0.00 000.0 0.00 000 0.00 .000.0

Aparatur. prasarana 0.00 00 0.00 0.00 0.00 00

aparatur 0 0 0 0
(%).
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1 Pengadaan Jumlah pake 1 1 1 1 1 5 Se
kendaraan paket t 1.00 1.000. 1.00 1.00 1.00 5.000.0 | kr
dinas/operasion | sarana dan 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 00.000 eta
al. prasarana 0.00 0 0.00 0.00 0.00 ria

kantor. 0 0 0 0 t

2 Pengadaan Pembangun Unit 1 1 1 1 1 5 Se
perlengkapan an gedung 250. 250.00 300. 300. 350. 1.450.0 | kr
gedung kantor. kantor 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 | eta

000 000 000 000 ria
t

3 Pemeliharaan Pemelihara Unit 12 12 12 12 12 60 Se
rutin/berkala an gedung 700. 700.00 750. 750. 800. 3.700.0 | kr
gedung kantor. kantor 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 eta

000 000 000 000 ria
t

4 Pemeliharaan Pemelihara Unit 67 67 67 67 67 335 Se
rutin/berkala an rutin 900. 900.00 950. 950. 1.00 4.700.0 | kr
kendaraan kendaraan 000. 0.000 000. 000. 0.00 00.000 | eta
dinas/operasion | dinas. 000 000 000 0.00 ria
al. 0 t

5 Pemeliharaan Pemelihara bula 12 12 12 12 12 60 Se
rutin/berkala an rutin n 275. 405.00 410. 410. 480. 1.980.0 | kr
perlengkapan perlengkap 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 eta
gedung kantor. an gedung 000 000 000 000 ria

kantor. t

6 Pengadaan Penyediaan bula 12 12 12 12 12 60 Se
perlengkapan perlengkap n 50.0 100.00 150. 150. 200. 650.00 | kr
rumah an rumah 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 eta
dinas/jabatan. dinas. 00 000 000 000 ria

t

7  Pemeliharaan Pemelihara bula 12 12 12 12 12 60 Se
rutin/berkala an rutin n 50.0 100.00 150. 150. 200. 650.00 | kr
perlengkapan rumah 00.0 0.000 000. 000. 000. 0.000 eta
rumah dinas. 00 000 000 000 ria
jabatan/dinas. t

8 Penyelenggaraan | Pembiayaan Even 2 2 2 2 2 10 Se
hari-hari besar. pelaksanaa t 175. 175.00 180. 180. 200. 910.00 | kr

n hari-hari 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 eta
besar. 000 000 000 000 ria
t

Program Peningkata % 100 10 100 100 100 100

Peningkatan n kapasitas 820. 0 | 847.5 1.03 1.09 1.26 5.047.

Kapasitas kelembaga 000. 000.0 0.00 0.00 0.00 500.00

Kelembagaan an 000 00 0.00 0.00 0.00 0

Perangkat Daerah. perangkat 0 0 0
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1 Pengembangan Jumlah ASN oran 60 60 60 60 60 300 Se
Kompetensi yang g 65.0 80.000 120. 130. 160. 555.00 | kr
Aparatur dan mengikuti 00.0 .000 000. 000. 000. 0.000 eta
Jabatan pengemban 00 000 000 000 ria
Fungsional. gan t

kompetensi.

2 Pengembangan Pelatihan kali 2 2 2 2 2 10 Se
Budaya Kerja Sistem 125. 130.00 185. 195. 250. 885.00 | kr
dan disiplin Pengendalia 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 eta
aparatur. n Internal 000 000 000 000 ria

Pemerintah t
(SPIP).

3 Peningkatan Pelayanan bula 12 12 12 12 12 60 Se
Kehumasan dan informasi n 185. 190.00 225. 255. 310. 1.165.0 | kr
Pelayanan publik 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 | eta
Keterbukaan Dinas TPH. 000 000 000 000 ria
Informasi Publik. t

4  Pengadaan Penyediaan oran | 400 40 400 400 400 Se
pakaian dinas pakaian g 445. 0 | 447.50 500. 510. 540. | 2.00 | 2.4425 | kr
beserta dinas ASN. 000. 0.000 000. 000. 000. | O 00.000 | eta
kelengkapannya. 000 000 000 000 ria

1 Penyusunan Dokumen lapo 7 7 7 7 7 35 Se
Laporan dan Laporan ran 170. 200.00 205. 240. 270. 1.085.0 | kr
Evaluasi Kinerja. | evaluasi 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 | eta

kinerja. 000 000 000 000 ria
t

2 Penyusunan Dokumen lapo 3 3 3 3 3 15 Se
Laporan Capaian | Laporan ran 110. 110.00 160. 190. 215. 785.00 | kr
Keuangan. 0.000 0.000 eta
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Capaian 000. 000. 000. 000. ria
Keuangan. 000 000 000 000 t
3 Penyusunan Dokumen doku 4 4 4 4 4 20 Se
dokumen perencanaa men 250. 275.00 325. 330. 355. 1.535.0 | kr
perencanaan. n. 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 | eta
000 000 000 000 ria
t
4  Pengembangan Publikasi bula 12 12 12 12 12 60 Se
E-Goverment hasil n 100. 100.00 150. 175. 175. 700.00 | kr
Perangkat pembangun 000. 0.000 000. 000. 000. 0.000 eta
Daerah dan an 000 000 000 000 ria
Publikasi pertanian t
Pembangunan. tanaman
pangan dan
hortikultura
5 Penyusunan Dokumen lapo 12 12 12 12 12 60 Se
Rencana rencana ran 210. 210.00 265. 265. 290. 1.240.0 | kr
Kebutuhan kebutuhan 000. 0.000 000. 000. 000. 00.000 | eta
Barang dan barang dan 000 000 000 000 ria
Pengelolaan pengelolaan t
Asset. asset.
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BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketahanan pangan
dan pertanian yang menjadi indikator kinerja yang akan dicapai
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi
Lampung Tahun 2019-2024 terbagi dalam dua urusan yaitu
Urusan Wajib : Pangan dan Urusan Pilihan : Pertanian sebagai

berikut :

7.1. Kinerja Urusan Wajib : PANGAN
Dalam urusan wajib yaitu pangan terdapat 6 (enam) indikator

kinerja yaitu :

1. Koefisien variasi. Kondisi kinerja Koefisien variasi pada awal
periode Renstra pada tahun 2018 adalah 4, diharapkan pada
akhir periode Renstra pada tahun 2024 menjadi cv < 10 %.

2. Persentase penurunan daerah rawan pangan. Kondisi kinerja
penurunan daerah rawan pangan pada awal periode Renstra
pada tahun 2018 adalah 0,55 , diharapkan pada akhir periode
Renstra pada tahun 2024 menjadi 1 %.

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat.
Kondisi kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
masyarakat pada awal periode Renstra pada tahun 2018
adalah 88,7 % diharapkan pada akhir periode Renstra pada
tahun 2024 menjadi 94 %.

4. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji.
Kondisi kinerja tingkat keamanan pangan segar yang diuji
pada awal periode Renstra pada tahun 2018 adalah 97,47 %,
diharapkan pada akhir periode Renstra pada tahun 2024
menjadi 100 %.
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7.2.

Persentase peningkatan produk pangan segar yang
tersertifikasi. Kondisi kinerja produk pangan segar yang
tersertifikasi pada awal periode Renstra pada tahun 2018
adalah 7,92, diharapkan pada akhir periode Renstra pada
tahun 2024 menjadi 35.

Jumlah perumusan Dewan Ketahanan Pangan. Kondisi
kinerja perumusan Dewan Ketahanan Pangan pada awal
periode Renstra pada tahun 2018 adalah 3, diharapkan pada
akhir periode Renstra pada tahun 2024 menjadi total 15

dokumen selama lima tahun.

Kinerja Urusan Pilihan : PERTANIAN

Dalam wurusan pilihan yaitu pertanian terdapat 2 (dua)

indikator kinerja yaitu :

1.

Kinerja Produksi Tanaman Pangan

Kondisi kinerja pada awal periode Renstra pada tahun 2018,
produksi padi sebesar 4.343.586 Ton GKG, produksi jagung
sebesar 2.449.016 Ton PK, dan produksi kedelai sebesar
70.012 Ton BK, diharapkan pada akhir periode Renstra pada
tahun 2024 produksi padi sebesar 4.621.103 Ton GKG,
produksi jagung sebesar 2.594.794 Ton PK, dan produksi
kedelai sebesar 78.110 Ton BK.

Kinerja Produksi Hortikulturs

Kondisi kinerja pada awal periode Renstra pada tahun 2018,
produksi cabai besar sebesar 45.380 Ton, produksi bawang
merah sebesar 3.608 Ton, produksi manggis sebesar 2.932
Ton, produksi pisang sebesar 1.438.558 Ton, dan produksi
nanas sebesar 622.880 Ton, diharapkan pada akhir periode
Renstra pada tahun 2024 produksi cabai besar sebesar 58.925
Ton, produksi bawang merah sebesar 4.860 Ton, produksi
manggis sebesar 3.604 Ton, produksi pisang sebesar

2.096.535 Ton, dan produksi nanas sebesar 722.326 Ton.
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Secara lengkap indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung tahun 2020-

2024 dapat dilihat dari Tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2020- 2024 yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kondisi
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
pada pada
NO Indikator awal akhir
pertode | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bnoce
(2018) (2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. | URUSAN WAJIB, PANGAN
1 [ Koefisien 4 cv < cv < cv < cv < cv < cv <
variasi 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2 | Persentase
penurunan
daerah 0,55% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
rawan
pangan
3 | Skor Pola
Pangan
g‘;ﬁ)pan 88,7% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 94%
Konsumsi
masyarakat
4 | Persentase
tingkat
keamanan | g7 479. | 909% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pangan
segar yang
diuiji
S | Persentase
peningkatan
produk 7,92 15 20 25 30 35 35
pangan
segar yang
tersertifikasi
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Kondisi Kondisi
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
pada pada
NO Indikator awal akhir
periode periode
Renstra 2020 202 1 2022 2023 2024 Renstra
(2018) (2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 | Jumlah
perumusan
Dewan 3 3 3 3 3 3 15
Ketahanan
Pangan
B. | URUSAN PILIHAN, PERTANIAN
1 | Kinerja Produksi Tanaman Pangan :
Padi
4.343.586 | 4.405.261 | 4.458.281 | 4.511.923 | 4.566.188 | 4.621.103 | 4.621.103
(Ton GKG)
Jagung
(Ton PK) 0449016 | 2-491697 | 2.517.073 | 2.542.733 | 2.568.633 | 2.594.794 | 2.594.794
Kedelai 70.012 77.943 77.984 78.027 78.070 78.110 78.110
(Ton BK)
2 | Kinerja Produksi Hortikultura :
Cabai Besar 45.380 49.555 51.636 53.857 56.280 58.925 58.925
(Ton)
Bawang 3.608 4.053 4.223 4.417 4.629 4.860 4.860
Merah (Ton)
Manggis 2.932 3.020 3.117 3.223 3.465 3.604 3.604
(Ton)
Pisang (Ton) 1.438.558 | 1.496.676 | 1.526.609 | 1.557.141 | 2.055.427 | 2.096.535 | 2.096.535
Nanas (Ton) 622.880 649.315 | 664.899 682.186 | 701.287 | 722.326 722.326
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BAB VIII.
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun
2019-2024 ini disusun sebagai dasar rencana pembangunan
pertanian yang akan dibiayai dengan dana APBD Provinsi Lampung
(desentralisasi) dan didukung dana APBN (dekonsentrasi dan tugas
pembantuan) yang pada akhirnya merupakan indikator kinerja
pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
guna mewujudkan "Rakyat Lampung Berjaya”.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen dasar
perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang
akan digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD tahunan
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dan
merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan
Renstra ini sangat diharapkan dan semoga Renstra ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak.
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